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' Bahwa dalam rangka tertlb penyelenggaraan adrmmstras1 L
pengelolaan ‘keuangan daerah maka perlu disusun .
R .,:‘-;,_J'Pedoman .Penatausahaan - Keua.ngan Anggaran'
. ‘.,f' e Pendapatan dan Belanja Daerah ‘ : _ =
. bahwa untuk ma.ksud sebagmmana tersebut huruf a,

_perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman
- ,'A"Penatausahaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan 2

"f"_"BelanJa Daerah o P - ‘

o .Undang~Undang " Nomor 13 'I‘ahun 1950 ; tentang S
'~ Pembentukan ' :Daerah- daerah Kabupaten =~ dalam . - —
_Lingkungan Propm81 Jawa Tengah (Lembaran ‘Negara
. Tahun 1950 ‘Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara R
ﬁ}Nomor 9), o | N -

. Undanngndang Nomor 17-1 ‘ Tahun 2003 'tentang o
- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia =~ . =
~ Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara o
‘ ’Repubhk Indonesxa Nomor 4286), v ' : . S

. iUndang—Undang Nomor ‘1 ’I‘ahun 12004 tentang A
- Perbendaharaan = Negara (Lemba.ran Negara Repubhk'
~Indonesia Tahun 2004 -Nomor 5, ‘Tambahan Lembaran

.‘ Negara Repubhk Indonesm Nomor 4355), - :

. "Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 . tentang Sl
. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keua.ngan o
' Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
© . Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
- Indonesxa Nomor 4400), L,

.‘4.



‘

h
Kt

?

"‘5%_Undang-Undang Nomor 32 'I‘ahun , ’7004 tentzng

" Pemerintahan Daerah - (Lembaran ‘Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran =
*,;,'Negara chubhk Indonesia ‘Nomor 4437) seba{'azmana .
~telah  diubah beberapa ‘kali, ~ terakhir = dengen
Undang-Undang "Nomor 12 -~ Tahun 2008 ‘tentang
" Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun =~

' 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara =
 Republik Indonesia Tahun' 2008 Nomor 59, ‘Tambahan -~
,_‘,v'Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4844), RN

Undang-Undang ‘Nomor 33 'I‘ahun 12004 tentang o
~ Perimbangan Keuangan ‘antara Pemermtah Pusat dan -~
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 ‘Nomor 126, Tambahan Lembaran R
o Negaxa Republlk Indones1a Nomor 4438), x R

. ’Undang-Undang Nomor "8 Tehun 2009 tentang Pa_lak AT

_ Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik -~
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran‘i_;

- Negara Repubhk Indonesm Nomor 5049), ' : .

'5Undan Undang Nomor 12 Tahun . 2011 tentang S

, Pembentukan Peraturan Perundang-undanozm o

- {Lembaran - Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2011
- Nomor 89, Tambahan - Lembaran . Nn.gara Repubhku R
o Indonesza Nomor 5342) ’ BT TS ; _ R

. _-"Peraturan Pemermtah Nomor 24 tahun 2004 tentang e
 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan =
-~ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran =
- Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 90, -
-~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun o

/2004 Nomor 4416) sebagaxmana telah beberapa kali
-~ diubah terakhlr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 =~

' Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
. Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan =
- Protokoler dan Keuangan meplnan dan Anggota Dewan

_ Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik =

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran'_'_’;f:f L

a vNegara Repubhk Indonesxa Nomor 4712),

Rt

‘Peraturan Pernenntah Nomor 23 Tahun 200‘3 tentang N
. Pengelolaan Badan Lay anan Umum (Lembaran Negara =
- Republik Indonesia .= Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan R
' ,Lembaran \Iegara chubhk Indoncsxa Nomor 4502), .

Pcraturan Pemerxntah Nomor 55 'I‘ahun 2005 tentang R

- Duiia Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia -

- Tahun 2005 ,Nomor 137, 'I‘ambahan Lembaran Negara SR
o chubllk Indoncala Nornor 4575), : ‘} g
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.- Pengelolaan Keuangan ‘Daerah (Lembaran Negara = '~ .
" Republik Indoneola Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan o
S Lembaran Neg,ara Repubhk Indonesna Nomor 4578), IR '

14,
' Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran =
~ . Negara -Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 -
- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor .~ . .
. .4609), sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan .. .
. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan. =~ -
- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang =
e Pengelolaan = Barang Milik Negara/Daerah (Lembalan} s
Nega.ra Repuohk Indone sia 'I‘ahun 2008 Nomor 78), , T

16,

' 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
~ pistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara =
- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

- Lernbaran Negara Repubhk Indones:a Nomor 4576), o

Peraturan Pernermtah Nom01 58 Tahun 2005 tentang .

'Peraturan Pemermtah Nomor 6 Tahun 9006 tentang

Peraturan Pcmermtah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang' R
' Standard Akuntansi Pcmermtahan (Lcmbaran Nega.ra‘ S
Repubhk Indonesxa Tahun 2010 Nomor 123) ' X

_Peraturan Pemenntah Nomor 2 'I‘ahun 2012 tentangf‘_." "
~ “Hibah" Daerah (Lembar'm Negara, Republik Indonesia = -

*~ Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan . Lembaran Ncgararf W
o Repubhk ‘lndonesxa Nomor 5272), T

. »Peraturan Presxden Nomor 54 Tahun 2010 tentang -
. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah =

~ beberzapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden.

Co Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas - ,
Peraturan Presiden Nomor 54 'I‘ahun 2010 tentang‘ - o

- Pengadaan Barang/ Jasa, Pemermtah

18,
R tentang  Pedoman Pengelolaan heuangan ‘Daerah W
- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 =
~ tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam = '

Peraturan Menten Dalam Ncgen Nomor 13 Tahun 2006

. Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman“,"

TS

0. R
- tentang 'I‘ata Cara Penatausahaan dan Penyusunan L
‘Laporan Pectanggung)awaban ~ Bendahara  serta

L Pengelolaan Keuangan Daerah

1 ':Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 61 Tahun 2007 e
. tentang Pedoman 'I‘ekms Pengelolaan Keuangan Bedan =
St V:Layanan Umum Daerah . - S

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 55 Tahun 2008-»“' .

_'}Pcnyampalann\fa, B



’)1 Peraturan Menterl Dalam Negcn Nomor 32 Tahun 2011' B
" tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial -

"~ yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

" Daerah sebagaimana ' telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang" C
.. . Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo: .
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan o
©  Bantuan Sosial yang bersumber - dari  Anggaran .
o Pendapataﬁ dan Belanjd Daﬁt‘&h RN Lo T

Sk Me’letapkan  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN
: 'KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

» L 'BABI e
o KETEN’I‘UAN UMUM

P'lsal 1

e i Dalam Pcraturan Bupau ini, yang dlmaksud dengan
RO ;1 Dacrah adalah Kabupaten Karanganyar ‘ ,

2 Pemermtah Dacrah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah o R

sebagax unsur penyelenggara Pemenqtahan Dacrah S

o 3 Bupatx adalah Bupatl Karanganyar, S o

R ;4 Dewan Perwalqlan Rakya.t Daerah yang selan_]utnya
~ disingkat DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daera.h, ST

Kabupatcn Karanganyar, j R

EN 5 Keuangan Daerah adalah semua hak dan keweuxban daerah o
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang -
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala =~
. bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kcwaj 1ba:1 daerah tcrsebut

o -  6 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegtatan o '  :
~ yang meliputi perencanaen, , _penatausahaan, pelaporan,

pertanggung; awaban, dan penaawasan keuangan daerah

7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetah selanjutnya, SIS
~disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan ===
" Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama = . |
- oleh Pemerintah Daerah dan DPRD da.n dxtetapkan deng'm- SRR

Peraturan Daerah

C 8 Saman Kel:]a Pengelolaan » Keuangan Daerah yang | |
B selan_lutny't dxsmgkat SKPKD adalah perangkat daemh pada
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10.

1L,

12
13.

14.

15

16.

Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang yang
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, yang
dalam hal . ini dilaksanakan oleh . Dinas Pendapatan,
Pcngelolaan Keuangan dan Aset Daerah , .

. Satuan Kexja Perangkat Daexah yang selanjutnya dxsmgkat

SKPD adalah perangkat daerah pada Pcrnenntah Daera.h
selaku pengguna anggaran/barang, RS

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Bupati yang laxena jabatunnya mempunyai kewenangan
menyelenggarakar; keseluruhan pengelolaan keuanganv
daerah . .

Pejabat Pengelola Keuang'm Daerah yang selanjutnya
disingkat PFKD adalah Kepala ' Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertmdak
sebagal Ber.daha"a Umum Daerah AR o

Bendahara Umum Daeraa yang sclangutnya d1sxngkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapa31tas sebagaz '
Bendahara Umum Daerah L ,

Pengguna Angg,arc.n adalah Pejabat pemegang kewenanga.n
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dlplmpmnya, - . .

Pengguna Bargng adalah pe_;abat pe'negang kewenangan
penggunaan barang mxhk daerah :

Kuasa Bendahara Umum Dacrah sclanjutnya dxsmgkat
KBUD adalan Fejabat yang diberi kuasa untuk g
melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah;

kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang dlben kuasa
untuk melaksanakan seopagian kewenangan pengguna

' anggaran dalam melaksanakan sebaglan tugas dan fungsx
- SKPD; - v v

17.
18,

‘.19.

Pejabat Penatau ahéari Kevéhgaﬁ SKPD yang .selan_]ﬁtnYa
disecbut PPK-SKPD adalah ' pejabat yang melaksanakan
fungsx dan tata usaha keuan gan pada SKPD dan SKPKD

Pejabat Pelaksana Telnm Kegxatan yang oelan_)uinya :
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD dan
SKPKD yang melaksanakan satu atau bcberapa ..egxatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

Bendahara PPnenmaan adalah Pe_]abat fungsxonal ya.ng
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka APBD pada SKPD




20.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat fungsional. o
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggung]awabkan uang

pendapatan daerah dalam rangka APED pada unit kerja

- SKPD;

21.

22.

23.

24,

25.

Bendahara Penerimaan PPKD adalah Pejabat fungswna.l
yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan = mempertanggungjawabkan
penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD;

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

unt:l: keperluan belanja daerah dalam rangka APBD pada

SKPD;

Bendahara Pengeluaran = Pembantu adalah pejatat
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, - dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka APBD pada unit kexja SKPD;

Bendahara Pengciuaran PPKD adalah pejabat  fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
imenatausahaka, dan mempertang-,gun‘,jawabkan -uang
untuk keperluar transaksi PPKD

Kas Umum Daerah adalah tempat penylmpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk raenampung

. seluruh  peunerimaan daerah dan digunakan untuk

26.

membayar seluruh pengeluaran daerah;

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan yang terdiri
atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban . berupa
laporan keuangan; o ’

. Entitas Akuntansx adalali unit pemenntahan pengguna

- anggaran/pengguna barang - dan oleh karenanya wajib

28.

29

menyelengarakan akuntansi dan menyusun laporan -
keuanga.n untuk dxgabungkan pada entnas pelapcran;

Unit Kerja adaluh bagxan dari SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa program;

Tnn Angguran Pemenntc.h Daerah yang selanJutnya
disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Bupati dalam rangka penynsunan APBD yang
anggotanya terdii dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD
dan peJabat lmnnya sesueu dcngan kebutuhan;




Rencana KCIja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
- disingkat RKA-SKPD adalah Dokumcn perencanaan dan .

A -:*penganggaran yang beris: rencana pendapatan dan rencana‘,— T
~°  belanja = program dan keglatan SKPD sebagaJ dasarv R

B 3 penyusunan APBD

- upaya. yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan . =~
SRR menggunakan ‘sumber daya ‘yang. disediakan - untuk‘; Lo
S _mencapa1 hasﬂ yang terukur sesuai dengan m1s1 SI;PD R

38.1

33,

Rencana kelja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan o
‘Daerah  yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah =~

" Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendapatan Pengeiolaan R
Keuangan daq Aset Daerah selaku Bendahara Umurn SRS

, iKmelja adalah keluaran/ hasﬂ dan keglatan/ program ya.ng'
. akan atau telah dicapai schubungan dengan penggunaan,
BT anggaran dengan kuantxtas dan kuahtas yang terukur,

o »Fungsx adalah perquudan tuoas kepernenntahan d1 b1dang . | -
. tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapa1 tuJuan" e
R pembangunan nasxonal T , y . ST

Urusan Pemermtahan adalah fungs.-fungsx pcmermtahan
0 yang menjadi hak dan kewgjiban setiap . tingkatan atau - -
~ susiman pemerintahan untuk mengatur dan mengurus
- fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam .-
.~ rangka "melmaungl, ~ melayani, memberdayakan ‘dan -
*mensc_]ahterakan masyarakat RN o - L

Program adalah penjabaran kebljakan SKPD dalam bentukb' SRR

Kegxatan adalah baglan dam program yang dllaksanakan S
~  oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian ~
. dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan

© terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya = -

.~ baik yang berupa personil {Sumber daya manusia), barang

- 'modal terimasuk peralatan dan te'mologl, dana, atau

- kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya

© . tersebut sebagai masukan (inpuf) untuk menghasxlkan; R

R keluaran (Output) dalarn bentuk barang/gasa,g o

87 Sasaran (target) adalah haSII yang. dlharapkan dan suatu'
~ program atau keluaran yang dlharapkan dan suatu T

keglatan, S

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang ‘mencerminkan © 3
~ berfungsinya keluaran dan keglatan-kegiatan dalam satu S

o program;

89 Rekenmg Kas Umuxn Dacrah adalah rekemng tcmpat"_.fjv.:»
- penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati R

- untuk menampung = seluruh - penerimaan daerah ‘dan @ .
- membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang IR T

. dltetapkan



40 Penerlmaan Daerah adalah uang ydng masuk ke kas
‘-'jf'_-daerah S - O T S

o daerah

a2
dlakux sebaga1 penambah mlax kekayaan ber31h

44,

Pendapatan daerah adalah hak pemenntah daerah yang" '

| ' Belanja dacrah adalah kewajiban pemerlntah dae:'ah yang S
S dlakm sebaga.l penguran;, mla1 kekayaan bu's1h R

Surplus Anggaran Daerah adalah SellSlh Ieblh a.ntara '

s ~pendapatan daerah dan belanja daerah

s,

Defisit Anggaran Daerah adalah sehsth kurang anteu‘a,i ,
- pcndapatan daerah dan bclanja dacrah TR R
Pemblayaan daerah adalah semua penenmaan yang perlu f -

_ dibayar kembali dan/atau pengeluaran vang akan diterima
-~ kembali, baik pada tahun anggaran yang bersanglrutan S

: maupun pada tahun-tahun anggar‘dn benkutnya,

47.

S1sa leblh Perhltungan Anggaran yang Selanjutnya dlsmgkatf B
SILPA adalah selisih lebih realisasi penenmaan ‘dan B

i pengeluaran anggaran selama satu penode anggaran, -

‘Pm_;aman . Daerah adalahv ¥ ‘semua transak31 yang' B

- mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau:
 menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain -

. sehingga daerah dxbebam kewa_jlban untuk membayar IR

"',"_"kcmbah B

s,

Pmtang Daerah adalah Jumlah uang vang wa_pb dxbayar SR

" kepada = pemerintah daerah dan/atau hak pemetintah =
.- daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat =~
. perjanjian ' atau akibat - lainnya berdasarkan peraturan AR

L perundang-undangan atau akibat lamnya yang sah;

~ pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah =~
- yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan .
B pcrundang-unddngan, Pf’!itanjlan atau berdasarkan sebab w

Utang Daerah admah Jumlah uang yang wapb dlbayar -

s lamnya yar.g sah;

51

Dana Cadangan adalah dana yang dlSlSlhkan untuk: B

gmenampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif =

- ~besar  yang tldak dapat dxpenuhl dalam satu tahun DRI
: anggaran, _. o | S

'InVCStaSI ada]ah pcnggunaan asct untuk memperoleh
- manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat =
- sosial dan/atau = manfaat  lainnyz - sehinggn - dapat

_f‘menmgkatkan kemampuan Pem&nntah dalam rangka
S _pelayanan kepada mﬂSYarakat o N 5

Pengeluaran DdPI‘ah adalah uang yang keluar dan kas_iz' o



s

Dokumen - Pdaksanaanv Anggaran Pegabat Pcngelola S
~ Keuangan Daerah yang selanjutnva disingkat DPA-PPKD |
- " adalah Dokumen Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan =

: Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum'

‘vDaerah

Dokumen P\.laksanaan Anggaran SKPD yang selan_}utnya
disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat. =

pendapatan dan. belarja yang dxguuakan sebaga.\ dasar. o
. anggaran oleh Pengguna Anggaran SO o

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang’ IR
o selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang

" memuat - perubaban - pendapatan -.dan  belanja yang - =
~ digunakan sebagai dasar : perubahan anggaran olchy ‘

o ,Pcngguna Anggaran,

BT

Dokumen Pelak anaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya N

~disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa telanja. -~

. tahun - sebelumnya sebagal dasar anggaran tal-un o
S ?benkutnya, E Sy Dot o

» Anggaran Kas adalah dokumen pereraan arus kas masuk | T
~yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna L

- mendana1 keglatan dalarn s»hap perlodc

. B8.E

Belanja 'I‘xdak Langsung adalah Belanja yang dlanwarkan S

tidak terkalt secara langsung dengan ' program dan '

B ':‘ keglatan

. 59, Belan;a Langsung adalah Bclan_;a yang dlanggarkan terkeut'@ ."- ﬁ'

S ,'secara langsung dengan program dan keglatan, SN

60,

| elst R
. /SPP-alalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang =~
~ bertanggungjawab atas kegiatan/bendahara pengeluaran.» o

vSurat Penyednan Dana yang elanjutnya dxsmgkat SPD:'» ;‘
~ adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk R
: melaksanakan keglatan sebagaJ dasar penerbltan SPP -

Surat Permmtaan Pcmbayaran yang selanjumya dlsmgkat

7 untuk mengajukan permmtaan pembayaran, o

. adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran R
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian. -
kembali (revolvir.g) yang udak dapat dllakukan dengan P

Spp. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP' |

pembayaran Iangaung,

SPP Ganu Uang Persedlaan yang selanjutnya dlsebut SPP-” : ‘f, =
GU adalah - dokumen- yang - diajukan oleh bendahara =

| pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan

64

N yang txdak dapat dxlakuka.n dengan pembayaran langsung, o ”

SPP Tambahan Uang Persedlaan yang selanjutnya dlsebuf i: . o
'SPP-TU 'adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara -

pengeluaran untuk permmtaan tambahan uang persedman :



 guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak

o - dan’ tidak dapat dxgunakan untuk pembayaran langsung_ S

- dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk PRI
U perrmntaan pcmbaya1 an ldngsung kepada pihak ketiga atas. S
. dasar perjanjian kontrak ‘kerja atau surat perintah kerja S

o dan uang persedlaan,

SPP Langsung yang selanjutnya dzsebut SPP-LS adalah

o lamnya dan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah,

- penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu

o yang dokumennya dlSlapkan oleh PPI‘K

. 66. €
T

SPP Langsung PPKD yang selanjutnya dlsebut SPP-LS PPKD Lot
. adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran = -
 PPKD untuk rermintaan pembayaran atas transaksi- . =
-+ transaksi yang dilakukan oleh PPKD dengan Jumlah P
o penenma, peruntukan, dan wal tu pembayaran tertentu

Surat Penntah Membayar yang selanjutnya dlsmgkat SPM IEERRR.

.. adalah  dokumen yang dlgunakan/dlterbxtkan oleh -

ERE Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran nntuk‘.ﬁ.,‘
ST penerbxtan bPQD atas beban pengeluaran DPA-SKPD -

Surat Permtah Membayar Uang Perscdlaan yang selanj utnya’ o

- disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh =~
pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk -
“penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yarg -

dipergunakan sebagai vang persediaan untuk mendana.l S

K | keglatan opexaswnal kanto; sehan-han S

. Surat Penntah Mcmbayar Gantl Uang Persedlaan yang't} :
'selanjutnya disingkat SPM-GU adalah ~ dokumen. yang

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

 Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran R
'DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk rrenggantx ST

o };'.,:uang Persedlaan yang telah dlbelangakan, S

). Surat Permtah Membayar Tambahan Uang Persedlaan yang; PR

- selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang . =

.- diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa - Pengguna T

-+ Anggaran untuk penerbxtan SP2D atas beban pengeluaran = =

- DPA-SKPD kareria kebutuhan dananya melebihi dari jumlah .=~

~batas pagu uang persedlaan yang telah dztetapkan sesuax" e
B dengan ketcntuan, AT . R o

: Surat Permtah Pencau'an Dana Langsung yang selanjutnya' S
. disingkat SPZD-LS adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang telah dlterbltkan oleh .

o BUD berdasarkan SPM LS

~ SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar =
- pencalran dana ‘yang. dlte*bltkan oleh BUD berdaSarkan' o

Surat Permtah Pencalran Dana yang selanjutnya dxsmgkat

- :'_SPM



Barang Mxhk D'xerah adalah semua barang yang dxbeh atau . .
- diperoleh atas bcba.n APBD atau bﬂrasal dari pcrolehan .
'lamnya yang sah T RO
T4, Surat Tanda Setoran ( STS ) merupakan dokumen yang FI
L dxseienggarakan Bendahara pencnmaan untuk menyetor RV

R penenmaan daemh kc kas daerah - o S

Surat Kete..apan Pa_)ak Daerah yang selan;utnya c‘lsmgkat - '{f"-g
© SKPD, adelah surat ketetapan pajak yang mt.nentuka.n S

-‘: besarnya Jumlah pokok pajak yang terutang

: terutang

} Noca Kred1t Bank merupakan dokumen atau buktl dan bank }’ -
- yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke ;;;.‘ N

rekemng kas umum daerah

o ::v 79._.

: Kcruglan Daerah adalah kekurangan uang, surat bcrharga,'-", [ _,
- dan barang yang nyata dar pasti Jumlahnya sebagai akibat -
f»perbuatan melawan hukurn baik sengaga maupun lalax, ST T

Badan Layanan Umum Daerah yan'v selanjutnya dxsebut. el
-~ BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan
" Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan =
~  pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang R
~  dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari = =
- keuntungan, dan dalam melakukan kegiatanrya dldasarkan} SRR
pada pnnmp cﬁ31en31 dan produktlﬁtas, o v R

Pola Pengelolaan keuangan BLUD yang selanjutnya dxscbut' o
. PPK-BLUD .adalah pola pengelolaan keuangan yang =
. memberikan - fleksibilitas ~berupa  keleluasaan' untuk =
~ menerapkan | praktek-praktek ‘bisnis yang schat untuk =
~ meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dulam rangka o
- memajukan kesejahteraann umum dan -wmencerdaskan <
- kehidupan bangsa, sebagai pengecuahan dan ketentuan o EE

A pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, T

8L

. sa

L F leksibilitas adalah keleluasaan penorelolaan’.'
- keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang
. ;dapat dlkeCLahkan dan ketentuan yang berlaku umum, RS

Pendapatan BLUD adalah semua pcncnmaan dalam bentukf ERPER

. kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar = =~

- dalam- periode Anggaran yang bersangkutan yang tldak' SR
W ,perlu dlbayar kembah, o | R

BelanJa BLUD adalah semua pengeluaran dan rekemng kas T
- yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun =~
~Anggaran ber sangkutan yang ndak akan dlpcroleh REERRRE

pembayarannya kembah oleh BLUD -

Surat Ketetapan Retnbusx - Daerah yang selangunya'is'.,:‘:,
~ disingkat SKRD. adalah surat ker‘etapan retribusi yang SRR
menentukan besarnya Jumlah pokok retr1bus1 yangv,v_f



Blaya BLUD adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangl :,
~ ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang da.n / axau'_;

ST jasa untuk keperluan operasmnal BLUD

.Rekemng Kas Bx.UD adalah rekcrnng tempat menyzmpan}jgv

. uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank &

.~ umum untuk nrenampung seluruh p°ner1maan pendapatan R
dan pembayaran pengeluaran BLUD L v : R

chcana B1sms dan Anggaran BLUD selanjutnya dlsmgkat f :
~ RBA adalah dokumen - perencanaan bisnis * dan -
penganggaran takunan yang ber1s1 program, keglatan, targeL ) .

: klnexja dan Anggaran BLUD | Ry
- 87. Dokumen Anggaran BLUD yang selan_]utnya dlsebut DPA- o
- BLUD: adalah dokumen yang  memuat pendapatan dan - - i
 biaya, proycksx arus kas, jumlah dan. kualitas barang
. dan/atau jasa yang akan dxhasxlkan dan dlgunakan sebagalz B
_ dasar anggaran oleh BLLD T S
. Bantuan Operabwnal Sel.olah ( BOS ) adalah dana ya.ng":uj B N

" berasal dari APBN yang dltransier dar.. Bendahara Umum R

o Ne{,ara ke Kaq Daerah

BaS1s Akrual adalah basns akuntansx yang mengakux,vg
- pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat = S
- transaksi dan’ penstlwa terjadi, tarpa mempcrhatlkan saat R

kas atau setara kas dltenrna atau dlbayar, PR

.90. Unlt Layaflan PPngadaan atau dlsebut uLp adalah umt SR
~ organisasi = pemerintah yang  berfungsi melaksanakan =
© . pengadaan baratlg/Jasa yang terdm dari pegawm-pegawal' R
~ yang telah memiliki  sertifikat keahhan pengadaan-:. o

- barang/_;asa pemenntah

- disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung Jawab atas - o

Pejabat Pembuat Kom tmen adalah yang selanjutnyaf’

- pengadaan barang/ jasa

o2,

| Pejabat Pengadaan adalah pcrsoml yang mermhkl sertlﬁkat‘i S
~ keahlian pengadaan barang/ Jasa serta yang melaksanakang o

o N pengadaan barang/ jasa; -

o4,

Pamtia/Pe;abat B Peneruna‘: - I-:*Iev[‘s‘ﬂ Pekexjaan adalah et
~  panitia/pejabat yang dxteapkan oleh PA/ KPA yang bertugas R
vmcmenksa ddn menenma hasﬂ pexexjaan = i R

vPengadaan secara elektromk anau E—Procurement adalah . i
o ‘pengadaan barang/jasa yang - dilaksanakan = dsngan =~
- menggunakan tehnologi informasi dan transakm elektromk R

e sesual dengam ketentuan pemndangan, :

.. ° disingkat LPSE adalah ‘unsur pelaksana Pemerintah |
o Kabupaten Karanganyar yang melayani proses pengadaan

Layanan Pengadaan Secara Elektromk yang %ele.njut.nya

- barang/jasa secara elektromk dengan menggunakan system - N
o aphkam SPSE nas:onal L o



oy s

o '96 Katalog elektromk atau E-Catatogue adalah sistem mforrnasx e
- elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan =~
harga barang tertentu dan berbaga1 penyedla barang/ jasa - '

‘ ? Pemermtah

97 E~Purchasmg adalah ‘tata cara pembehan | barang/Jasa" S

o melalux sxstem katalog clektromk

BABI

o PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH RO

Pasal 2

s | (1) Bupatl adalah pe megéng kekuasaa.n peng«,lolaan keuangan R

Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemxhkan .

- kekayaan daerah yang dipisahkan.

R ‘(2) Pemegang - kekuasaan - pengelolaan keuangan Deerah

. sebagaxrnana dxmaksud pada ayat (1) mempunyax S .

i - kewenangan: -
-a. menetapkan kebl_]akan tcntang APBD

b. menetapkan kcbuakan tentang nengelolaan barang

- daerah;

o c. 'menetapkan} | kuasa pengguna anggaran/pengguna .

" harang; =

A ‘menetapkan bendahara penenmaan dan/atau b'-'ndahara :

- pengeluaran* o

pemungutan penenmaan Daerah

e ":’;_v’f.gmenetapkan ‘pejabat - yang :nertugas : melakukan'

" pengelolaan utang dan piutang Daerah; R
g. menetapkan = pejabat yang bf‘rtugas melalmkan
- pengelolaan burang milik Daerah; dan

R , ,;h.‘ menetapkan pPJabat yang bertugas melakukan pengupan’f:- : o

atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

' (3) Bupat1 selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan -

daerah melimpahkan sebaglan atau seluruhnya kepada : )
“a. Sekretaris - Daerah selaku koordmator pengelolaan-c
keuangan daerah;
b Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan /_
- Aset Daerah selaku PPKD; - '

| c Kepala SKPD oelaku Pcngguna '\nggaran/Pengguna o

Barang. -

ORI (4) °e11mpahan | >ebaga1rnana dxmaksud ‘pada ayat (3) .

dltetapkan deng‘m Keputusan Bupati berdasarkan prinsip
permsahan kewenangan ‘antara yang rnemenntahkan
mengujl, dan yang menenma atau mcngeluarkan uang

Pabal 3

(1) Sekretans Daerah selaku koordmator pengelolaan keuangan} o

‘daerah berkaxtan denga'l peran dan . fungsxnya ~dalam =

~ membantu. Bupati = menyusun = kebijakan dan ,
, mengkoordmac.lkan penyelenggaraan urusan pemcmntahan B

daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah



B _'7"96 Katalog elektromk atau E—Catalogue adalah sxstem mformasr ; e

_elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan o
- harga barang tertentu dan berbaga1 penyedla barar-g /Jasa, ERe
e Pemenntah g o : | o

;[*;- ;_797 EPurchasmg adalah tata cara - pembehan barang/Jasa'ftf L

mclalux sxstcm katalog elektromk

. h B BAB“II T
PENYELENGGARAAN PENGFLOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

R “(1) Bupau adalah p»rhégé\ng kekuasaan Pengelolaan keuangan R

Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemxhkan », SR

‘kekayaan daerah yang d1p1sahkan

- ;:,;'(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daemh RN

sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) mempunyat f'

~ kewenangan:
‘a. .menetapkan kebgakan tentdng APBD

i b, menetapkan ‘ x\ebljakan tentang pengeiolaan barang" . .

G daerah;

c. .menetapkan | ;cuasa . pengguna enggaran/pengguna'f’. S

barang;

Cd menetapkan bendahara penenmaan dan/atau bc- nd ahara-' . R

- pengeluaran; -

' e. menetapkan | 'IV)“"JabaT- yang bertugas melakukan

 pemungutan pererimaan Daerah;’

f ‘menetapkan = pejubat  yang bertugas " melakukan:

TR pengelolaan utang dan piutang Daerah

g;‘ menetapkan  pejabat = yang bertugas melakukan, e

‘pengelolaan barang milik Daerah; dan

'h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengu_uan.: g

. atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. - ,
(3; Bupatt selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan] '
daerah melimpahkan sebagian atau selurubnya kepada :

) a Sekretaris - Daerah selak,'u koordmator pengelolaah o

keuangan daerah

Aset Dacrah selaku PPKD

,c Kepala . SKPD selaku P ﬂgguna Anggaran/Pen a R

... Barang,

o (‘41 :Pellmpahan sebagalmana. dlmaksud pada ayat ('3)“,‘."',’

ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip = =
pemisahan - kewenangan antara yang memerintahkan,

o mengujl, dan yang menenma atau mengeluarkan uang o

. Pasal 3

(1) Sekretans Daerah selaku kooramator pengeloiaan keuangan}

- daerah berkaitan dengan peran dan fungslnya_ .dalam
. membantu Bupatl menyusun . kebijakan ~ dan

 mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemenntahqn .

. daerah termasux pengelolaan keuangan daerah




(2) Sekretans Daerah sclaku koordmator pengelolaan keuangan “

_ tugas koordinasi di bidang:
-~ a.penyusunan dan kebljakan pengelolaan APBD v
- b. penyusunan dan. kebijakan pengelolaan barang daersh;
. ¢. penyusunan rancangan APBD dan ranca.ngan pe"ubahan
APBD;

pertanggung- jawaban APBD;
‘pengawas keuangan daerah; dan
pertanggung— deaban APBD
. - pada ayat ) Sekretans Daerah mernpunyal tugas
. a. memimpin TAPD; - » R ,

B b menyiapkan pedoman APBD P
¢, muaiyiapkan pedoman pengeiolaan barang daerah

“daerah sebagmmana dxmaksud pada ayat (1) mcmpun jal‘: _ o

. "f}‘e tugas-tugas pejabat perencana daerah PPKD da.n pq}abat ‘:fﬁ 3

f ‘penyusunan laporan keuangan dé;erah dalam rangka e

(3) Selam mempunya; tugas koordmaSI Sebagalmana dlm aksud ‘.: i

s :Vd rnembenkan persetu.]uan pengcsahan DPA-SKPD/ I)PPA”; .

' -"_:e melaksanakan tugas tugas koordma81 pengclolaan_ ,

dlhrnpahkan oleh Bupatl

" Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,f. _
Daerah(DPPKAD) e o

L S Pasal4 e e |
S Bupatl atas usul’ Kepala DPPKAD menetapkan Bendahara

- keuangan daerah lainnya' . berdasarkan kuasa vang

o (4)V‘vPPKD dan atau’ Pelaksana fungsx BUD dllaksanakan oleh o

-Penerimaan dan. Bendahara Pengeluaran serta Bendahara PR

. Pengeluaran ~ PPKD  untuk. . melaksanakan ~ tugas

- » kebendaharadn dalam rangka > anggaran SKPD dan» "-‘:  o

- anggaran PPKD.

. Penerimaan - Pembantu dan Bendahara = Pengeluran
e :' Pembantu Bendahara Pengeluaran kegxatan
Pasal S

: Peraturan Bupatl ini.

= PENUTUP';", o

T R - Pasa16 ,
R ;:_'(1) Dengan dlundangkannya Peraturan Pemenntah Nomor 71

' (2) Bendahara Penenmaan‘ dan Bundahara Pcngeluaran dalam_ ;;- R
o 'mela.ksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara -

_ Pembantu serta Pembantu Bendahara Penemnaa.n da.n/ atau L o

v "vv':fPenatausahaan APBD sebagalmana tercaxitum dalam Lampxrani» L

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, .

| yang akarn dxatur dalam Peraturan Bupatl tersendm

~penerapan di Daerab akan dilaksanakan secara bertahap, ST




. (2) Sebelum dltetapkan | ‘Péfatili'éﬁ" Bupaiﬁ sebagalmana

“dimaksud ‘pada ayat (1) -maka Standar Akuntanm - S

Pemermtahan menggunakan Ketentuan Iama

R S P 'pasa17 -
i Peraturan Bupatx 1n1 mulai berlaku pada tc.nggal dxundangkan
.. Agar . setiap - orang mcngetahumya, _ mernermtahkan

| dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar

Dltetapkan d1 Karanganyar

*j’ﬁANGANYAR; /

. pengundangan Peraturan Bupati ini aengan penempatannya S



LAMPIRAN , - |
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR :  TAHUN 2013
TENTANG : B

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
- PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN |
BELANJA DAERAH | o

PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PELAKSANAAN
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEFAH

‘1. PENDAHULUAN o
A. LATAR BELAKANG

Keuangan Daerah adalah hak dan kewaijan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk "
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penatausahaan keuangan daerah merupakan baglan aari
pengelolaan keuangan daerah yang memegang peranan penting
dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pemerintah Daerah yang
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah maupun dana-dana lain yang sah, yang dalam
pelaksanaannya herus tertib adxninistras_i dan ~ dapat
dipertanggungjawabkan. - ‘ :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor S5

- Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyuounan’
Laporan Pertanggungiawaban Bendahara serta penyampaiannya,
maka setiap elemen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan
daerah dari Pengguna Anggaran sampai dengan Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD, maupun
‘Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran -
Pembantu SKPD dalam melaksanakan fungsinya dlwajlbkank’ .

untuk tertib administrasi dan tertib dalam penyampaian laporan

sehingga menunjang kelancaran penyusunan lapomn keuangan - |

" daerah yang dilaksanukan setiap tahunnya.

A Sehubungan dengan hal tersebut perlu dibuat Pedoman ’
~ Peuaatausahaan Keuangan Pelaksanaan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah yang mencakup penatausahaan,akuntansi,
pelaporan, pengawasan/ angendahan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah

" B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Pedoman Penatausahaan Anggaran -
- Pendapatan dan Belanja Daerah ini adslah untuk -
menyamakan kesatuan pemaheman bagi Pengelola Keuangan
Daerah maupun Bendahara Penerima dan Bendahara
Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan PPKD dan
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‘Bendahara Pengeluaran PPKD dalam rangka melaksanakan
sistem dan prosedur penatausahaan keuangan yang sesuai

dengan  peraturan  perundang-undangan, sehingga
penatausahaan keuangm dapat terselenggara dengan ba1k
dan bcnar o

| 2 Tujuan Penyusunan Pedoman Penatausahaan Keuangan .
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini

adalah:

N a. sebagai pedoman pelaksanaan - Sistem Akuntansx-
Pemenntaha.n Daerah Kabupaten Karanganyar.

~b. sebagai penjabaran fung31-fungs1 pengurusan Keuangan”v
- Daerah. :

c. sebagai alat pengendahan, pengawasan dan pemenksaan' v
dalam penatausahaan pelaksanaan APBD. 1

~d. terwujudnya  keterpaduan dan  keserasian delam
melaksanakan program kegiatan, sehingga tepat waktu /
tepat mutu, tertib admmxstrasx, tepat sasaran dan manfaat
serta dlSllen Ang,garan , v ‘

C AZAS PENATAUSAHAAN PELAKSANAALN APBD.
1. Siklus Anggaran Daerah. ‘

Siklus Anggaran Daerah meliputi Penyusunan APBD '
Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan'
APBD mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 -
Desember. o o

2. Prinsip Pelaksanaan APED.

Prinsip dalam pelaksanaan APBD yang perlu dlperhatxl.an, ’

~ antara lain: _
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang'
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan dxtetapkan ,

" . dengan Peraturan Daerah;
~ b. pendapatan yang direncanakan merupakan pereraan yang

: terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap

sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dlanggarkan }: |

merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; ,
€. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang -
cukup aan’ tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang
belum tersedia atau tidak mencukupi kredlt anggarannya
o dalam APBD/ Perubahan APBD;
© d. untuk Pengeluaran atas beban APBD, terlebih dahulu
 diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PPKD selaku
BUD atau Keputusan Bupati lainnya yang dxsamakan'
dengan SPD;
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o Karanganyar;

o ﬁ'e.'ffsemua penerlmaan dan pengeluaran dacrah dalam tanun_ et
' anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam =

© . APBD dan dilaksanakan melalui rekening Kas Umum =
' Daerah yang dltempatkan pada PT Bank Jateng Cabang' i

: f “Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, R

S “dengan peraturan perundang-undangan; .

" Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan orang atau badan
~yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan .
- daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesual o

: g. pejabat yang menandatangani dan/atau mengesa.hkan PR

o ‘akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

.. dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi - X . o
- dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan - S
APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materialdan .~ =

. 'h. SKPD -penghasil Pendapatan Daerah d1larang'.v', o

' membiayai pengeluaran-pengeluaran, karena penerimaan

 daerah harus disetorkan ke ‘Rekening Kas Umum Daerah

S Perundang-Undangan yang berlaku, Khusus RSUD semua -

vketentuan yang berlaku dalam BLUD; )
i SKPD  penghasil = pendapatan daerah pahng lambat,

- tanggal 10 pada bulan benkutnya harus memberikarn -
-+ laporan target dan realisasi pendapatan kepada Bupati
o oo 0 melalui Kepala Dmas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan':
-t .. - . dan Aset Daerah; .
o) uang milik daerah Jang dikelola oleh BUD pada Kas

- Daerah yang menurut perhitungan dalam kurun waktu

i tidak mengganggu hku1d1tas keuangan daerah dengan o |
~ persetujuan Bupati; .

B menggunakan 'secara’ langsung penerimaannya untuk = G |
' SKPD adalah pendapatan daerah dan seluruh penerimaan - L

REE paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima T
~atau waktu lain yang -ditentukan dengan Peraturan -

o ‘penerimaan dikelola = secara Iangsung sesua1 dengan . L

R tertentu belum digunakan, dapat didepositokan sepanjang S

ke bunga deposito, - bunga tabungan dan Jasa giro atas‘ o

- penempatan uang daerah di bank umum merupakan -

pendapatan daerah, sehmgga harus dlSCtOI‘ ke rekemng-. S

- Kas Umum Daerah; '
" I. Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengelvaran, .

- melakukan,  kegiatan perdagangan, - pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagm
. penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut;
~..m. Pengguna Anggaran maupun Kuasa Pengguna Anggaran
- dan Bendahara - Peunerimaan/Bendahara Pengeluaran

- baik secara langsung maupun ‘tidak = langsung dilarang - _—

maupun Bendahara’ Penerimaan. Pembantu/ Bendahara :
 Pengeluaran Pembentu tidak diperbolehkan membuka

. rekening dengan atas nama pribadi pada bank atau giro .

pos dengan tujuan pelaksanaan APBD atau dana lain yang . =

" berkaitan dengan dana berguhr yang sumber dana awalnya
- adalah APBD . v v : :
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Bendahara Penenmaan tidak diperbolehkan menyimpan
uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja;
pada SKPD yang mengelola penerimaan daerah hanya

terdapat 1 (satu) orang Bendahara Penermaan, dan dapat =~

dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan;
pada SKPKD terdapat 2 {(dua) orang 'Bendahara
Penerimaan, yaitu Bendahara Penerimaan selaku PPKD

dan 2 (dua) orang Bendahara Penerimaun selaku SKPD

untuk pajak dan retnbum dan dapat dibantu olch
Pembantu Bendahara; - - _
pada SKPD hanya terdapat 1 (satu) orang Bendahara s
Pengeluaran, dan dapat dibantu olech Bendahara
Pengeluaran Pembartu;
pada SKPD selaku SKPKD terdapat 1 (satu) orang
Bendahara Pengeluaran PPKD yang ditetapkan oleh Bupadti;
pada SKPD yaag menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran

- dapat mengusulkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditetapkan oleh

- Bupati;

‘.v L

untuk SKPD Kelurahan yang “terbatas jumlah personil
maupun SDM nya dapat menunjuk pejabat struktural
sebagai Bendahara  Pengeluaran atau Bcndaham :
Penerimaan selain Kaur Keuangan. .
kegiatan yang terdiri dari sub-sub keglatan dapat ditunjuk
PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan oleh
PA/KPA; - ,
pada PPK BLUD tcrdapat 1 ( satu ) orang bendahara ’
penerimaan dan 2 (dua) orang bendahara pengeluaran
yaitu bendahara pengeluaran SKPD yang bertugas
mengelola dana yang bersumber dari APBN, APBD Previnsi

dan APBD Kabupaten, sertu bendahara pengeluaran bagi -

dana yang bersumber dari pendapatan fungsxonal BLUD;
Pengelolaan Dana BOS diatur sesual dengan. Ketentuan ‘
yang berlaku. "

" II. PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

< A. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset |
Daerah selaku PPKD mempunyai tugas :

menyusun dan. melaksanahan kebxjakan pengelolaan
keuangan daerah;

‘menyusun rancangan APBD dan rancangan Pembahan',
APBD;

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

melaksanakan fungsi BUD;

menyusun laporan keuangan daerah dalam rangca o

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang .

dﬂlmpahkan olen Bupati.
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berwenang s | , | |
a. menyusun kebljal.an dan pedoman pelaksanaan APBD

© . RBABLUD; |
e melakukan pengendallan pelaksanaan APBD

ERIE ‘penenmaan dan pengeluaran kas daerah
el melaksanakan pemangutan pa_]ak dacrah
f menetapkan Surat Penycdlaan Dana (SPD)

;Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ?}: . o
. ' Daerah selaku PPKD melaksanakzm fungsinya selaku BUD g

b, mengesahkan DPA~bKPD/DPPA~SKPD/DPAL-SKPD dan

d. :f»membenkan petunjuk  teknis - pelaksa.naan sxstem,:‘v;‘ o

_ g. menyiapkan pelaksanaan = pinjaman dan Pembenan S

i fplnjaman atas nama Pemerintah Daerah;

. daerah;
SRR jv"menyajlkan mformas’ keuanvan daerah

vpenghapusan baranor rmhk daerah

L 3. Bendahara Umum Daerah ( BUD) o
3 a. Bendahara Umum DaPrah (B UD) mempu11ya1 tugas
,‘1) MembuatAnggaran Kas; = :
. 2) Mencatat Realisasi Penca;fan SP2D
s “'_‘_5'3) Mcucatat Tra.nster antar Bank e
g Melakukan Rekonsxha& dengan Bank Jateng, LT

L "' h melaksanakan sxstem akuntans1 dan pelaporan keuangan - - - 

j " melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta’ S

b Bendahara Umum Daerah (BUD) membuat laporah atas

o ‘buktl-buktx transakel yang sah.

kepada : ,
a. Kepala Bldang Anggaran sclaku Kuasa BUD bertugas
1) menyiapkan anggaran Kas; -~~~ -
- 2) menylapkan SPD;
b Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku
' Kuasa BUD bertugas R _ . o
1) mcnylapkan SPZD

Anggaran atas beban rekenmg kas umum daerah

- kas umum daerah kepada Bupat1 dengan d11cngkap1 o kS

4 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aseti-] S
-~ Daerah selnku BUD menunjuk pejabat selaku kuasa BUD_,}Y. D

2) melakukan pembayaran berdasarkan penmntaan'v" |
‘pejabat Pengguna - Anggaran/Kuasa ‘Pengguna

,3) melaksanakan pemberxan panaman atas . nama o

Pemermtdh Daerah
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4) melaksanaken 'penempva'tan " uang daerah dan
mengclola/ menatausahakan investasi daerah,;
| ) melakukan pengelolaan utang dan pxutang daerah
6) melakukan penagihan piutang daerah;

7) membantu BUD dalam menyiapkan Laporan Posisi
. Kas Harian dan Rekonsiliasi Bank; B

8) menyimpan -seluruh bukti  asli kepemxhkan ..
kekayaan daerah berupa surat-su*at berharga -
‘untuk aset lam,ar, v . O

) - 9) memantau pelaksanaan penenmaan  dan
pengeluaran APBD oleh bank. dan/atau lembaga
keuangan lainnya yang ditunjuk; .

'10) menyimpan uang daerah serta melaksanakan
penempatan uang  daerah, ‘antara - lain
pengadmmxstrasmn Jaua giro kasda, jasa giro -
pemegang kas, tabungan dan pendapatan der.da
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; :

11) mengusahakan dan mengatur dana yang d1perlukan :_
dalam pclaksar‘aan APBD;

12) bertanggung jawab terhadap pengadministrasian
Penerimaan Pembiayaan Daerah, antara lain yang
berasal dari SILPA Tahun sebelumnya,penerimaan
kembali Dana Bergulir dan Penarikan Aset
Management Unit (AMU) Bank Jateng. .

~ 13) mengadministrasikan penerimaan pengembalian gaji
Tahun Anggaran sebelumnya, Pencrimaan Taspen,
Sumbangan Masyarakat (atau sebutan lainnya) dan
Pengembalian , Belanja - Tahun Anggaran
Sebelumnya. ' : '

c. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan'
selaku kuasa BUD melaksanakan tugas yaitu:

- 1) melaksanakaun pendaftaran wajib pajak daerah; >
2) mengumpulkan dan mengolah data yang

berhubungan dengan poten31 dan penmgkatan o

pendapatan daerah;

3) melaksanakan pcnghitungan - dan penetapan
besaran pajak daerah yang harus dibayar oleh wajib
pajak dan wajib retribusi dengan mengkaji data
yang masuk sesuai pedoman yang berlaku;

d Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemenk.,aan
- Pajak selaku _kuasa BUD melaksanakan tugas yaitu:

1) merumuskan, mengumpulkan dan mengolah data
rencana kegiatun di bidang penagihan pajak daerah
yang tslah jatuh tempo, melayani keberatan dan
banding serta melaksanakan pemenksaan pajak
sebagal pedoman pelaksanaan tugas
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‘2} melaksanakan penagxhan plutang pajak dacrah
S vmelaksanakan tugas yaltu o .
3 1) melaksanakan sxstem akuntanm dan' 'pela_.poran o

. keuangan daerah. e ST
o 2) menyajikan 1nfo*ma31 Keuangan Daerah

o melaksanakan tugas yaltu

daerah untuk aset tetap

| e 'Kepala Bidaug Akuntansx_ | selaku kuasa BUD

f. Kepala Bidang Aset Daerah selaku kuasa BUD

i 1] menyimpan  seluruh bukt: kepermhkan kekayaan'v-?f”

2) Melaksanakdn kebljakan dan pedoman pengelolaanf‘ Fol

" Larang milik daerah.

g Kuasa BUD bertanggung Jawab atas pelaksanaanz.f;'.f‘,;'ﬁ R

) laporan,

- tugasnya kepada BUD yang dlsampazkan dalam bcntvk' B

h. Penunjuka.n Kuasa BUD dxtetapkan dengan Keputusan’v:.__v".ta SRS

— melalui Sckretar‘s Daerah; _
5 Pejabat Penatausal:aan Keuangan SKPKD (PPK-PPKD) v
" Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunean

S SKPKD sebagal PPK-PPKD, yang mempunyal tugas

. '7}?;; Pengeluaran PPKD;
b menyxapkan SPM-LS untuk dltandatangam oleh PPKD;

" Bupati  atas usul Kepala Dinas Pendapatan . =
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD, S

Anggaran dalam DPA-PPKD, Kepala SKPKD menetapkan
. pejabat yang melaksanakan . iungsi tata usaba keuanganf o

a. meneliti - kelengkapan  Surat  Perintah Pembayaran» 'gj" _' ; :
. Langsung (SPP-LS) yang dlsampalkan oleh Bendahara o

S c melakukan verifikasi terhadap dokumen SPJ Bendahara:. o

B Pengeluaran PPKD);

d. setelah diverifikasi, dokumen SPJ Bendahara Pengcluaran |
+ - 'dan kelengkapannya - dxbenkan kepada PPKD untuk -
» vmendapatkan 'oengesahan N

- SPJ diberikan kepada Bendahara Pengeluaran ‘PPKD -

© Bupatic/q Bidang Akuntansx dan Aset. |
6 Bendahara Penerimaan PPKD L

e. f}dalam melaksanakan tugasnya, PPK—PPKD dapat d:bantu' _; ,
- oleh staf yang- melaksanakan fungsz venﬁka31, dan e

. setelah mendapatkan pengesahan dan PPKD dokumen”vvv--‘

e untuk SPJ administrative disimpan sebagai dokumen - L e
- petanggungjawaban sedangkan SPJ Fungswnal dlkmm ke T

a. Bendahara Pcnertmaan PPKD bertugas -untuk -
menatausahakan '~ dan  membuat laporan = seluruh
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R Pembiayaan Penerimaan;

" '}mehputx pcnenmaan pendapatan dan Dana Penmbangan, : | L
* Pendapatan Transfer, Pendapdtan lam-laln yang sah dan " I

| 1 b untuk melaksanakan tugas <ebaga1mana dunaksud paaa L

- ~diterima melalui bank;

 PPKDyaitw:
N ) bukuKasUmum o i
: 2) bukt1 Penerxmaan / Nota Kredlt | . B
3) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penenmaan -

S Fungsmnal . g . o
ij d Bendahara Peneamaan PPKD waij membuat laporan

S berikutnya dengan pertanggungjawaban berupa Buku Kas

"f‘i“lamnyayang sah. o
© e Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan venﬁkasr,;.»’ |

R tersebut

'pendapatan decx ah

A X Bendahara Pengeluaran PPKD

. huruf (a) bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk SR
- mendapatkan bukti transal.sx atas pendapatan yang [EATIITEI

"i:.v.vkelengkapan Pdmlmstra& pada Bendahara Penen-naarx;:‘ S

- PPKD mehputl Laporan Admuustrauf dan Laporan;; o "

. surat pertanggurgjawaban pengelolaan uang yang - -
f'menjadz tanggung jawabnya kepada chala DPPKAD -
- melalui - PPK- PPKD, yang tembusannya dikirim kepada - .
. Kepala Bidang Anggaran dan Kepala Bidang Akuntansi, .
" dan Acet Daerah paling lambat tanggal 10 pada bular =

 Umum, Buku Penerimaan bulanan dan bukti penenmaan S .

evaluasi dan analrsx., atas le poran pertanggung}awaban’_ L

S Venﬁkasx evaluam dan anahsls sebagaxmana damaksud o :
- dilakukan dalam rangka rekonslllasx ‘penerimaan = .

. a Bendahara Pengeluaran PPKD ‘bertugas unuk

e menatausahakan dan mempertanggung}awabkan seluruh

pengeluaran PPKD dalam rangka - peleksanaan APBD,

‘meliputi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja

L Belanja Tak Terduga dan Pcmblayaan pengduar an ;

. huruf bendahara pengeluaran PPKD berwenang

- SPP-LS PPKD;

Pagi Hasil, Belanja Bantuen Keuangan, Belanja Bunga,»
g vﬁ',b‘."untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmdksud pada' R

B ;.1) mengajukan permmtaan pcmbayaran menggunakan’ R

2) menehtl kclengkapan dokumen pendukung SPP~LS_-- o

- PPKD;

  3) mengembahkan dokumen pendukung SPP—Lb PPKD, e

kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut |

udak memenuh1 syarat dan /atau ndak lengkap
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- ‘ PPKD mehputl v _
1) buku Ref.,lster SPP SPM dan SPZD .
- :2] buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran PPKD

kelengkapan Admuustras1 pada Bendahdra. Pengeluaran o

L 3) buku Rincian Obyek. Belanja Pengeluaran PPKD dan

Buku rekap1tu1a81 pengeluaran per rincian obyek

F‘ungsmnal , I
. Bendahara Pengeluaran PPKD wa_nbv

" 4) Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaranf-"'» o
'PPKD meliputi Laporan Admlmstratxf dan - Lapomn S

BRI mempcrtanggung]awabkan pengclolaan uang yang menjadi e
. tanggung jawabnya kepada Kepala DPPKAD melalui PPK - ©
' PPKD, yang tembusannya dikirim kepada Kepala Bidang

R Anggaran dan Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah s

- paling lambat targgal 10 pada bulan berikutnya dengan

S pertanggungjawaban berupa Buku Kas Umum Pengeluaran -

e - bukt1~bukt1 pendukung ¥ ang sah dan lengkap

: }8. Pengelolaan Keuangan SKPD : ST
- "Pengelola Keuangan SKPD dapat terdm ata" S SR
Can Pejabat Pengguna Anggaran dan atau Pejabat Kuasaf o
R ‘Pengguna Anggaran, S , S

Pe_labat Pelaksana Tekms Keglatan (PP‘I‘K), S
Bendanara Penunmaan ST
'vBendahara Pengeluaran o

. Bendahara Pencrxmaan Pembantu, i N

s Bendahara Pengeluaran Pembantu - AR
Pcmbantu bcndaham pe ngeluaran pengurusan ga_u |

: pcmbukuan dan veni‘ kator

~ PPKD yang telah ditutup akhir bulan dengan dilampiri

Pejabat PenataUSahdan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), L

: Ka51r/ Penylmpdn uang, petnbuat do'{umen, pe}m.atat_v S

L , _khusus SKPD dengan }PPK-BLUD dlmnjuk bendahara”:‘f"**

- pengeluaran BLUD

9. Uraian Tugas Pengelola Keuangan SKPD
' a. _Pengguna Anggaran R

R Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung Jawab'_x" o S
o atas tertxbnya penatausahaan anggaran yang dialokasikan ==
~ pada SKPD yeng dipimpinnya, termasuk melakukan = =

~ pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan =~ .
 dan Bendahara Pcngeluaran sekurang—kurangnya 1 (satu )

g -:'kah dalam 3 (tzga) bvlan
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 RBA;

~ SKPD/DPPA-SKPD /DPAL-SKPD /DPA-BLUD);

L '-1) - menyusun Rencana Ker;a Anggaran (RKA) dan atau'f - ;

RO 7'_“:"}'»2) -"fvmenyasun Dokumen Pelaksanaa.n Angga.ran (DPA-_T

' 3) melakukan tindakan yang mengaklbaﬂ(an pengeluaran S

- atas beban angga:an belanja T REEER
. 4) ‘ ,mclaksanakan anggaran SKPD yang dxplmpmnya, K

R 5 melakukan  pengujian “atas tag1han dan
S memenntahkan pembayaran, L SEEITR

o 6) 'melaksanakan pemungutan penenmaan bukan pajak o o

7 ’mengadakan 1katan/perjanJlan kel:lasama dengan '» {: |
. pihak lain  dalam batas’ anggaran yang telahg o

‘;’dxtetapkan,

T 3) """rnenandataﬁgam Surat Permtah Membey& (SPM), | s

: 9) ~ mengelola utang dan piutang Y&ng menjadx tanggﬁng .
 jawab SKPD yang dipimpinnya; |

- 10) 'mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang - o ~

‘ menjadl tanggung _]awab SKPD yang dlplmplnnya, Lo

‘ 11) menyusun dan menyampalkan lapoxan keuangan
. SKPDyang dipimpinnya; . SRR

L 12) ‘mengawam pelaksanaan ) anggaran SKPD yang
,.:"‘-dlpunplnnya S
o -~ 13) melaksanakan tugas-tugas - Pengguna - Anggaran'

L 14) mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,”’

e -Daerah;

Anggaran berdasarkan’ pertimbangan besaran SKPD,

e . lokasi, = kompetersi, rentang kendah,» dan/atau“
"‘perumbangan objelhtxf lamnya, - o e

- 18) - menandatangani pengesahan SPJ ‘

-lalnnya berdasarkan Kuasa yang dllll'l’lpahkan oleh o REEE

- Bendahara Penenmaan/Bendahara - Pengeluaran, -~
. Bendahara  Penerimaan Pembantu/Bendahara, A
. Pengeluaran Pembantu kepada Bupau melalui Kepala ™~
~ Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset R

,':,‘15)' Pengguna Anggaran dapat mehmpahkan sebaglan"f'.':"
~ kewenangannya kepada pejabat Kuasa - Pengguna

}'5.'besaran jumlah uang yang dikelola, beban . kuga . RN

 17) menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK SRR
- PPTK, Pembantu Bendahara Penerimaan/ Pembantu =

. Beundahara Pengeluaran, Petugas Gaji, Petuges
" Pemungut, Bendahara Pengcluaran ~ Pembantu
',’;fv.Keglatan), . T L
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- Bupati melalui Sekretans Daerah

"’18) bertanggung;awab atas pelaksanaan tugasnya kepada ' | E

19)da]am hal pengguna anggaran berhalangan, yang

A - wewenang untuk ‘menandatangani SPM;

 bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang dlberl o

o 1_1720‘)’,Dalam rangka pengadaan barang/Jasa Pengguna

. dlbldang Pengadaan barang/JaS?‘ e

. vKuasa Penggvna Anggaran |

o - anggaran - bertindak sebagal pejabat = pembuat
. komitmen sesuai peraturan perundangan-undangan[ L

Melaksanakan stagIan kewenangan Pengguna Anggaran : :

yang - dlhmpahkan kepada Kuasa . Pengguna  Anggaran - .
© untuk melaksanakan progran: dan kegiatan SKPD dan

- ;.bertanggung Jawab kepada Pengguna Anggaran, yaitu: - '

.~ 1) melakukan  tindakan - yang ~mengak1batkan f,ffﬁ”f SR

.‘pengeluaran atas beban Anggaran belanja;

o memermtah kan pembayaran,  f RS

2) : melaksanakan anggaran unlt ker]a yang dl plmplnnya’ | v
'v3)’,melakukan pengujlan atas taglhan _ dan RN

g ~vmengadakan 1kafan ] pcrjanjlan ker]asama dengan;v

,: |  ditetapkan; | ,.
- 5) menandatangam SPM LS dan SPM-TU

8) mcngawas1 pclaksanaan anggaran Umt Kexja yang

8 7 melaksanakan tugas-tugas kuasa Penggm o anggaran

~ lainnya berdasarkan kuasa yang dxllmpahkan o.eh -
- Pejabat Pengguna Anggaran

- maka kewenangan ‘kembali «+ kepada Pengguna -
~  Anggaran atau dapat mengusulkan kepada Bupati .’
untuk menctapkan pejabat sementara yang diberi

~dalam hal kuasa pengguna anggaran berhalangan RO

kewenangan - sebagau Pejabat Kuasa g Pengguna EETRER i

’"”'"f"anggaran S | |
’dalam pengadaan barang/ Jasa, ) kuasa pengguna’*

e f- ‘Komltmen

c. Penataugahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

B menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha

- anggaran sckahgus bertmdak sebageu Pejabat Pembuat o |

o - Dalam rangka mclaksanakan wewenang atas penggunaan :
- Anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD .

keuangan SKPD eragau PPK-SKPD yang mempunyal“ : R
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e

-7

8

RERRRET

e
-5

.. 1) - meneliti kelengkap’an‘peng'adaan barang dan jasa yang -
. . disampailzan - oleh Bendahara Pengeluaran da.n o
SRR ;;»dlketahm/dzsetujm oleh PPTK; -~ . -
. SPP-LS termasuk gaji & tunjangan PNS sertai SR
o 'penghasﬂan lamnya yang dxajukan oleh Bendahara"“ e
'Pengeluaran, . - : S o ‘

’ mclakukan verl kas1 SPP N
-men}’lapkan SPM ,‘ s L

meneliti kelengkapan SPP-UP, . SPP-GU SPP-TU

melakukan verifikasi hanan atas penenmaan e
melakukan akuntansi SKPD; IR

‘ menylapkan laporan keuangan SKPD

melaksanakan Verifikasi atas SPJ yang dlsampaxkan

. oleh Bendahara Pcncnmaan/PcngeIuaran, RS Core e
'PPK-SKPD  mengusulkan Pejabat/Petugas yang R
- melaksana kan fungsi perbendaharaan, akuntansx dan T

verxﬁkam kepada Pengguna Anggaran RS

) PPK-SKPD 'adak boleh merangkap sebaga1 pe_]abatj : o

= bertugas melakukan pemu‘lgutan penenmaan ncgara/

o

- daerah, bendahara dan/ atau PPTK;

ftdalarn melaksmakan tugasnya, PPK~SKPD d1bantu' -
‘oleh staf yang mclaksanakan fungs: ver;ﬁka81,- S

al«*untanm dan pelaporan

d. Pejabat Pehksana Te.xms Kegiatan (PPTK --SKPD)

Pengguna Anggaran dan ‘Kuasa Pengguna Anc,garan -
" dalam melaksanakan program dan keglatan menunjuk o
L pejabat selaku PPTK. L
-~ Penunjukan pejabat pelaksana tekms keglatan dldasarkan‘ EEE
sy pemmbangan kompetensi | Jabatdn,,’ anggaran kegiatan, =~
- beban kerja, lokasi, dan/atau rcntang kendalx dan .
pemmbangan objektif Iamnya o SR o ,

A v“ -APPI‘K mempun)’aJ tugas :

_menyusun rencana Jadwal pelaksaanaan kngatan AL
- kerja yang dlkoordlnasxkan dengan Pejabat Pengadaanj_-' LT
o atauULp; - : e

2). ‘ mengendahkan pelaksanaan kegxatan

R ] melaporkan perkernbangan pelaksanaan keg"atan, | ,‘ : L
A

menylapkan “dokumen - anggaran - atas beban' A
'pcngeluaran p“laksanaan keglatan, L o o |
Bertanggung Jawab atas pencapman target, Sasaran'¢ . P o
-~ dan manfaat kegiatan yang dlkendahkannya,

R - | - 6). :‘,"menelxtl dan mengoreksx dokumen—dokumen keglatan

PedamanPenataufahaan_PeIakSanaanAPBD T‘A2013;‘ N _’ 12-91 o s



S ‘e, Bendahara Penerimaan dan Bendalmra Pengeluaran e e

o ‘[,A:'" i’;. 9.

: 1}1,0)"

S (pexjanjxan kontmk/ kezjaeama, Benta Acara Pemlalan R
' Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Hasil =
- Pekerjaan, Berita acara pembayaran dan dokumen
~ kegiatan lainnya) yang akan dimintakan tanda tangan
pejabat - pengguna anggdran atau pejabat kuasa(. Sl
’ pengguna anggaran. : : R

‘membantu menylapkan pexjanjlan/kontrak dengan:‘v‘
; plhak penyedxa barang/_;asa, e . S '

melaporkan pelaksanaan/penyclesalan keglatan yang S
. menjadi tanggung jawabnya kepada pejabat pengguna .
~ anggaran atau pqabat kuasa pengguna anggaran; = " L

setelah keglatan dmyatakan selesa1, PP'I‘K menylapkan

- berita acara serah terima -aset dan atau hasil =

- pekerjaan kepada“ pejabat pengguna anggaran atau -

~ pejabat kuasa pengguna anggaran yang pclaporannya ’
. disampaikan kepada Bupau Karanganyar SRR

-, menandatangam buku pengeluaran atas penggunaan R

. uang persedlaan o N , . B

Bendahara Penerimaan SKPD.

a) Bendahara Penerlrnaa.n - mernpunyal Ctugas
' menerima, menyimpan, ~  menyetorkan,

. menatausahakan dan mempertanggung]awabkanf B
- uang penerimaan pendapatan ~daerah dalam SIRE
S rangka pelaksanaan APBD pada SKPD - SR

| b) untuk melaksanakan ~tugas sebagaxmana : B
. dimaksud pada huruf a) bendahara penenmaani R
- SKPD berwenang o v o

. (1) menerima uang yang bersumber | dan

. pendapatan asli daerah; ‘ R
o @ menyxmpan bukti seluruh penenmaan

(3) menyetorkan pencnmaan uang yang d1tenma.
" ke rexening kas umum daerah paling lambat 1 '
(satu) hari kerja berikutnya kecuali karena

~ kondisi gcogafis maka bendahara penerima

. yang lokasi kerjanya jauh dari bank yang

a _d:tunguk selaku kas umum daera.h dlbatas1-. L

sampai dengan 2 (dua) han, .

' (® untuk bendahara penerimaan PPK-BLUD

o (5) 'mendapatkan bukti transaksx yang telah“" IR

S menyetorkan penerimaan uang yang diterima’ o
ke rekening kas BLUD palmg lambat 1 (satu} e

- hari kerja benkutnya, .

~ divalidasi atas pendapatan yang disetor mcla]uz
o bank selaku kas umum daerah/ kas BLUD

i Ped(;man Pen&tausahaan Pelaksanaun Apso TA 2013‘ 13 191' . o



(6) menerima ~ dan - memverifikasi
‘pertanggungjawaban yang dibuat = oleh
_ Bendahara Penenmaan Pembantu,

(7) melakukan pencocokan kas yang dikelola oleh
' Bendahara Penerimaan Pembantu sekurang-
~ kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

¢) dalam hal Pengguna‘® Angguaran melimpahkan

sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna

- Anggaran, Bupati menetapkan Bendahara

Penerimaan Pembantu pada unit kerja terkait atas

usul Kepala SKPD dengan pertimbangan Kepala

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku PPKD; o

d) dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar
secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau.
wajib retribusi mengalami kesulitan - dalam
membayar kewaijannya, dapat ditunjuk satu atau
lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD
untuk melaksanalkan tugas dan wewenang
bendahara penerimaan SKPD; ’

e) dalam melaksanakan tugasnya, bendahara
penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu
dapat dibantu oleh Kasir, Pembuzt Dokumer: dan

Pencatat Pembukuan yang ditetapkan oleh heoala‘
SKPD selakn Pengguna Anggaran.

f) apabila SKPD menunjuk. Xuasa Pengguna
Anggaran maka dalam meleksanakan tugasnya,
Bendahara Pencrimaan dapat dibantu oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas
Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku PPKD.

' 2. Bendahara Pengcluaran SKPD

a) Bendahara  Pengeluaran mempunyai tugas
menerima, " menyimpan, . membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan

. belanja pada SKPD yang bersangkutaw

b) untuk meclaksanakan  tugas sebagaimana
dimaksud pada huruf a) bendahara pengeluaran
SKPD berwenang :

(1) mengajukan pcrrnintaan pembayaran
menggunakan SPF UP/GU/TU dan SPP-LS;

(2) menerima dan menyxmpan uang persedlaan

(3) melaksanakan pembayaran  dari - ‘uang
persediaan yang dikelolanya; R
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‘anggaran/kuasa - pengguna - anggaran ‘apabila

- ~ ketentuan peraturan, ,
_ pengajuan SPP«LS yang dxbcnkan oleh PPTK;

. pengaiuan SPP-LS yang diberikan oleh PPTK,

" syarat dan/atau tidak lengkap.

(4) menolak ‘per‘mtah' membayar dan pengguna R

' terdapat dokumen yang tidak sesual dengan

(5) meneliti kelengkapan - dokﬁmen pendukung'. |

= (6) , mengembahkan  .dokumen pendukuné ‘f“‘ :v‘;
‘apabila dokumen tersebut tidak mer»nenuhl‘f_ B

¢ dalam hal Pengguna Anggaran = melimpshkan =
"~ sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna - .

Anggaran,. Bupati menetapkan Bendahara o

- Pengeluaran Pembantu rada unit kezja terkait atas

- usul Kepala SKPD dengan pertimbangan Kepala o
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset =

- Daerah selaku PPKD yang bertugas melaksanakan ,

o sebagian - tugas dan . wewenang bendahara : L

R pengeluaran SKPD;

_d) untuk melaksanakan tugas sebaga.tmana dlmaksud o vf S
~ pada huruf c) bendahara pengeluaran pembantu‘j"" SR

SKPD 'aerwenang o o : E
B P mengajukan perrmntaan - Pembayaf@n S
.o PSR T e menggunekan SPP TU dan SPP-LS Ly

L pehmpahan UP dan bendahara Pengeluaran

- persediaan yang d1kelolanya AR o
4 menolak perlntah bayar dan kuasa pengguna .
| peraturan,‘ . B

o . SPP-LS" yang diberikan oleh PPTK;
S (6) mengembahkan dokumen pcndukung SPP-

S ﬁ-_tldak lengkap I _
' e) dalam mulaksanakan , tugasnya Bendahara_}‘v"

~ dapat dibantu oleh Kasir, Pembuat Dokumen,
- Pencatat Pemnbukuan, Pembuat Daftar Gaji dan

o SKPD selaku Pengguna Anggaran
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’.}‘(_2)_'mener1ma dan menyunpan uang perse dlaan_‘j “
- yang berasal dari Tambahan- Uang dan/atauv AR

o (3) melaksanakan pembayaran dari ' uang_ ;'. :' .‘§ o

- anggarau yang tldak sesual dengan ketentuan - .

(5) meneliti - kclengkapan dokumen pendukung |

© yang diberikan oleh PPTK, “apabila dokumen "} |
~tersebut. tidak - memenuhl syarat dan/atau S

;Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

“'Pengurusan Gaji - yang ditetapken oleh I&epala:‘-}”"}“" |



e if‘}nalam hal Bendahara bexhahngan’ gy
BT apablla meleb1h1 3 (tiga) hari sampai palmg lama 1

L , Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang 3

. berita acara serah tenma pekerjaan, R

~(satu) = bulan, Bendahara = tersebut ~wajib .
';t."membenkan surat kuasa kepada staf yang S
. diturnjuk  untuk melakukan pencnmaan J o
° penyetoran/pembayaran = dan  tugas-tugas
- Bendahara Penenmaan/Pengeluaran coatas .
. tanggungjawsb Bendahara Penenmaan,
. Pengeluaran yang bersangkutan dengan dlketahm:; SRR

| 2) “apabila melebihi 1 (satu) bulan sampm pahng lama:, v
- 3 (tiga) bulan, ‘harus  ditunjuk - Bendahara - -~ .
. Penerimaan/ Pengeluaran Sementara dan dlsertm S R

'3').',_apab11a * Bendahara Penenmaan/ pengeluaran'i' _—

) .Sesudah 3 (tlga) bulan beldm Juga dapat  ‘ P

| fv:f.hersangkutan telah mcngundurkan diri atau '

Pengeluaran dan - segera dlusulkan pengganﬂnya )

“ f Penetapan Pengelola Keuangan SKPD/SKPKD LT
| 1 Pengguna Anggatan / Pengguna Barang |

~dengan Keputusan Bupati. - |
2. Kuasa Pengguna Anggaran 4’Kuasa Pengzuna ang -
" Kuasa Pengguaa Anggaran ditetapkan - dengan"

- Anggaran/ Pcngguna Barang

: Pejabat yang dapat dlusulkan/dltunjuk sebagal Kuesa”f .
o Pengguna Anggaran adalah e '

a) Pejabat Esclon 1[ atau Eselon III pada Sckretanat
L Daerah e T o |
B ‘{:b) Pejabat Eselon Il pada Badan/ Dmas/ Seer,tanat o
" DPRD; B

K :v'Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK~SKPD} By

L ,mclaksanakan fun031 PPK-SKPD S
j"PeJabat Pelaksa:na Tel:nxs Kegxatan (PPTK)

" melaksanakan tugas, meka ‘dianggap yang -

- berhenti sebagai ‘Bendahara  Penerimaan/ -

Lo Kepala 'SKPD d1tetapkan sebagal Pengguna Anggaran

Keputusan Bupati - atas usul Kepala SKPD dan
- bertanggungjawad kepada Pengguna'f .

o erepa]a  SKPD " menetapkan PPK-SKPD _’ untuk. s |

'."':,‘Pengguna Anggaran/ Kuasa ' Pengguna anggaran IR AL

 menunjuk - pejabat - di Lngkunv gan SKPD  yang g

bersangkutan sebagai PPTK dari :

a) Kepala Bagian/Kepala Sub Bag1an padd Sekretanat
Dacrah dan Sekretanat DPRD -
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. ‘PeJabat pada Badan,

RS d) Inspcktur Pembantu/ Kasubbag pada Inspektorat

" b) Kopala Blddng/Kepala Sub Bldang/Kasubbag/ L

B - C)_ Kepala Bldang/ Yepala Seksx/ Kasubbag pada Dmas; o :r‘; -

RO e) Kepala Seks;/Kasubbag pada Kantor/ Kecamatan/ o R },

- Kelurahan

e : ~ Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran
~ Pembantu Kegiatan o o -

Pengeluaran - pembantu, Bendahara - Pengeluaran

, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran'f'i : S |
- serta Bendahara Penerimaan Pembantu, Beudahara

 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran e
© . serta Bendahara Penenmaan Pembantu, Bendehara

o  Pembantu Kegiatan adaleh staf yang mampu dan

‘memahami tugas-tugas kebendaharaan dan diusulkan .

" oleh Kepala SKPD untuk ditetapkan dengan Keputusan '

e Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.

T memperhatikan larangan perangkapan jabatan yaitu:
a. PPK-SKPD tldak boleh merdngkap sebagai pe_]abat

‘Bupati melelui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan e

Penunjukan Pe ngelola Keuangan SKPD ha.tus - o

~ yang bertugas melakukan pemungutan penenmaan e u

 daerah, bendahara dan / atau PPTK

b. -,"PPK~SKPD tzdak boleh menjadl pejabat pembuat’
SR auuutme"l o

- < PPTK—SKPD t1dal.. boleh mx,nJadx pe_]abat pengadaan
barang/Jasa BT n

o B. PENYUSUNAN DPA DAN ANGGARAN KAS o
“ 1. Penyusunan DPA | L

 DPA-SKPD merupakan dokumen  yang  memuat
. pendapatan, belanja dan pelnblayaan dlgunakan sebagai dasar

~ pelaksanaan - anggaran oleh Pengguna - Anggaran/ Kuasa

" Pengguna Anggaran dan rencana ‘penarikan dana untuk

. . pengeluaran  yang dlbutuhkan ' txap-tlap SKPD serta
| "‘v:i,.,;?'pendapatanyang dxperktrakan BT AN

: a. Mekanisme penyusunan DPA—SKPD sebagai berikut' N

1) Kepala Dmas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan -

e o SKPD agar menyusun Rancangan DPA~SKPD S
B 2). Kepala ‘SKPD menycrahkan rancangan DPA-SKPD

. Aset Daerah selaku PPKD paling lama 3 (tiga) hari
e ’]‘kexja setelah = Peraturan Daerah - tentang APBD -~
 ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepalav e

kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan

- Keuangan dan Aset Daerali selaku PPKD paling lama 6
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ol : 3) Txm teknls _ ovnehu DPA«SKPD membant\i 'I‘lm

o (enarn) han ke:;}a setelah surat pembemtahuan, D

Anggaran Pemermtah 'Daerah (TAPD) melakukan -
- verifikasi ‘terhadap rancangan DPA-SKPD bersama- .

- sama dengan Xepala' SKPD paling lama 15 hari kerja -~
- sejak  ditctapkannya Pfc.r,aturan - Bupati. ,tcnt,ang L

o penjabarau APBD;

o - 4). Berdasarkan ‘hasil verlﬁkam oleh TAPD Kepala Dlnaaj SRR

Pendagatan Pengelolaan Kcuangan dan Aset Daerah

~ selaku PPKD mengesahkan - rancangan DPA-SKPD,-‘_:T R

S dengan persetujuan Sekretaris Daerah; e
" 5). DPA-SKPD yarg telah disahkan dxsampaukan kepada‘

" Kepala SKPD, Inspekforat Kabupaten dan BPK-RI =~ - =
- Perwakilan Provms1 Jawa Tengah pahng lama 7 (tujuh) DR

’ han kerja sejak tanggal drsahkan

- 6]. DPA-SKPD yang telah disahkan dtgunakan scbag,a; o
.+ dasar pclaksanaan anggaran olch Kepala SKPD S

b .Format DPA-SKPD terdiri dari:

1), DPA-SKFD (ngkasan Ang,ga:an Pendapatan Belanj a " =

~dan Pemblayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah); . .

2). DPA-SKPD 1 (Rincian Anggaran Pendapatan Satuan‘ PR

- Kerja Pcrangkat Daerah), o

PR 3). DPA-SKPD 2.1 (Rincian Anggaran BelanJa Tldak:'
- Langsung Satuan Kerja Perangkat Dacrah); o

'4).,DPA-SKPD 22 “(Rekapitulasi - Rincian Anggaran";}’_
Belanja Langsung menurut - Program dan Kegxatan R

N Satuan Kerja Perangkat Daerah;,

o -VS). 'DPA-SKPD 2.2. 1 (Rmcxan Anggaran Belanja Langsung o

-~ menurut Program dan per Keglatan Satuan Kexja
- PerangkatDaerah); - N :
e Penyl.»auan DPA-SKPKD S
. 1_) Pada SKPKD dxsusun DPA-SIxPD dan DPA PPKD,

L 2) DPA  SKPD memuat program/keglatan yanv' S
' --.dllaksanakan oleh PPKD selaku SKPD R

| DPA-PPKD dlguaakan untuk menampung

e ‘»,‘a) Pendapatan yang berasal dan dana perunbangan
~dan pendapatan hibah; SR

- b) Belanja bunga,‘ belanja sub31d1, belanja hlbah Lo
N belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, ‘belanja

- | pemblayaan daerah
x. FomatDPA-PrKD e ot
1) DPA—PPKD (ngkasan Anggaran Pendapatan Belanjafﬁ |
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bantuan keuengan dan belanja tak terduga;
c) Penerimaan e pemblayaan dan E pengelu aran‘ S



- dan Pemblayaan PPKD)

- Langsung PPKD), .

~ Daerah); -

N 5)‘ 'DPA- PPKD .3 2 (Rxncmn Pengeluaran Pembzay
-’.‘Daerah) ' : ST

N Mekamsme penyusunan DPPA-SK.PD sebagai berikut'

- Aset Daerah selaku FPKD paling lama 3 (tiga) hari

'~ APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua

- dalam perl..bahan APBD

R DPPA-SKPD;

3) dalam DPPA SKPD sebagalmana dxmaksud Padav!,v’""

a jumlah anggaran baik sebelum dllakukan perubahan e
 maupun setelah dxlakukan perubahan, e s

2 _,'DPA- PPKD 1 (Rmman Anggaran Pendapatan PPKD), .
_DPA- PPKD 2.1 (Rlnmarl Anggaran Belanja Txdak |

 DPA- PPKD 3.1 | [Rmcxan Penerlrnaan Pemblayaan' R

1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
" kerja setelah Peraturan Daerah teatang Perubahan SR

- Kepala SKPD agar menyusun Rancangan DPPA-SKPD. S
- terhadap program dan- kchatan yang dxanggarkan:

B 2 ;'DPA~SKPD yang mengalam1 perubahan dalam tahun o .
- berjalan selumhnya hams dlsalxn kembah ke dalam'» L

angka 2) terhadap rincian obyek pendapatan ST
. ‘belanja . . atau - pembiayaan = yang  mengalami - R
o penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus =~
- disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan - =~ -

'f--s-f'f‘,”}':f~4)-:?DPPA‘SKPD dapat dilaksanakan setelah dllakukan:’}:'“"}‘ L

S ;i‘*.Daerah o
f Format DPPA-SKPD‘ -

- dan Pemblayaan Perubahan SKPD),

Lo 2) DPPA-SKPD "1 ( R1n01an anggaran pendapatan
- perubahan SKPD), S :

- langsung perubahan SKPD});

SKPD);

 verifikasi oleh tim teknis dan tim TAPD dan disahkan
~ ‘oleh  PPKD . berdasarkan persetujuan Sekretansv,.] LT

- :_ ‘1) DPPA-SKPD (ngkasan Anggaran Pendapatan Bela.nJa‘..:,: L

. 3) DPPA-SKPD 2.1 ( Rincian anggaran belanja udak,v‘; .

- 4) DPPA-SKPD 2.2. (Rekapx.tula& perubahan anggaran:-;:‘b-f . " .
. . belanja’ Iangsun'r menurut program dan keglatan, ERUE

o . 5) DPPA—SKPD o 2 1 (R;nclan : perubahan anggaran
RO, belanja langsunb program dan per Leglatan SKPD) BT
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9 Format DPPA-PPKD . .
1) DPPA-PPKD (Rmvkasan perubahan Anggaran PPKD),

-2) DPPA-PPKD 1 { Rlnc:an perubahan anggaran
' pendapatan PPKD); ' '

- 3) DPPA-PPKD 2.1 { Rmcxan perubahan anggaran belanja
~ tidak langsung PPKD); . . :
4) DPPA-PPKD  3.1. (Rmclan perubahan anggaran

penerimaan pemblayaan PPKD), :

5) DPPA-PPKD 3.2 (Rincian perubahan - ‘anggaran
- pengeluaran pemblayaan PPKD) .

\-

2 Penyusunan Anggaran Kas

Anggaran kas memuat pereraan ‘arus kas masuk yang
bersumber dari penetimaan dan perkiraan arus kas keluar
yang digunakan untuk ‘mendanai pelaksanaan kegiatan
dalam sctiap penode v

o Mekanisme penyusunan Anggaran Kas sebagai berikut.

a. Pengguna Anggaran’ berdasarkan rancangan DPA-SKPD
menyusun rancangan anggaran | kas SKPD.

b.Rancangan anggaran kas SKPD dxsampaikan kepada
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-
SKPD.

c. pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dllaksanakan
bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

d. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai
pengeluaran- .

”pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana Jang
tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

C. KELENGKAPAN ADMINISTRASI -
‘1. Kelengkapan Administrasi pada Dinas Pendapatan
- Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.,

o Kelengkapan Dokumen Administrasi pada Bidang'

- Anggaran ;
1). SK Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD dan SKPKD f
(Format A-1); .
2). DPA-SKPD/DPAL-SKPD/DPPA-SKPD (Format A-2. 1 :
~ s/d A-2.8); ,, '

3). Anggaran Kas (Format A~3)
4). Surat Penyediaan Dana (SFD) {Format A-4);
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o 7._}"6).

e e

:Buku Reg1ster Pengelola Keuangan SKPD dan SKPKD ke

- (FormatA-5); SRR
.'Buku Reglster DPA-SKPD dan DPA-SKPKD (Form at A—' L

- 6); o -

Buku Reglstexj SPD (Format A-7), ‘- U
Kelengkapan admlmstrasx lalnnya L

b Kelengkapan Dokumen Administrasi pada Bidang e

Perbendaharaan dan Kas

Lo ).

»1).

ey

SP2D (ForrnatB l), Co |
Buku Reglster SP2D (Format B 2), o

‘Surat Penolakan Penerbltan SP2D (Format B—3), :

, Buku Reglster Penolakan Penerbltan SP2D (Format B~ A

| Kartu Pcngendahan Pencaxran Dana Induk (Format B-' SRR

Kartu Pcngcndahan Pencmran Dana Per Rmaan Obyek
(Format B- 6), v o -

‘Daftar Pengujx SP2D (Format B 7 )
: Kelengkapan admmxstram lamnya
e Kelengkapan Adm‘mistrasi pada Kuase' BUD

Cn

Buku Kas Penenmaan dan Pengcluaran (Format K-l), o R

Co 2)2.5‘.» Buku Kas Pemba_ntu Penenmaan dan Pengeluaran: o

o (Format K-2);

BN

"Buku Pernban“u Kas Penenmaan per SKPD dan":vv '
. ‘»,SKPKD (Formab K-3);, . o
' .4). Buku Pembantu Kas Pengcluaran pex SKPD (Format',""
S K4y | e

Buku WP, PPn Gajl, Taperum dan PPN /PPh Rekenan:’ ) : R
Ll . (Format K—S) _ , : T

). Laporan Rekapltula51 Penerlmaan Daerah (Pormat K—,
'}'.'Laporan bulanan Pcmotongan dan Penyetoran Pa_]ak NI
- IWP, PPh Ga_]l, Taperum dan PPN/PPh Rekanan;";'.' I
‘8).'-7 _Laporan Pos:sx Kas Hanan, o TR
Rckonsxham Bank;

Surat Tanda Setoran (STS) (Format K-8), . v ‘
. Laporan - bulanan ‘Reahsasx Penenmaan Daerah"‘,

" (Format h~9)

‘Laporan bulanan Reahsam Pengeluaran : Doorah‘

,(Format K-lO), ,

:Laporan: bulanan :Reéli‘sasi:{}.: ) Peneﬁmaéh . dan
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s 16)

)

o8
9.

o)
3)

10,
: . ”.“11)‘.‘
o 12).
. 13)
14,

. 15).
o 1e).
.
1)
19
20
~ 20).
21, B

. f’:e. Kelengkapan Dokumen Administrasl ‘pada Bidang Aset

pengcluaran Kas Daerah (Format K—l 1),

14) Laporan bulanan Rekonszham Bank (F‘orrhat K-12), .
1,15) Legoian bulanan X mutam penempatan Deposxto

(Format K-13), B

Laporan lamnya sesuai dengan tugas kuasa BUD '

bxdang Perbendaharaan dan Kas. ;

' d. Kelengkapan Dokumen Administrasi pada mdan,;
.~ Akuntansi: f L Ty . o

o
o 2).

Buku Jurnal Penerlmaan Kas (Format C-l),

,Buku Jumal Pengeluaran Kas (Forrnat C-Q)’ ’ N ,‘ e

2] Buku Jurnal Umum (Format C- 3), o
- ' f.fBuku Besar Belanja (Format c- 5),
5.

Buku Besar Pendapatan (Forrnat 0;4), - o

Buku Bcsar Pembrayaan (Format C 6)

Buku Besar Aktn'a (Format C-7; TR

‘Buku Bcsar Hutzmg (Format C 8), | o o

Buku Besar Ekmtas Dana (Format C-Q), S S |

VBuku Besar Perrbantu Pendapatan (Format C- 10), -
_Buku Besar Pembantu Belanja (Forrnat C-ll), |
Buku Besar Pernbantu Pt,mbrayaan (Format C- 12),
Buku Besar Pembantu Aktiva (Format C-13);
Buku Besax Pembantu Hutang (Format C-14),

"Buku Besar Punbantu Ekultas Dana (Format L-lb), L

' Format Laporan Semesteran (Format C -16);

Format Neraca (Format c-18;
'Format Lapox an Arus Kas (Format C~19), .

| Pernyataan 'I‘anggung J awab (Format C- 21)
Format Laporan 'I‘nwulanan (Format—C-Zz)

Laporan Muta i Barang (Format Sn'nda BMD)

»Rekap Muta31 Batang ( Format Slmda BMD)
‘Rekap Barang Per Jenis Barang ( Format Simda BMD)

Format Laporan Rcalxsasx Anggaran (Format C 17), | ‘ j’

.Format Catatan Atas Laporan Keuangan (Format C« o

‘Rekap barang pe1 Jems Barang per UPB ( Forrnat Slmda '
» :BMD) | | |
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- SimdaBMD)
e N 6) Data Pembayaran Kontrak ( Format Sxmda BMD)
" l '_7)‘ Laporan Asal Usul Barang ( Format Sunda BMD)
g Laporan Barang '{‘anpa Dokumen (Format Simda BMD)

5) | Rlncxan barang per Jems Barang per UPB (Format;_"j

9, Laporan Barang Berdasarkan KOﬂdlSl ( Format Slmda S

- BMD) o o

10) Kartu Barang A (Format Slmda BND)

' 11)Kartu Barang B( Format Simda BMD) .‘ R
- 12)Kartu Barang C (Format Simda BMD)

o ; ;,"“13) Kartu Barang D( Format Slmda BMD):" SR

':“}’v;-‘,”14) Kartu BarangE (Format olmda BMD) e

- BMD)

dan Bendahara Penerimaan Pembantu PPKD
a Buku Penenmaan PI'KD (Format Bend-3), E

ﬁ‘:'?’-;"ﬁ{15) Laporan Muta& Earang Antar SKPD (Format Slmda | B B

2. Kelengkapan Administtasi pada Bendahm Penerhnaan

e _b. Laporan  Pertanggungjawaban Penerimaan secara o

Fungsmnal dikirim ke Bldang Akuntans1 (Format Bena-6‘

v‘c ‘Bentuk pertanggungawaban bendahara penenmaan PPKD

~ lengkap.

~ dan Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD:
o a_. ' Buku Kas Urnum Penerlmaan (Fornlat Bena-l),

iﬁ 2 a ‘ ’ R
| ° Buku Rekapxtulast P‘Pnenmaan Hanan (Format Bend«S), L

kepada Bupati- pada setiap bulan pahntr lambat tgl. 10
bulan berikutnya berupa buku penerimaan PPKD dan.
- dilampiri - dengan bukt1~bukt1 pendukung yang sah dan R

: ""‘Kelenglmpaa‘ Administrasx pada Bendahara Penerimaan’t,": N

EEETY 'Buku Pembantu Rmcxan Obyek Penenrnaan (Forrhat Bend- ' il

d.. Buku Kas Penenmaan Hanan Pembantu (Format Bend-4), o

e.WLapnran - Pertanggunglawaban Penerxmaan - secara’ -

,’_Admmxstratlf (Format Bend-5);

B f. Laporan Pertanggung]awaban o Pencnmaen .’}s'et:ara‘ o

‘Fungsxonal (Format Bend-6)

.~ 7g. Register Pengmman Pertanggung]awaban Penenmaan,v R

~ (Format ~ Bend-7); -

S ~ Penerimaan (Format Bend~8), o
sl :i.‘ﬂSurat Kctctapan Pajak Daerah (SKP-D) (Format Bend 9),

.;V.Reglste; Penerunaan Pengesqhan Peri 'awabanf';-“f, Sl

o jo vSurat Ketetapan Retnbum Daerah (SKR-D) ( Format;'j o

s ‘Bend-lo)
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¥

4, Kelengkapan Administrasi pada Bendahara Pengeluaran ,
‘dan Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD :

‘su a o .cfsb”

.o,

vg.

}_ ‘5};""Kelengkapan Administrasi pada ‘Bendahara Pengeluaran . \' o

‘Surat Penganta.r SPP (Format Bend-l 1)
‘ ’Rlngkasan SPP (Format Bend-12}

Rincian SPP (Format Bend-13) - S
Buku Kas Umum Dengeluaran (Format Bend-14);

‘Buku Rekapltula i Pcngeluara.n Permcxan Obyck (Format"

Bend-18);
Register SPM—LS (Format Bcnd -26);

Laporan  Pertanggungjawaban  Pengeluaran  secara
fungsional (Format Bend-23); : :

.~ dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD;

T@ 0 o0 T

Surat Pengantar SPP (Format Bend-11)
Ringkasan SPP (Formet Bend-12)
Rincian SPP (Format Bend‘ls)

' Buku Kas Umum Pcngeluaran (Format Bend-14);

Buku Simpanan Bank (Format Bend-15);

Buku Panjar (Format Bend-16); ,

Buku Pajak PPN/PPh (Format Bend- 17),

Buku Rekapltulas1 Pengeluaran Pormcnan Obyek (Format

" Bend-18);

.B* !

e P o3

l'.

Berita Acara DPemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran :
(Format Bend-19);

‘Register Penutupan Xas (Format Bend- 20), -

Kartu Kendah Kegiatan (Format Bend- 21), .

| Laporan Pcrtanggung]awaban Pengeluaran | _secara

adminiotrat.tf (Format Bend-22);

. Laporan . Pertanggungjawaban Pongeluaran '_ | sécara

fungsxonal (Format Bond-23), B

Register Pengesahan SPJ Pengeluaran (Format Bend—24),
Register SPP-UP/ GU/TU/LS (Format Bend-25);

Register SPM-UP/GU/TU/LS (Format Bend-26);

Register Surat Penolakan Penesztan SPM (Format Bend- |
27; .

Bukti Pen'?eluaran Dana (Format Bend-2?)

6. Kelengkapan ‘Administrasi Fada PPK-PPKD

- a.
h.

SPM (Format PPK-2):
Register SPM (Format PPK-S)

C. menylapkan dokumen pengesahan SPJ
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7. Kelengképan Admini strasi pada PPK-SKPD '
@ Register Penerimaan SPP (Format PPK-I), |
SPM (Format PPK-2); -
Register SPM (Format PPK-S),
Surat Penolakan Pener bitan SPM (Format PPK-4)
Register Surat Penolakan Perierbitan SPM (Format PPK-5);

Register  Penerimaan = Laporan Pertaxlggungiawéban B
Penerimaan (Format PPK»G), ' S

g Register ~ Pengesahan Laporan PertanggungiaWaban‘
’ Penerimaan (Format PPK-7); ’

" h. Surat Penolakan Laporan Pertanggung;awaban Penenma.an
o (Format PPK-8); ‘ , :

. Register  Penolakan Laporan‘ . Pertanggungjawaban
Penerimaan (Format PPK-9); | | s

. Jurnal Penerimaan Kas (Format PPK-10);
Jurnal Pengeluaran Kas (Format PPK-11);
Jurnal Umum (Format PPK-IQ);
. Buku Besar (Format PPK-13); |
Buku Besar Pembantu (Format PPK-14);
Laporan Realisasi Semester Pertama (Format PPK-15); -
Laporan Realisasi Anggaran (Format PPK-16);
Neraca S&fD (Format PPK-17);
Catatan Atas Laporan Ksuangan SKPD (Format PPK-18)
Pernyataan Tanggung Jawab (F‘ormat PPK- 19),
~t. Pengantar SPM (Format PPK-20).
8. ‘Susunan Kode Rekening Neraca

0o a0 T

-

-~ 5 9D 0 3 3

. Susunan Kode Rekening Neraca yéng dlgunakan olch PPK-
- SKPD dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
‘Daerah sebagaimana terlarapir.(Format-C-23) .

JIL.  PELAKSANAAN PENATI‘AUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

A, PENATAUSAHAAN BZINDAHARA PENERIMAAN

Proscedur penerxmaan merupakan serangkaian proses kegzatan‘
menerima, menyimpan, ~ menyetor dan

mempertanggungjawabkan penenmaan uang yang bcrada dalam =

pengelolaan SKPD,
Seluruh Penerimaan Dae rah hdrus dlsetor ke rexenmg Kas
Umum Dagerah.
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”1:’ Prosedur Penerimaan Sétbfan ' Melalui Bén'da‘bdta"

Penerimaan SRR o . )

a. Wajlb Pa_]qk/Wapb Bayar/Plhak Ketlga menyetorkan : L

- penerimaan daerah kepada Bendahara Penerimaan PR
~ pembantu disertai Lampiran SKP-D, SKR-D dan/atauv T

N ‘tanda bukti pembayaran lmnnya,

Prosedur pcnenmaan pada Bcndahara Pt,nenmaan

1) ‘Menerima setoran  uang . dan WaJlb Pajak/ Wa-’ib",v’v.

SRR Bayar/Fihak Ketlga, .
iy

menghxtung Jumlah ‘uang yang dltenma dan &

' mencocokkan dengan _;umlah yang tercantum dalam' S
.. SKP-D atau SKR-D; o
- dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang -
- ditandatangani oleh Bendahara - Penenrnaan/l(asu S
: ,vPenenmaan mlnlmal rangkap 7 (tujuh), o S D
mendistribusikan SKR-D kepada Wa_ub Retmbu31 /
- Wajib Bayar/ Pihak Ketlga o -

menyiapkan dan meng1s1 Surat  Tanda Setoran (STS) .

menerima 1 (satu) Iembar asli clan 2 (dua) lembar
-+ tembusan Surat Tanda Setoran dan P’I‘ Bank Jateng e
}*.vv',_.Cabang Karanganjar, e B L
. 7) mencatat bukti penenmaan ke dalam buku kas umum
©  penerimaan, ~buku = pembantu rincian obyek
','-'pendapatan dan buku rekapxtulam - penerimaanf L
_menyerahkan 1 (batu) Iembax tembusan S’I‘S dan/atau S
~ . dokumen lain yang dlpersamakan kepada PPK-SKPD; =~
~ 9) setoran ke rekening Kas Umum Daerah dianggap sah; o
- biluiuna Kuasa BUD Kas Daerah sudah menerima - S
. bukti nota kredit darl P‘I‘ Bank Jateng Cabang'j R
o Karanganyar REE . , '

G 10) secara admmlstratlf harus mempextanggung]awabkan o

' penerimaan kepada Pengguna Anggaran beserta bukti- = =
' bukti penerimaan melalui PPK»SI._PD pahng lambat
- tanggal 10 bulan berikutnya. .

S ‘,‘;1._‘11) secara = fungsional harus menyampalkan laporanv_}'f‘

o pertanggunglawaban kepada Kepala Dinas Pendapatan - . =
- Pengelolaar: - Keuangan den Aset Daerah selaku BUD
. yeng dllampm ouku kas umum, bulu pembantu per . B
. rincian - obyek  penerimaan, buku rekapltulasx o

RS penenmaan harian dan bukti =

_12) penerimaan lamnya yang %ah pahng larnbat tanggal 10 k S |

bulan benkutnya
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| 13) Dokumen—dokumen yang dlgunakan
: a) 'Buku I-’as Urnum Penenrnaan, o o
: b) vv;Buku pembantu per rincian obyek penenmaan, |
L C) \ 'Rekapltulam Penenmaan Hanan, . R
“ d) V'Surat Ketetapan Pajak Dacrah [SKP-D), B -
R 5?_3) Surat Ketetapan Retmbusx Daerah (SKR-D), o
f Surat Tanda Setoran (STS), ST "
- ) Surat tdnda bukti pembayaran dan, o "»‘ |
” h) ,v'Buku Penenmaan Lmnnya yang sah |

2 Prosedur“f’ Penerimaan .Setoran v Melalui Beudahara
Penerimaan Pembantn - - RN
a. Wajlb Pajak/Wajib Bayar/thak Ketlga tnenyetorkdnﬂjf.’f_ T
o penerxmaan daerah kepada Bendahara Penerimaan disertai N
. Lampiran ~ SKP-D, SK_RJ_) }dan/atau tanda buktx» Lt
B c;pembayaran 1a1nnya, e e L b

. b. prosedur penerunaan pada Bendahara' -. ‘Penerlmaar.-. ;' )

R Pembantu

1).

g

'meneruna setoran uang dan Wa_]xb PaJak/Wapb_ -

' Bayar/P1hak Ketlga, S o '

‘menghitung  jumlah uang yang dxtenma ~dan

vmencocokkan dengan Jumlah yang tercantum daIam*"_;* N
. SKP-D atau SKR-D , S

'menylapkan dan meng1s1 Surat Tanda Setoran (STS). R

~dan/atau dokumen lain yang - d1persama.kan yang e

- ditandatangani ° oleh  Bendahara Penerimaan - -

- Pembantu/Kasir - Penenmaan pada SKPD mmlmal e

SR rangkap?(tu_]uh) e R

* - 4). menyetorkan seluruh uang yang dlterlrna ke rekeumg IR
'~ Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jateng Cabang =~

- Karanganyar paling lambat 1 (satu) han ker_;a stak IS

- saatuang kas tersebut dltenma, s . R

T B), menerima lembar asli Surat Tande Setoran (STS) dan o
SRR PT. Bank Jateng Cabang Karanganyar, S

o 6) setoran ke rekemng Kas Umum Daerah dxanggap sa.h R

" bilamana Kuasa BUD Kas Dacrah sudah menerima

E - bukti nota kredit dan PI‘ Bank Jateng Cabang S
Karanganyar, o ‘ o

mencatat bukti penenmaan ke da}am buku Kas Umumv o
- Pemhantu, buku pembantu rincian obyek pendapatan o
. danbuku rekapltulasx penerimaan  harian; S

'~ menyampaikan ~  laporan = pertanggungjawabar = =
penerimaan dan penyetoran yang dilampiri dengan

Bendahara Denenmaan Pcmba.ntu B wa_]lb‘ ,

bukti-buktinya kepada Bendahara Penenmaan pahng
'lambat tanggal 5 'hma) bulan benkumya ¥ a
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Dokumen-dokL men yang d1gunakan

,_71).. Buku Kas Umum Pembantu, S S o

. 2). Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu, -

. 3). Buku Pernbantu Rmman obyek pendapqtah o
4}.’Rckap1tulasx Pencnmaa1 Harian Pembantu, e -

o S)._'. ‘Surat Kctetdpan Pa_]ak Daer ah (SKP'D)’

6){ Surat Ketetapan Retnbu31 Daerah (SKR D), v SO

Tl 7).vSurat Tanda Setoran (sT8);

8)".‘}- anda Buktx Pembayarar L

o 9) 'Buku Penenmaan Lamnya yang sah

S d ‘Bendahara ‘Penerimaan Pembantu ba1k secara Iangsuvg' L
-~ maupun tidak langsung Cdilurang melakukan keglatann;:. R
. perdagangan, pekerjaan pcmborongan dan penjualan jasa %
atau bertindak  sebagai penjamm o atasf-,,,. R
'keglatan/pekemaen/penjualan tersebut ' = R
Bendahara Penerimaan Pcrnbantu tldak dlperbolchkan",; R
. membuka rekening atas nama prlbadl pada bank atau glro R
R _"dengan tujuan pelaksanaan APBD ' : R

B PENATAUSAHAAN BFNDAHARA PENGELUARAN

T e.

p. ‘0 c'

1 Pengajuen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdiri dari :

SPP-UP;

"SPP-GU

: SPP-TU

'SPP-LS; |

: SPP Gajl dan ’I‘vnjangan Peg'iwal

Berdasarkan SPD atau dokumen lam yang dlpersamakan" s .
o dengan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP (SPP- -
. UP, SPP-GU SPP-TU, dan SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran-;

ketentuan

R Catau Kuasa Pengguna Anggaran melalux PPK—SKPD dengan' S .

L a

SPP-UP

Pada permulaan tahun anggaran, sctelah SK Penunjukan‘
.~ Pengelola Keuangan SKPD, DPA-SKPD dan SPD ditetapkan =~ = =
oleh Bupati/PPKD, Bendahara Pengeluaran dapat = -
R ST 'menga_)ukan : SPP-UP kepada Pengguna Anggaran atau. S
~ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam .
. rangka pengisian' uang persediaan setmggx-tmgglnya 1/12 3( oLl
~ (satu per dua belas) dari pagu anggaran yang ada setelah
. dikurangi belanja gaji dan tunjangan pegawai, serta belanja -~ -
 langsung. Besaran Uang persediaan (SPP«UP) Udp*tlap R

o - SKPD dxtetapkan dengan SK Bupatx
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1) Ketentuan SPP—UP

S a)

dana ‘uang persedlaan (UP) dlajukan ‘ untuk,
pengisian = wvang  persediaan . bukan . untuk .
 pembayaran . langsung, dan uang persediaan <.
diberikan hanya sekali dalam setahun dan dxbenkan D
'v'pacla bulan Januari tehun anggaran berkenaan, S

by keperluan ‘pengeluaran  sehari-hari yang harus o
- f-,dlpertanggung;awabkan oleh bendahara, .

belum membebani Kode Rekenmg anggaran y ang'
tersedla dala:'n DPA-SKPD v , -

;,penglslan “kerabali uang persedlaan (UP) hanya SRR
~dapat dilakukan apabila uang persediaan tersebut . !
telah digunakan minimal sebesar 70% (tujuh puluh
- prosen) dari uang persediaan yang telah diterima -~ . = -
dengan = cara mengajukan SPP-GU dengan .
- melampirkan  pengesahan SPJ dan. _buktl":,_', |
. :Vpengeluaran yang sah dan lengkap, L - PR
pelaksanaan. pembayaran dengan beban SPP- I
- UP/GU harus dxlakukan menumt ketentuan yang el
S Qberlaku antara lain : B

(1) setlap pengeluaran ‘ tlda.k dlperkenankan :
melampam dana pada kode rekenmg anggaran o

~ yang disediakan dalam DPA:

o ""(2)1361'—1313 pembaYaran harus berdasarkan tanda

- bukti yang sah

o (3) ‘»pembayasan » kepada satu jrekanan ,tidak AR
~ diperkenankan - melebihi  jumlah = sebesar =
©Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta ruplah),-_: e
- kecuali untuk pc,mbayaran Honor, biaya =

- langganan daya dan jasa serte. biaya pengadaan’ o
‘bahan bakar minyak (BBM) melalui Pertamina,

selanjlimya khusus pembayaran honor harian = -
- lepas (kontrak) dibayarkan pada bulan
*perikutnya kecuali pada akhir tahun anggaran o

- dapat dibayarkan pada akhir bulan;

" (4) dalam setlap pembayaran harus d;laksanakan_; o
. ketentuan mengenai perpajakan antara lain
el pemungutan pajak penghasilan PPh 21, 22,23, =~ . =
. 26 dan  PPn serta Pajak. Restoran bagi .~ -
 pembelian makan dan minum oleh sebab itu =
- maka bendahara atau rekanan harus memlhluv B

" NPWP dan NPWPD;

. (5) Dana UP tidak boleh dlgunakan untuk";

pengeluaran yang menurut ketentuan harus

dibayarkan dengdn SPP-LS.

(6) Berdasarkan - persetujuan ' pengguna o
- anggaran/kuasa = pengguna = - anggaran

L bendahara_ ' pengeluaran‘ - ‘SKPD dapat‘ - IR
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_ dikelolanya kepada = bendahara pengeluaran
© pembantu untuk kclancaran pelaksanaan T
keglatannya B A :

~ a). surat pcngantar c‘PP UP
o C).'" rincian renvana penggunaan‘UP

P d; sahnan SPD DPA, NPWP Bendahara Pengeluaran, -
L ). surat pernyataan yang d1tandatangam oleh Pengguna o

SR 'menyatakan ‘bahwa uang yang dmnnta dlpergunakanv'-
et untuk uang persedman, ,

~ Bank Jateng cabang Kardnganyar

2) SPPGU

. spJ uang persediaan yang telah disahkan, dan SPE-GU

v]’ f tertentu atau heberapa keglatan sesuau dengan
o ’kebutuhan yang ada; o

mehrnpahhan sebaglan uang persedlaan yang .

) Kelengkapan dokumen SPP-UP sebagai berikut SRR L

}b). f:rlngkasan SPP—UP ERRRTRI }'v“:f;'"j.':f R

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang

). nomor rekening Bank Bendahara Pengeluaran pada P’I‘ :

g). 'buktl setor (oTS) 81sa uang p°rsed1aa.n tahun lalu s P

a) setelah Uang Persedlaan (UP) dlgunakan, . untuk -
selan_]utnya Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan
SPP Ganti Uang (SPP-GU) dengan besaran sejumlah =

o tersebut - dapat disampaikan untuk satu kegiatan = :

o ,Contoh suatu SKPD mendapatkan alokas1 dana uanga o
‘persediaan pada tanggal 10° Januari 2013 sebesar .

~ Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian =~ =

. pada tanggal 25 Januaﬁ 2013 telah terlaksana 2 (dua) .
- kegiatan  yang = menghabiskan = uang persediaan - -~
~sejumlah Rp 90 000.000,00 ~ (sembilan puluh juta

- (sembilan puluh juta rupiah) dengan pembebanan pada -

b) 'Bendahara Pengeluaran mu.ngajukan SPP-GU kepada' B

- rupiah) maka SFP-GU yang diajukan oleh Bendahara .
Pengeluaran  adalah sejumlah  Rp  90.000.000,00

kode rekemng bx,lanja terkait 2 fdua) kegiatan tersebut.

- Pengguna: Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran' vl

- melalui P"K—ShPD

| c) keglatar pﬂngadaan barang/_]asa : sampau dengan‘v'f' o
- Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) un‘uk setlap .

- Jenis barang/ jasa penyedla barang/ jasa; -

~yang harus dlpertanggung Jawabkan, ERRRE

o -lam

- Pedoman Penatausshaan Pelaksanaon APBDTA2013 - 30-91

d keperluan pengeluaran sehari-hari kepada Bendahara.v"v R

: pelaksanaan pembayaran dengan bebah SPP-GU harus‘ " o o
~ dilakukan menurut ketent'uan yang berlaku antara EEERE



e ( ;l)- setlap pengeluaran tldak dlperkcnankan melampa‘«ul |

P dalam DPA;

.~;__,_yangsa.n, Lo e L S
| :”’ff'(3)'"pembayaran , kepada‘;r, satu  rekanan - tld&k-

" dana pada kode rekerung anggaran yang dxsedlakan,_ S

o (2) setiap pembayaran harus bcrdasarkan tanda buktl‘:}v P

‘diperkenankan ~ melebihi  jumlah sebesar -~ '+

- Rp.15.000.000,00 (Lima belas Juta rupxah), kecuali

V'.-"'i:umuk pembayaran Honor, biaya langganan - daya';;_"" :‘ - v' L: e
. dan jasa serta biaya pengadaan bahan bakar

E mmyak (BBM) melalm Pertamina; = =~

: 55  dlbayarkan dengan SPP-LS;

e ketentuan mengenai perpajakan

" pemungutan pajak penghasilan PPh 21, 22, 23,26,

- (4) dana Ganti’ Uang tldak boleh dlgunakan untuk -
. pengeluaran yang menurut ketentuan | harus_v;" S

- (5) dalam - setiap pembayaran harus dllaksanakan S

(6) dalam butxap pembayaran harus dllaksanakan"fs

 PPn dan pajak restoran, untuk belanja makan dan = | o

e SPP«GU) tanggal 15 Desember 2013. -
| 'z\ ﬂ Kelengkapan dakumen SPP—GU terdm dan
| (1) surat pengantar SPP-GU '

- @) nngkasan SPP—GU

4) sahnan .:PD

. Persedlaan yang telah dxsahkan

- bahwa ucmg yang diminta tidak dipergunakan
S ~untuk cherivan selain gant1 uang persediaan pada>
o jsaa~ pengajuan SP2D GU;. o :

3) srp-'ru

" minum diminta melampirkan NPWP/NPWPD yaitu o
SR ‘_‘»‘.,,';,>}NPWP Bendahara dan NPWP/NPWPD Rekanan, S -
(") pada akhir talun anggaran untuk pengajuan SPP--”" T
- GU tiap SKPD paling lambat (batas akhlr pengajuan- R

: }» (3) rmcxan penggunaan SP‘ZD-UP/GU yang lalu, ; PR o

Sl (5) laporan pertanggung]awaban o Behdah‘a’fa’ -
Pcngeluara.n atas penggunaan- dana ~Uang "

o /g,dltandata.ngam oleh Pcngguna Anggaran ataw
- Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan‘ e

apablla terdapat kebutuhan belanja yang exfatnya? . :
- mendesak, yang harus dibayar oleh Bendahara =
Pengeluaran dan ‘uang persediaan tidak ‘menculupi:

karena sudah dlrencanakan untuk keglatan yang laun,’»

- Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD TA 2013 e 31 91 -



N maka Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU)

‘Adapun Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat o -
persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rirician .
kebutuhan dan waktu penggunaan.. Selanjutnya jumiah

v"_dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini  harus B

' '.‘dxpertanggungjawebkan tersendiri dan apabila tidak habis . - o

 dalam satu bulan, sisa harus dlsetorkan kembah kc‘ o

s rekenmg Kas Umum Daerah
B ._,;a) Ketentuan SPP-TU :

(1) SPP-TU dla_]ukan untuk menambah uang .
R 'persedxaan, S T
' (2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-TU

.. kepada Pengguna Anggaran atau KuaSa Pengguna};; | vv;; B g

- . Anggaran melalui PPK-SKPD;
@) 1 Ketentuan SPP-TU antara lam

| _i=).digunakan untuk melaksanakan keglatan Yang"‘". L
"~ bersifat. mendesak- atau sesuai dengan Jadwal.- o

kegiatan harus segera dzlaksanakan, v

. (b) Tambahan Uang dxgunakan nntuk kebutuhan 1 D
(satu) bulan dan tidak digunakan uatulkk
mernblayax pengeluaran  yang  menurut -
ketentuau oerlaku harus dlbayarkan dcngan S

 SPP-LS.

S »(c) jumlah dena yang dlmmtakan melalm SPP-TU o

“harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan |

' jika tambahan uang persediaan tidak habis

- digunaken dalam 1 (satu) bulan, maka sisa

 uang harus disetor kembali ke rekening Kas =
 Umum Daerah pada akhlr pcnode permmtaan o

~ uang persediaan.

(). ketentuan batas waktu penyetoran s1sa tambahan e

- uangdikecualikan untuk :

. (a) keglatan yang pelaksanaannya meleblhl 1 (satu) | o

bulan

:(b) kcglatan yang mengalam1 penundaan dan}’ -

- jadwal yang telah ditetapkan yang dxak:batkan_ :
~ oleh. peristiwa di luar kendali Pengguna
Ang,aran/ Kuasa Pengguna Anggaran

2) Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri dari :
o a). surat pengantar SPP—TU :
S ~b). nngkasan SPP-TU; .
"~ ¢). rincian rencana penggunaan SPP-TU,
~ d). SalinansPD; o . -
B €). laporan pertanggunglawaban tamba.han uang |

- persediaan yang telah ‘disahkan dan dilampiri
‘ buktx transaks; yang sah dan lengkap,
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~ pada saat pengajuan SP2D;

- pemungutan pajak penghasilan PPh 21, 22, 23 26,

41 SPP-LS R

f) surat ‘ pernyataan tanggungjawab . untuk R
. »dxtandatangam ' oleh Pcngguna Anggaran atau =
. Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan =

}'.babwa uang yang diminta tidak dipergunakan == -

© untuk keperluan selain tambahan uang persedlaan .

(8) dalam sctlap pembayaran harus dllaksanakan o
ketentuan ‘mengenai perpajakan  antara  lain -

 PPn dan pajak restoran untuk belanja makan dan» o

“minum diminta melampirkan NPWP/ NPWPD Yauu .
~ NPWP Bendahara dan NPWP/NPWPD Rekanan, I

 Atas dasar permohonan PP’I‘K béhdahéra‘ | perigeiuo}'é.h A

‘ 'mengajukan SPP-LS - Pengadaan Barang/jasa kepada = .
. Pejabat Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, untuk =~ =

pembayaran uang muka atau pembayaran atas prestasi

R pekerjaan (termm/MC) pahng lambat 7 (tujuh) hari sejak_, o

.~ diterima permohonan ' pembayaran | dan pcnyedla e
L 'barang/;asa, = o

s SPP-LS dapat'dlkelompokkan men_;adl o
1) SPP—LS untuk pengadaan barang dan Jasa, .
2) SPP—LS untuk pembayaran ga_p dan tunjangan

: Langsung (Ls):

| 1) Ke*zz*uan Pembayaran melalui pembebanan'v.'_;: R

L a). pelaksanaan ‘pekerjaan pengadaan barang/Jasa_ﬂ.*;". -

S b)}.':} pengeluaran pemblayaan

- operasional Bupati/Wakil Bupatl

o ,'d).jjasa pelayanan keschatan N
2) Kelengkapan dokumen SPP-LS mencakup 3 SR

. ~a). surat pc,ngantar SPP—LS A
- b). SPP-LS;. EREE R

~ bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan

~pada saat penga;uan SP2D

- d) lamplran SPP~LS Pengadaan ,‘barang /j’asa : .

L (1) nomor Pokok Wa_]lb Pajak
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 termasuk pengadaan barang dan pekerjaan yang k |
-~ dilaksanakan sendiri (swakelola) yang nilainya dl oo
- atas Rp. 15.000.000,00 {Lima belas juta rupxah) S

‘ }"'c)." belanja tidak langsung kccuah belan_]a penunjang R

c)v.‘,surat pemyataan tanggung]awab untuk
d1tandatangam oleh Pengguna Anggaran atau -
~  Kuasa Pengguna Anggaran ‘'yang  menyatakan

~ untuk keperluan selain tambahan uang persedlaan o



S pada Bank Umum o
o (3) ‘surat Sctoran Pa;ak (SSP) d1serta1 Faktur pajak

| "',:pajak/Bendahara, S
. penyedxa baxang/ jasa.;

- pihak ketiga dengan PPKom; - ‘ o
o ) berita acara penerimaan - dan pemenksaan o

- deftar barang yang dlpenksa '
‘ :V_bermetcraa cukup, o
bermeterm cukup;

 ditandatangani  pihak ketiga, Bendahara
- Pengeluaran, dlketahul PPTK dan disetujui -

' Anggaran,

keuan'-ran non bank untuk pembayaran uang o
muka S ‘

barang dllaksanakan di lvar wxlayah kerja;
pen yelesaxan pekcrjaan, o
DT pekerjaan mengalam1 ketcrlambatan v o
B N 5) bukt1 setor dcnda keterlambatan peker‘]aan’
Jamqnstek),‘ CEEEE

"~ Kerja/Surat Pesanan (Purchase Orderj/Surat
 Perjanjian/Kontrak - pelaksanaan Pengadaan o
Barang dan Jasa, S L R

o N (1 8) surat pernyataan ndak tcrlambat

_dan PPn serta NPWP Rekanan/Pihak ketiga

Pedoran Penatausahaan Pelaksanaan APBOTA2013 - 34-91.

(2) " nomor Rckenmg Bank Penyedla Barang/Jasab'” R

" (PPN dan PPh) yang telah dltimdatangam Wallbvf- ‘» R
o (4) ‘surat pernyataan PPKom tentang penunjukm1 e
o ) :.,v(5) ,‘A'surat perjanjian kerjasaina/kontrak antara'._ o
. barang/jasa  ditandatangani = oleh  pihak

ketiga/rekanan = serta  unsur pejabat/pamtla'f?
penerima hasil peketjaan ‘berikut lampu'an

(7v)_"vber1ta acara penyelesman peket;]aan, _
(8) terita acara serah ,tenma barang dan Jasa,'”";v:lﬁ SERRE R

7 .(9) bertta acara pembayarén bermctcra1 cukup, : v~
v(10) kwitansi bermeterai cukup, nota/fakmr yang T

" oleh Pengguna: Anggaran atau Kuasa Pengguna , ,

: ,.;f}»v(11) surat jaminan bank atau yang leerSamakan"‘-:} v -
' yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga

'} ;(12) surat Angkutan/Konsumen apablla pengadaan .
'» (‘ 3) foto / buku / dokumﬂ-ntasx tmgkat kemajuan, 3’, I -
| (14) surat  pemberitahuan | pengendan denda o
. keterlambatan pekerjaan dari PP’I‘K apablla e
(16) potongan Jamsostek (potcngan sesuai dengan,’ A  . "3 o
- ketentuan yang berlaku/ surat pembentahuan L

 ' (17) Surat Perintah Kex;}a/Surat Penntah Mu]m o

“(19) faktur pajak/ Surat Bukti Setora.n Pajak PPh 22 -



SRR

maupun NPWP Bendahara Pengeluaran SKPD
‘ yang terkwt, -
o (20) berita  acara Pembebasan Tanah yang dlbuat
‘ oleh qutla Pengadaan tanah; .

(21) surat , Jamman " Bank Umum/Lembaga
" Keuangan ' yang ditunjuk oleh Pemerintah

. untuk masa pemeliharaan bagi pembayaran
 vang duakukan sebesar 100 %. dan mla1 I

kontrak

(22) khusus untuk pekerjaan konsultan yang

3)

a) ‘Bendahara  Pengeluaran Pembantu . Ga_u AU

. perhitungan harganya ‘menggunakan biaya
x - personil - (bzllzng rate) berita acara prestasi-
- kemajuan pekerjaan dxlampm dengan bukts -
- kehadiran | dari tenaga - konsultan . sesuai -
pentahapan ‘waktu pekexjaan ‘dan - buktt-
penyewaan/ pembelian alat penunjang serta

 bukti pengeluaran lamnya berdasarkan rincian IR

~ dalam surat penawaran;

v (23) kelengkapan lamplran Dokumen SPP-LS
pengadaan barang tvrsebut dlatas dlgunakan
sesuau peruntukannym o

Penga,]uan SPP Gaji dan Tunjangan Pegawai" o e
- Pengajuan SPP Gaji dan Tunjangan Pegawal serta o
e Penghasﬂan lepma_n dan Anggota DPRD. v .

L mengajukan SPP Gaji dan ’I‘unJangan PegawaJ serta
- Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada

‘Pengguna Angs’aran/ Pengguna Barang melalui PPK- o

o SKPD;

b) [’pembayaran QPP-LS Ga_]l dan Tunjangan serta

b Daitar Rekapitu1331 Pegawax beserta Keluarganya, S

Ny 4)‘.‘5'.
o dilampiri dokumen sebagai berikut :

e :_’_.;a). 'Nomor Rekening Bendahara Pcngeluaran pada PT

o penghasﬂan mepxnan dan ; Anggota DPRD

. .i::': ~mencakup : B
(1) SPP Pervbayaran Gajl Induk ‘ e
@) SPP Gaji Susulan, Vekurangan Ga_p, Ga_]x PR

- Terusan, ’I‘unjangan Jabatan dan Uang Duka
L vwafat/tewas o .

. (3 sPpP Penghasﬂan lepman dan Anggota DPRD

- (4) "Y'SPF luran Askes Do

Pengajuan SPP Gaji Induk dibuat rangkap

: _Bank J ateng Cabang Karanganyar

) ‘Daftar I’erbedaan gajx bulan lalu dengan bulan :
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. ..._vvj':ibexjalan, } L S T
~ d). Daftar Gaji dan tunjangan Pegawal, o

B .Pembayaran Gaﬁ, '

- per golongan / ruang,

) e) Daftar Rincian Belan_}a dan Tun.lan?an chawal} ', sl

ﬂ Rekap Daftar Gaji. Untuk bulan Yang bersang‘{utan S SR

“'}5)'.; Pengajuan SPP Belanja Pegawai Gaji Susulan, R

. (tiga)

.~ BankJawa Tengah Cabang Kar&nganyar, o
' b) daftar pengantar SPP;

. : pegaW'll dengan dtlampm .
() copySKKarpeg (diegalisic);
. (2) ..copy SK mutaSl ( ddegahSlI’ )’ - Lo

(dilegalisir};

o Pembayaran (SKPP), C

(5)_" ‘tembusan surat keterangan . 'untuk‘: |
- mendapatkan - - Pembayaran tunjangan. B
keluarga (SKUM PI‘K), IR v S

L (6) akte kelahlran, S .
: (7) SUrat mkah :

-

- dilampiri: v
EREN (B ”vcopy SK Pangkat terakhn (dxlega.hsxr],

o . (chlx,ga.hsxr)

- S berwenang / Bup'm (dllegahsu')
R e) | Untuk kckurangan gajl dxlampm .
: : 1) copy SK Pangkat terakhir (dllegalxsw), |
| 2 cop v SK Berkala (dilegalisir); B |
o 3) “copy SK Penlnjauan M asa Kerja (dﬂegalxsu)

- ‘Z dllampm -
o copy SK Jabatan Struktural (aﬂcg&hslr)’ o
2 copy SK Jabatan Fungsional (dilegulisir); o
o -3) copy Surat Pernyataan Pelantlkan (dllegahSlf): .
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 Kekurangan Gaji, Gaji Terusan, Tunjangan Jabatan =
 dan Uang Duka Wafat/'rewas, dibuat raugkap 3 7. ‘_.' '7'. .

a) nomor rekemng bendahara pengeluaran pada PT T

-=’ffc)"”daftar ‘rincian penggunaan 'anggaran belanja L

(3) copy Suret Pernyataan Melaksanakan 'I‘ugas»l-

E (4) tembusan surat keterangan Penghentlan : o

e d). "Susulan ga31 karena dgatuhx hukuman dxsxphn

() copy - SK Badan Pertlmbangan Pegawax R

| (3) copy SK Hukuma.n Dlsxphn dan pejabat -

‘f,,u;;pembayaran | kekurangan ! tunjangan Jabatan»_'.;..:f' [



6) untuk pembayaran : Kekurangan/Susulan Gaji’,
s (kena1kan pangkat, kenaykan gaji berkala dan lair:- -lain) - . o
.~ hanya dapat dibayarkan dalam kurun waktu 2 (dua) R
.~ tahun terh1tung SK dimaksud dltetapkan e .

. kelebihan pembayaran gaji dan rapel (Dana AlokaSI e L e
 Umum) segera disetor ke Kas Daerah Nomor R/C dari -~ .~
. Bukti Setor agar disampaikan kepada Kepala Dlnas:.fa'_ R
S Pendapatan Pcngclolaan Kcuangan dan Aset Daerah e
2 Penerblt.m SPM T . PR o o
o a) setiap SPP yang memenuh1 ‘ persyaratan 'dxnyata.kan e
" lengkap dan sah, dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK- .~
~ SKPD selanjutnya ‘dimintakan tanda ‘tangan Penggu a
- Anggaran- atau  Pejabat ~ yang = diberi ~wewenang
-~ menandatangani SPM. Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) ST
i har kelja terh1tung sejak dltcnmanya SPP; oL
o b) apablla SPP dinyatakan tidak lengkap, PPK—'%KPD' e
- menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM yang @
S ~ ditandatangani oleh Pengguna 'Anggaran atau Pejabat yang, S
- diberi wewenang menandatangani SPM dan selanjutnya -~ .
~ diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan-
_ penyempurnaan. Penolakan penerbitan SPM palmg Iambat SRR
1 (satu) hari kerja sejak SPP dltnrlma, S o

- . ¢) SPM yang . telah dxterbltkan, untuk selanjumya dlajukan g L .
-+ kepada Bidang Perbendaharaan - Dinas Pendapatan =~ =~ = =
"‘-Pengelolaan Keaangan dan Asnt Daerah untuk penerbltani'; TR
.. d). penatausahaan pengeluaran surat permtah mcmbayar S
Frinie e sebagalmana dlmaksud dxlaksanakan oleh PPK-SKPD R
' e) setelah tahun anggaran berakhlr/ Pengguna Anggaran o
N dilarang menerbltkan ~SPM yang membebam tahun e
anggaran berkenaan TR

vbf)}:'v’-'pembayaran ata beban : anggaran belanja dagrah :’ o
- dilakukan dengan penerbltan Surat Perintah Membo.y ar'n?
" (SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU dan SPM-LS). ,

1) Penerbltan SPM-UPISPM—GUISPM-TU . S
a) 'PPK-SKPD  menerima - SPP-UP/SPP—GU/SPP—TU R
. yangdiajukan oleh Bendahara Pengeluaran, S
" b) PPK-SKPD raeneliti kclengkapan dokumen SPP-‘.‘, R
. UP/SPP-GU/SPP-TU; i

- ¢) PPK-SKPD mencatat SPP- UP/SPP—GU/SPP—TU yang' T
ggenma ke dalam reglster SPP-UP/SPP—GU/SPP— AR
d) jika kelmgkapan dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-:- e e
~ TU dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD -
~ menyiapkan SPM-UP/SPM- -GU/SPM-TU - untuk . -
ditandatangani oleh - Pengguna Anggaran atau
L ggﬁbat ‘yang dlben wewenang menandatanganr'

3 Pedoniah; _Pehatausahaan Pelaksanaan APBDTA2013 . 38-91



4)

5)

copy Surat Pcrhjrataan Menduduki Jabatan -

(d1legahslr), ,

copy Surat Pernyataan Melaksanakan ’I‘ugas '
‘Jabatan ' v .

(dilegalisir). |

"'g)’ Pembayaran Terusan Gaji ( dlbayarkan selama 4

- bulan), dllampm

1)

2)

3)

4)
5)

copy Surat Keterangan Kem'man dari Kepala' |
Kelurahan atau Kepala Desa (dilegalisir);

copv Surat Pangkat Terakhir (dxlegahs:r),

copy surat nikeh (d11ega11s1r), '

1uran wajib pegawai ( IWP) scbesar 2 %;

surat Kketerangan Ahh Waris dari Kepala

| Kelurahan

atau Kepala Desa

h) pembayaran uang duka wafat ( dnbenkan tiga Kali
gaji terakhir yang diterima ) dilampiri :

1)

2)

3)

4)

copy Surat Keterangan Kemanan dari Kﬂpa.{a

~ Kelurahan atau Kepala Desa (dilegalisir);

copy surat keterangan ahli waris yang
diketahui oleh Kepala Kelurahan/ Kepala Desa

- (dilegalisir); ,
- surat keterangan kematlan dari 1nstan31 yang}

bersangkutan -
copy surat panpkat terakhir (dnlegahslr)

i) pcmbayaran uang duka, tewas ( diberikan 6 kah
-+ gaji terakhir yang dlterlma) dilampiri ¢ :

1)

3)

,4)
)

6)

copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala
Kelurahan atau Kepala Desa (dilegalisir);

copy surat keterangan ahli waris yang .

- diketahui oleh Kepala Kelurahan/ Kepala Desa

(dllegahsxr)
surat keterangan kematlan dan instansi yang

_ beroangkutan ‘
‘copy surat pangkat: terakhir (dllegahsm)

copy SK dari Badan Kepegawman Negara atau

- Pejabat  lain |  yang ditunjuk .délam-.

lmgkungannya (dllegahsxr),

sambil menunggu point nomor hma dxata-"v
sementara dapat mengajukan uang duka /
wafat, , -
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‘batas waktu = antara penerimaan SPP-UP/SPP-. .
- GU/SPP-TU/SPP-LS dan penerbiten SPM-UP/SPM- - = =
- G‘U/SPTII‘TU/SPM‘LU, selambat—lambatnya 2 (dua)[f,?f:;..if.-
~harikegja;
- jika kelengkapan dokumen SPP~UP/SPP-GU/SPP—* e
" TU dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, =
-~ maka PPK-SXPD menolak untuk menerbitkan SPM- .
~ . UP/SPM-GU/SPM-TU ~ dan uelanjutnya R
mengcrnbahkan SPP—UP/ SPP*GU/ SPP-TU paling =
" lambat 1 (satu) hari kerja ierhitung sejak .
*dlterxmanya pengajuan SPP kepada Bendahara
o Pengeluaran untuk de~ngkap1 dan d1perba1k1 SR

Pengguna - Arggaran ‘atau Pdebat yang dlberlv R

‘wewenang inenandatangani SFM menerbitkan SPM-

.- UP/SPM-GU/SPM-TU paling lambat 2 (dua) hai

~ kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP- - . ¢

- Up/ SPP~GU / SPP»TU yang dmyatakan lengkap dan_ S ;
Sah o

" PPK-SKPD mencatat penerbltan SPM-UP/ %PM- ,‘ T
- GU/SPM-TU - yang dltenma ke dalatn Reg1ster o

 Penerbitan SFM;

i) PPK-SKPD mencatat penolakan SPM-UP/SPM-'_ R
- GU/SPM-TU yang dltenma kedalam Reglster

Penolakan SPP;

- ‘. J) ".;:penerbltan SPM- UP/ SPM GU/ SPM-’I‘U terdln atas 3? S

. lembar yang terdm atas

.~ ()lembar 1 dan | dlkmm | ke Bldangj o
© Perbendaharaan - dan Kas Daerah Dinas =
Pendapatap Pengelolaan Keuangan dan Aset T

Dacrah

(2) lembar 2 akan dlkembahkan ke Bendahara}-»""

a)

_Pengeluaran setelah diberi cap, tanggal dan

‘nomor ‘oleh Dinas - Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah
(3) lembar 3 sebagal ar81p PPK-SKPD

2) Penerbitan SPM LS

pembayaran sebagal SPM LS untuk

1) Pclaksa*xaan ~ pekerjaan Pengadaanlﬁ
fBarang/Jasa : yang dllaksanakan sendm
- (swakelola) - dengan nilai- di  atas Rp..

15.000.000,00 (lea Belas Juta rupiah) untuk =
oo Vmasmg—masmg Jems barang/Jasa S o

L 2) perubahan  batas Jumuah sebagalrnana"f RSN
~ dimaksud dztetapkan dengan Keputusan Bupati . =
' Dalam hal ini Penggura Anggaran mengajukan =
permohonan disertai alasannya kepada Bupati

~ u.p Dinas Pcndapatan Pengelolaan Keuangan X

A »dan Aset Daerah
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3) v’pcnvg-cluaran pembiayaan;
4) jasa pelayanan kesehatan.
.5) untuk jasa  pelayanan kesehatan wajib.

mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan,

berdasarkan realisesi pendapatan Rumah Sakit
yang disetorkan ke Kuasa BUD Kas Daerah.

b) DPK-SKPD  menerima - SPP-LS = baik untuk, :
~ Pengadaan Barang/Jasa maupun Lelanja tidak
- langsung dan pengeluaran pembiayaan yang

dlajukzm oleh Bendahara Pengeluaran; :

}c) " PPK-SKFD mencatat SPP-LS yang dxtenma kc
~dalam Register SPP;

d) PPK-SKPD meneliti kelcngkapan dokumen SPP-

LS. Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan
lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS
untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
‘atau Pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangam SPM; : :

e) jika kelengkapan dokumcn SPP-LS dmyatakan :
- tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka PPK-SKPD

menolak untuk menerbitkan SPM-LS dan

~ selanjutnya mengembalikan SPP-LS paling lambat 1

(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya

pengajuan SPP kepada Bendahara Pengeluaran )
“untuk dxlengkapx dan diperbaiki; -

f) Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi

wewenang menandatangani SPM menerbitkan SPM-
LS paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak -
‘diterimanya pengajuan SPP yang dinyatakan
lengkap dan sah;

g) PPK-SKPD mercatat ponerbltan C;PM LS ke dalam |
{ Regxster Pencrbltan SPM; o

h) PPK-SKPD mencatat penolakan penerbxtan oPM-LS'
yang diterima ke dalam Register Penolakan SPM;

i) penerbitan SPM-LS rangkap 3 lembar

‘1) Lembar 1 dan 2 dikirim ke Bldang>
Ferbendaharaan dan Kas Daerah Dinas
Pendapatan Pcngclolaan Keuangan dan Aset
Daerah; ‘

- 2) Lcmqar 2 dikembalikan ke Bendahara
- Pengeluaran setelah diberi cap, tanggal dan
nomor  yang  diterima oleh  Bidang

Perbendaharaan dan Kas Daerah Dinas - |

Pendapatan Pengclolaan Keuangan dan Aset .
Daerah; :

' 3) Lembar 3 untuk arsip PPK- SKPD.
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SP2D

;selambat-lambatnya tanggal 10 sebelum bulan '

- berkenaan. . , . -

e 9) -'pada akhir tahun anggaran penyampa.lan SPM-
- GU/TU untuk penerbitan SP2D selatnbat-
©lambatnya tanggal 10 Desember dan SPM-LS

~ selambat-lambatnya tanggal 15 Desember untuk

 penerbitan SP2Dnya, sedangkan untuk SPM-GU

. Nihil selambat- lambatnya tanggeJ 31 Desember o
tahun anggaran berkenaan IR SR

[EEL 1 4. Mekanisme Pencatatan Dana -

- diterima ke dalam register SP2D

. Bank Jateng Labang Karanganyar oo

Umum di SI\:I Penerunaan,

" . persedla.an), :

dalam buku kas umum di SlSl pengeluaran R

) 'Bendahara Pengeluaran mencatat pengcluaran kas
ke dalam buku kas umum ‘dan buku panjar, jixa
-~ uang  yang dlkeluarkan belum dlserta_t buktl*"

. i‘:-'transak&, : - o .

o g) ’Bendahara Pengeluaran mencatat pemotongan dan  1

L terdc.pat Bendahara Pengeluaran Pembantu :

o ~ Pengeluaran I—‘embantu,

" 3 Batas waktu Penyampaian SPM untuk penerbitan St

o 1) : ,nenyampaJan SPM untuk penerbltan SP2D Gajl PR EE

o -',.",.a) Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D yang ',f;'

- b) Bendahara Pengeluaran (atau_ Plhak ke g
- menerima transfer uang ke rekenmgnya dan Pl‘ o e

" ¢) Bendahara = Pengeluaran mencatat:"}j.-,_:.'fwi':f] o
-»:transfer/peneumaan kas ke dalam buku Kas T

| d)v Bendabara Pengeluaran mencatat ke dalam buku'vl o
. Simpanan/Bank - (]xka . pembebanan  uang
- persediaan/ gantl uang dan tambahan uang o

L €] Bendahara Pengeluaran ‘mencatat pengeluaran ke’ E o

' penyetoran pajak ke dalam buku pajak; Apabﬂa'

(1) Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang o
muka kerja/panjar kepada : Bendahara B

Cn (2')}'>']Bcndahara Pengeluaran Pembantu menenma
. -uang dan mencatat dalam buku kas -
pengeluaran pembantu di sisi penenmaap, e

: pengeluaran pembantu di sisi pengeluaran
5 Pertanggungiawaban I’enggunaan Dana - '

(3} Bendahara Pengeluaran 'Pembantu mencatat
 pengeluaran - kas ke dalam buku . kas o

. a)Bendahara Pengeluaran. secara admmxstratxf wa_pb}.'f. o
: mcmpertanggung]awabkan ’ penggunaan - dana.
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UP/ GU/TU kepada Pengguna Anggaran melah,u ppK.‘ o

SKPD pahng ]ambat tanggal 10 bulan berxkutnya

b) dokumcn yang dlgunakan dalam menatausahakan I

_ pertanggungjawaban pengeluaran mencakup

}‘.‘(1)-Reg1ster © . Penerimaan Laporan”:ﬁl»
T vPertanggung]awaban Pengeluaran (SPJ),' "

B (2) Register Pengesahan Lélporan '»

Pertanggun.awaban Pengeluardn (SPJ);

(3):V'Surat Penolakan Laporan Pertanggung]awaban,

‘Pengcluaran (SPJ); -

" (4) Register Penolakan Laporan Pertanggung]awaban B o

. Pengeluaran (SPJ);.

(5) Regls;er Penutupan Kas v

c) dokumen laporan pertanggung; awaban mencakup
(1) buku kas umum, e v

(2) nngkasan Pengeluaran per rincian obyek yan'ar e
~ -disertai dengan bukti-bukti pengcluaran yang

~ sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek
- . yang tercantum dalam nngkasan pengeluaran”
" per rincian obyek dimaksud; o |

(3) buktl atas penyetoran PPn /PPh ke kas negara
| (4) reglsrer Pcnutupan Kas. . R
) buku kas umum ditutup set:ap bulan dengan'

o - diketahui/disetujui Pcngguna Anggaran/Kuasa._

' pengguna Anggaran

e) dalam hal laporar. pertanggunglawaban setPlah ol

" selesai dilakukan Verifikasi oleh PPK SKPD dan
- realisasinya sesuai dengan penggunaannya maka

| Pengguna Anggaran menerbitkan surat pengesahan :

laporan pertanggung Jawaban

. -  .’- f) untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhlr L

tahun anggaran, pertanggungjawaban pergeluaran   ; IR
"dana bulan Desember disampaikan pahnv lambat SRR

- tanggal 5 Januari tahun berxkutnya

N g) dalam  melakukan  verifikasi - ata laporan' e

pertanggung]dwaban PPK-SKPD berkewa_uban R
(1) meneliti kelengkapan . dokumen Iaporan‘ .

pertanggung]awaban dan keabsahan buktx-buktl,,._- S

per geluaran yang dxlampxrkan,

(2) menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran L
~ per rincian obyek yang tercantum dalam_ L

rmgkasan per rmcxan obyck

(3) menghxtung pengenaan PPn/ PPh per pPrmmar o

obyek
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‘yang diterbitkan pcnode sebelumnya. -

(4) menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan oP2D R

h) dokumen pendukung SPP-LS dapat dlpersamakan"_ R

dengan bukti pertanggungyawaban atas pengeluaran -

pembayaran beban langsung kepada pihak keuga, i

| 1) Bendahara Pengeluamn - pada - SKPD. wajib }- |
- menyarapaikan -~ Dokumen atau = Kwitansi/nota =
- Pengadaan / Pembelian barang kepada Pengurus '

sebagai bahan penyusunan aset Neraca SKPD;

pertanggunglawaban secara fungsional - dikirim ke

IR oleh Pengguna Anggaran.. |
k) "sigguna Anggaran. rnelakukan pemenksaan kas'

' Barang/Penyimpan Barang SKPD untuk dlcatatf: L

_‘.J) paling lambat - tanggal 10 bulan berlkutnya,ﬂf- e
B Penyampa_tan , pertanggung]awaban - Bendahara

- Pengeluaran secara administratif dikirim ke - PPK
- SKPD untuk’ selanjutnya dilakukan verifikasi dan-

" DPPKAD ¢/q Bidang Akuntansi setelah diterbitkan o
‘surat pengesahan pertanggung]awaban pengeluaran B

‘yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sekurang- = o

S kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tlga) bulan;  ‘} o
o , 1) Bendahara Pengeluaran melakukan pemenksaan kas

yang dikelola Bendahara Pengeluaran Pembantu |

sekurang-kurangnya 1 (satu) '{9.11 dalam 3. (t1ga)

bulan,

- penutupan - kas dan dikirimkan kepada Bupatl
- dengan tembasan Inspektorat, “

: i }n) Bendahara Pengeluaran yang mengclola belanja

- '_pembxaya.an

" fmelakukan pa..natausahaan sesua1 dengan ketentuan" R
- peraturan pcrundang»undangan, R .

 : | m) pemenksaan kas dltuangkan dalam berxta acara
‘pemeriksaan kas yang disertai dengan register

~ bunga, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, : S
 bantuan keuangan bCIanja tldak terduga dan N

B o) pengisian  dokumen penatausahaan Bendahara o
 Pengeluaran dapat menggunakan aplikesi- komputer_ L e

program Slmda / atau alat elcktromk lamnya

6. :'Penatausahaan Pada Bzdang Perbendahman dan R

n Kas Daerab Prosedur Penerbltan SP2D.

| ,a) Bldang Perbf‘ndaharaan dan Kas Dacrah menerima R
- SPM- UP/GU/TU/LS yang dlaJukan oleh Pengguna;f

. Anggaran .

_' b) Bidang Perbcndaharaan dan Kas Daerah mencatat e
SPM-UP/GU/TU/LS yang diterima ke dalam =

reglster SPM UP/ GU / 'I‘U / LS
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LA c) Bldang Perbendaharaan dan Kas Daerah menelxta -
. kelengkapan dokumen SPM-UP/ GU/TU/LS untu}' '
- menerbitkan \)P2D"UP/ GU/TU/ LS; - ;

N o c) , kelengkdpan dokumen untuk penerbltan SP2D UP  1 _—

R ;_-;,mencakup o
(1) surat pcngantar oPM~UP
R RT ,VISPM—UP S

(3)  Surat Pemyataa_a Tanggung Jawub Pengguna’f.‘j T
. Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang
- menyatakan bahwa uang yang dlmmta B

R jdlpergunakan untuk uang persediaan; -

o skPD; e
~(5) copy dokumen DPA-SKPD
() ‘Copy dokumen SPD R

® NPWP Bendahara Pengeluaran

.. PT BankJateng cabang Karanganyar, TR
Ll (10) buktl eetor sxsa anggaran tahun yang lalu

. (2) L Sa.llnan SPD ‘ IR

. keperluan selain Ganti Uang Persediaan;
. (4) | Iaporan PPrtanggung]awaban Uang Pcrsedxaan
o (5) buktl buku belanja yang lengkap dan sah
i _' (6) lampxran lain’ yang dxperlukan, ';’rv .
SRR %) copy rek\.mng giro bendahara SKPD

o (4) copy 8K Penunjukan Pengelola Keuangan'

-‘_:‘_Y(7»);,: copy ? Speclmen : tandatangan Peﬁgélqgg_

(9) nomor rekemng Bendahara Pengeluaxan pada j
9 ’kelengkapan dokumen untuk penerbitan SPZD-,’;.", T

| 3) surat pernyataan Pengguna Anggaran/ I&uat a '
R Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa .
. uang yang diminta tidak dipergunakan untuk T

e vkelengkapan dokumen untuk penerbxtan SPZD-TU ,'ﬂ‘:v . }'

R -mencalmp
- (1) surat penoantar SPM«TU
@ semTU;

: (3) surat pt,myataan Pengguna Anggaran/ Kuasa'_’” L
U v,Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa:; S
- uarg yang diminta ~dipergunakan untuk'v R

: o Tambahan Uang Persedlaan, -
-4 nnuan rencana penggunaan dana
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e

surat pernyataan dan : Pen'gguﬁé R
. “Anggaran/Kuasa ‘ Pengguna Anggaran yang» E

:menyatdkan bahwa :.

"az."'a) dana Tambahan Uang tersebut akan .

‘b) apabxla dana 'I‘ambahan Uang udak habxq }, |
" dalam 1 (satu) bulan, sisa dana harus dxsetor R

f) kelengkapan dokumén untuk penerbitan SPZD-I.S,VV»_ R

- digunakan untuk keperluan mendesak atau

~ sesuai dengan jadwal kegiatan harus segera '-"  .
_dilaksanakan dan akan habis digunakan =
- dalam waktu satu. bulan terhltuna sejak L

tangdal d1terb1tkan SP2D; .

ke Kas Umum Daera.h kecuah

(1) kegiatan yang pelaksanaannya rnelebxhl 1  R
~ (satu) bulan, L .

(2} kegiatan yang mengalam1 penundaan dan‘j R
jadwal - yang ' telah ' ditetapkan yang = .
~diakibatkan oleh penstlwa di luar kendali =~ =~
Pengguna Anggaran/Kuasa P»,ngguna I

. Anggaran.

mencakup

Q)
(@
(3)

surat pengantar SPM LS
SPM-LS; -
surat pernyataan Pengguna Anggaran/ Kuasaj, -

~ Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa .
- uang - yang dumnta dmergunakan “nt“k'--- L

@ nc

nomor rckenxng Bank Penycdxa Barang/Jasaf :

o pada Bank Umum;

Nomor Pokok Wa_nb Pa_]ak

‘surat Perintah Kerja/Surat Perintah  Mulai ke
.. Kerja/Surat pesanan/ Surat pel:lanjlan/ Kontrak e

T -g;Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

‘kwitansi = bermeterai,  nota/faktur yang‘- S

- ditandatangani pihak ketiga, diparuf Bendahara =~

- Pengeluaran, dzketahux PPTK dan disetujui olehh -~~~
- Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna EEEER

Anggar'm,

B  (8) |

berita acara pemenksaan tmgkat penyelesman. | o
- pekezjaa,n, bcrmaterau, LT

(9) berita acara serah tcnma barang/ peketjaan, |

bermatﬂral,

(10)benta acara pembeyaran, bcrmatera.l, L
- 1)surat pernyataan txdak tcrlambat |
(12) faktur pajak/ Surat Setoran Pajqk
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- oleh pamtxa pengadaan tanah

- pekexjf..an, ST
’ -(15) surat Angkutan/ Konosemen, :i‘v; :

" kontrak; |
S (17) Jamsostek (tanda bukn pclunasan), S
(18) surat bul;n pendukung lamnya, o

 yang telah mencapai 100 % dari nilai kontrak; .

v g) kelenokapan : dokurncn penerbltan bPQD L e
mepman dan Anggota DPRD mencakup .

T -Z“{:”(13) berita acara pembebasan tanah ya.ng dxbuat R Co

" (14) foto yang menunjukkan tmgkat kemajuan'f T

o (16) surat jaminan uang muka (Bank Garansx);"v:,‘f s
. disertai dengan rencana penggunaan uang
- muke. untuk- mexaksanakan pekeljaan s~sua1 R

""""-»"';v,(19) surat  jaminan  Bank Umum/Lembaga' | )
Keuangan yang - ditunjuk oleh pemerintah =
untuk masa pemeliharaan - ‘bagi pembayaran S

LT ,(1) nomor rekemng_ Bendahara Pengeluaran pada P’I‘ B

, Bank Jateng; N o
" (2) surat Pengantar SPM-LS .
(3) SPMLS

o (4) ‘dafiar Punpman dan Anggota DPRD beserta
o keluarga;

Anggota DPRD;-

h] penerbztan SP2D rangkap 6 (enam), yang tcrdmv"; '
~atas: . : L

- . i (1) lembar 1 (aatu) dan Lembar 2 (dua) dlkmm ke,,:
~ Kas Umum Daerah ; L

o (2) Iembar 3 (tiga) dkam ke SKPD o
Q) lemba.r 4 (empat) dlklnm ke pxhak ket1ga, o

DaerahDPPKAD

1) penerbxtan SP2D palmg Idmbat 2 (dua) ‘hari ker_ja
 sejak dltemnanya SPM setelah dmyatakan lengkap o
-~ dan benar R ,

- -7‘-'-'(5) daftar nommatxf Penghasﬂan tetap Plrnpman dan ;

RS (6) foto copy Surat Setoran Pajak (SSP] bulan lalu o

arsip Bidang " Perbendaharaan dan KasQ ,

" J) apablla chad1 kckehruqn dalam pcncrbltan SP2D “ S
- dilakukan pembetulan dengan cara membuat surat -

pemberitahuan/revisi ~ dari Kussa BUD (Bidang
Perbendahataan dan Kas) kepada Kas Uraum

Daerah dengan tembusan SKPD yang bersangkutan. " o w

- dan Bldang AIf’untan& DPPKAD
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7. Penatansahaan Perbendaharaan drm Kas selaku

" Bendahara Umum Daerah -
‘a. Penatausahaan Penerimaan S
1) Bldang Pexbcndaharaan dan Kas Daerah

_menerima STS/bukti lain yang d1sa.makan abau o

- Nota Kredlf dari Kas Umum Daerah

- 2) Bldang Perbendaharaan dan Kas Daerahmenc&tat o
.~ STS/bukti lain yang djsamakan atau Nota Kredit -
" ke dalam buku Kas Penerimaan dan. Pengeluaran-: R
. {Format K-1), buku kas pembantu penerimaan

- dan pengeluaran (Forxnat K-2), buku kas -

‘penerimaan per SKPD (Format 'K-3), buku o

S rekap1tu1asx penenmaan daerah (I‘ormat K-G) pada" o
- sisi penenmaan, ' : R .

o ‘._'-v3)”’Bldang g dan i Kasf e
o ‘-'-’»Daerahmengmmkan buku-buku tersebut di atas

B dengan dilampiri STS/bukti lain yang disamakan . . AT
~ -atau Nota Kredxt setxap hari ke Bxdang Akunta.nsx, e

4)~ Bidang Perbendaharaan ‘dan  Kas

SR Daerahmenglrlm laporan bulanan atas realisasi
- penerimaan daerah kepada Bidang Akuntansx-
- paling lambat tanggal 10 bulan benkutnya, S

‘ . b Penatausahaan Pengeluaran

. ~ Pengeluaran (Format [K-1), buku kas pembantu

1) Bidang Perbendaharaaln dan Kas Daerahmencatatk R
.~ SP2D ke dalam buku Kas Penerimaan dan -

S penerimaan dan pengeluaran (Format K-2}, buku,_..j

| f kas pengeluaran per SKPD (Format K-4) pada sxs:l
- pengcluaran; : i

o 2) Bidang Perbendaharaan | da‘m o Kasvili e
Lo Daerdhmengmmkan buku-buku tcrsebut pada‘ s
. angka 1), dilampm SP2D setlap harl ke Bldang"g B

| ”'f}‘“-'Akuntan&

S  3) ‘bidang Pcrbendaharaan sebagal Kuasa BUD‘{_ -
 mengirimkan laporan bulanan atas realisasi
pengeluaran  daerah lkepada Bidang Akuntansr o

paling lambat tanggal (10 bulan berikutnya. L

o e Bidang, Perbendaharaar.il dan Kas Daerah wajib n

' melaksanakan entry data ke SIMDA
1) reahsasx pencalran SP2D o
- g 2) pcnemmaan pendapatan
3 penenmaan pemblaya['m, | : "

4) setoran sxsa UP

5) transfer antar bank (deposno, rekenmg lam dst).. Ce




d.Bidang Perbendaharaan dan Kas Daemh wajib B

melaksanalmn juga entry data untuk. o

1) pengajuan SPP dan SPM Non Anggaran ( Potongan"}; ' L S
- Gaji yang terdm dan IWP 'I‘aspen PPh 21 dan u_' S

Askes), v
2) pembuatan SP2D
3) daftar penguji SP2D

8. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum'v-v‘

Daerah (PPK-BLUD ) S SRR
a Penatausahaan Keuangan BLUD yang dananya; o

berasal dari APBD dan darz pendapatan BLUD

| 1) Penatausahaan, pelaksanaar B dan ,v
- pertanggungjawaban dana yang bersumber dari .
APBD diberlakukan sesuau dengan ketentuanjj-.: L

yang berlaku pada APBD

2) Penatausahaan, pelaksanaan - dan .

pertanggung]awahan dana yang bersumber dari = |
pendapatan BLUD diberlakukan sesuai dengan R

~ ketentuan yang ber aku pada PPK—BLU D
. Pejabat Pengelola BLUD SKPD.

1) pejabat Pengelola BLUD terdiri dar1 Pemlmpln, v‘, o

Pejabat Kcuangan dan Pejabat 'I‘ekms, -

. -'2) pejabat Pengelola BLUD ' dzangkat dan-ﬁ. |
. dlerhentlkan oleh Bupatl, S : -

: ’3) pemlmpm BLUD bertanggung]awab kepada“i_ " S

Bupati melalw. Sekretaris Daerah

4) pejabat Keuangan g dan Pejabat 'I‘ekms..‘ N

- . bertanggung]awab kepada Pemlnlpln BLUD

." Pemimpin BLUD ' SKPD . yang ‘berstatus PNS TR
S mert.pakan Pejabat P°ngguna Anggaran/Barang _

. Daerah. v o
. Pemxmpm BLUD SKPD yang berstatus Non PNS i
. Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah dijabat v

- oleh pejabat pengelola keuangan o

“.-'.Pemlmpm BLUD unit kerja merupakan PeJabat'.xf'f.j_fv_ o
Kuasa Pengguna Ar.ggaran/Barang Daerah pada' T
- SKPD induknya. = -

. ‘-’.Pemlmpln BLUD SKPD mempunyeu tugas dan_ R

‘kewajlba.n antara lam sebagai benkut

1) memimpin, mengarahkan a membma,“; R
‘mengawasi, mengendalikan dan mengevah, asr a ‘

penyelenggaraan keg;atan BLUD
. '2) menyucun Renstra Blsms BLUD
e 3) men; ﬂapkan RBA; , |
. o ‘4) mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuanga.n'v S
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dan Pe;abat Tekms kepada Bupatt sesuai dengan
- ketentuan, :

5) menctapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan
BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan; :

6) menyampaikan dan mempcrtanggungjawabkan
kinerja operasional serta. keuangan BLUI)
kepada Bupati; ‘

Peiabat Keuangan BLUD ada]ah Pejabat yang
membxdangx keuangan di BLUD yang mernpunym
tugas dan  kewajiban : ’

| 1) mengkoo: dnasxkan penyusunan RBA
2) mcnylapkan DPA-BLUD; N
3) melakukan nengelolaan pendapatan dan bxaya,

4 mcnyclengoarakan pengelolaan kas, )

5) melakukan pengelolaan utang piutang;

' 6) menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset
tetap dan mvestam,

7) menyelenggarakan sxstem informasi manajemen '
keuangan, dan

8) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan
laporan keuangan;

9) bertanggunglawab melaksanakan pengelolaan
keuangan BLUD.

Pejabat Teknis BLUD " adalah Pejabat yang
melaksanakan bxdang tertentu yang mempunyai |
tugas dan kewajiban : -

‘1) menyusun - perencanaan kegiatan teknis
pelayanan kesehatan; :

2) melaksandkan keglatan tckms sesuai RBA;

- 3) mempertanggung jawabkan kinerja baik teknis
' maupun operasional yang berkaitan dengan
muty, standarisasi, administrasi, peningkatan
kualitas sumber daya manusxa dan peningkatan
sumberdaya lainnya.

4) Dalam melaksanakan tugas dan kewauban
Pejabat Tcknis dibantu oleh Pejabat/Staf yang
melaksanakan fungsi tekms dlbxdang masing-
masing. '

Dokumen Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan
BLUD (PPK~BLUD)

Dokumen pelaksanaan PPK-BLUD terdiri dari :

1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD
terdm darx Pendap'\tan dan blaya proyeksn arus
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kas, Jumlah dan kualltas baxang/ Jasa yang akan,
dlhasdkan, ’

2) keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat:‘ ‘
- Pengelola BLUD; ‘

3) format regxster/ buku penatausahaan PPK-BLUD
disesuaikan dengan format-format yang berlaku
‘pada BLUD sesuai dengan kebutuhan

j. Penatausahaan Pendapatan BLUD

1) seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal '
_dari APBD dan APBN, dilaksanakan melalui
rekening kas BLUD dan dicatat dalam koce
rekemng kelompok pendapatan asli daerah pada
jenis lain-lain pendepatan asli daerah yang sah
dengan obyek pendapatan BLUD dan dilaporkan
kepada PPKD setiap triwulan; :

2) komisi, ratat, potongan atau pendapatan lain
dengun .nama dan dalam bentuk apapun yang
dapat dinilai uang, baik secara langsung sebagai
‘akibat penjualan, = tukar menukar, hibah,
asuransi dan/ata1 pengadaan barang dan jasa
termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau
‘pendapatan lain seperti fee dari bank sebagei
“akibat penyimpanan dana pada bank serta
pendapatan -dari hasil pemanfaatan barang

daerah atas kegiatan lainnya rnerupakan lain- )

lain pendagatan BLUD yang sah ;

3)}" seluruh psndapatan BLUD kecuali vang berasal
‘dari hibah terikat, dapat dikelola langsung
untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA;

.4) surplus anggaran BLUD pada akhir tahun
anggaran dikelola penuh oleh BLUD sebagai
biaya operasional tahun anggaran berikutnya;

5) biaya yang melebihi anggaran yang tclah
“ditetapkan daiam RBA dan disebabkan oleh
kenaikann volume pelayanan/kenaikan harga
akan dilaporkan sebagai baglan anggaran tahun
- berikutnya; '

6) piutzng BLUD dikelola penuh oleh BLUD scbaga1
‘biaya operasional ELUD.

k. Penacausahasn Biaya ELUD

1) biaya operasional mencakup seluruh blaya yang
menjadi beban BLUD  dalam rangka-
_menjalar.kan tugas dan fungsi;

. 2) biaya non operaswnal mencakup seluruh blaya )
- yang mcmadx beban BLUD dalam rangke.
~ menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

8} seluruh pcngeluaran biaya yang bersumber'
selam dari A°BD dan APBN dxsampalkan kcpada

Pedoman Penatausahaan Pelaksonaan APBO TA 2013 50 -91



‘“vPPKD setlap tnwulan dan dllakukan dcngan |

S '_fmenerbxtkan SPM Pengesahan yang dllampln*.";f o

" dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab TIPS
- (SPTJ) untuk diterbitkan SP2D Pengesahan,_ S

BLUD  diberikan - Fleksibilitas pengelolaan

. keuangan antara. lain - dapat menggunaka.n._' =

scluruh pendapatan o R

 sesuai RBA tanpa terleblh dahulu dlsetorkan ke"r"'; SRR

N ,}_Rekenmg Kas Umum daerah;

= :: 1 :;_5)

fleksibilitas pengcluaran bxaya BLUD hanya--[,
 berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari. =~ . .
- pendapatan selaln dan APBN/APBD dan hxbah R
- terikat; . Co e
- 6) BLUD berstatus ‘ burtahap txdak dxbenkan' FERE
: -'i,flek.sxblhtas - dalam  pengelolaan ~ utang,

o pengelolaan mvestasx, pengadaan barang dan '

“atau jasa, o -

BLUD berstatus penuh dxbenkan ﬂeks1b1htas-"

- dalam pengelolaan keuangan, " pengelolaan
barang,, ‘pengelolaan plutang, . pengelolaan . - ..

- investasi, . pengclolaan utang, - melakukan . -
,kex:;asa.md, pengadaan barang jasa, pengelolaan B
pegawax non pegawax negeri sipil, mengangkat el
' ",pegawal non pegawa1 negen ~sipil, menetapkan R

'~ sistim - renumerasi, - sistim - akuntansi,

- melaksanakan rencana ‘bisnis, melaksanakan = R
o ‘standar pelayanan minimal sesuai peraturan e
' perundanoan yang berlaku untuk PPK—BLUD

B 1 Pengelolaan Kas

1)

o _.2)

| "‘f‘(a) perencanaan pencnmaan dan pengeluaran‘ S
o kas L ,

- :.(f) pemanfaatan surplus kas Jangka pendek,
~untuk memperolt.h pendapatan tambahan e

}BLUD dapat ‘membuka rekening pada bank;-‘ R

)
. umum untuk menyunpan dan menampung

transaksi penenmaan dan pengeluaran kas yang" "

‘dananya - diluar - APBN/APBD dllaksanakan
. - melalni rekemng kas BLUD; R

dalam pengelolaan ; 'kas,'b ': BLUD

E menydenggarakan

| : ,‘v(b) pcmungutan peudapatan atau tag1han, o R,
. ‘**;.f"(c) pcnylmpanan kas dan mengelola rekemng". R

bank

 @pembeyaran; -
S (e) perolehan bumber dana untuk m"nutup

- defisit jangka pendek

o ,.,cluruh penenmaan “‘. pendapatan dan
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pombayaran BLUD .
4) Penerimaan BLUD pada setxap han dxsctorka.n

seluruhnya ke rekening Kas BLUD dan

‘dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

m. Pertanggungjawaban Penggunaan Pendapata’n
BLUD. . , B

1) dalam rangka pertanggungnawaban penggunaan_
. dana yang bersumber dari Pendapatan BLUD:
yang digunakan langsung, BLUD menyampaikan
SPM pengesahan kepada Dinas Pendapatan-.
Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah; -

2) penyampaian SPM pengesahan sebagaimana
dimaksud nomor 1), dilakukan setiap triwulan
selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir
triwulan yang bersangkutan; )

- 3) SPM pengesahan - dilampiri dengan Surat

- Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang -

ditandatangi oleh Pemlmpm BLUD; '

4) berdasarkan SPM pengesahan, Kepala DPPKD -
menerbitken SP2D pengesahan penggunaan
dana pendapatan - BLUD scbagai dasar
pencatatan penerimaan dan pengeluaran

n. Kelengkapan Adrmnlstra51 Pengclolaan Keuangan
- LELUD.. ,

1) laporan Pendapatan BLUD (Format BLUD %

- 2) surat Pernyataan ’I‘anggun.awab (Format'
- BLUD); '

3} laporan Pengeluaran Biaya BLUD (Format "
BLUD).

0, | Pengaturan tentang Akuntansi BLUD

1) pelaksaraan akuntansi dan pelaporan keuéﬁgan .
- BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku
bagi BLUD; v :

2] realisasi Pendapatan dan blaya operasxonal

BLUD dilaporkan setiap bulan kepada PPKD dan

_ laporeur setiap triwulan disahkan oleh PPKD;
3) setiap triwulan BLUD menyusun  dan

menyampaikan Laporan operasional dan laporan

arus kas kepada PPKD paling Iambat 10 hari
sctelah periode pelaporan

4} setlap semesteran dan tahunan BLUD Wajlb
* menyusun dan  menyampaikan laporan
keuangan lengkap yang terdiri dari laporan
operasional, neraca, laporan arus kas daa
catatan atas laporan keuangan disertai laporan

- kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke

- dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah
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. palmg lambat 15 han setelah penode pelaporan“_., L
semester berakhir dan 30 han setelah penode SRR

laporan tahunan berakhn',

"1. 5) laporan ~ bulanan, triwulan, semcsteran dan

- tahunan agar dxkonversn sesuax dengan truktur" o

o APBD. P o o
. Pengaturan tentang Ker]asama 0peras1onal g_,f»

Permrnpm BLUD . dapat melakukan per_xan_]lan L
 kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka -

o ‘pelayanan kesehatan pendidikan, dan lain lain . -
_berdasarkan prinsip efektifitas dan eﬁs1en81 sesua1;

o peraturan perundangan yang berlaku S
. 'Pengaturan tentang Pekruxtmen pegaw'au BLUD Non;_»v;'

’ PNS.

S Pemxmpm BLUD dapat melakukan rckrultmen:
 Pegawai BLUD Non PNS sesuai kebutuhan dengan -

~ sistem kontrak kerja perorangan dengan prinsip
. efektivitas dan eﬁsxenm pelayanan yang d1b1aya1'> IR

: idcngan dana BLUD. , R

r. : Pcngaturan tentang tanf Layanan BLUD

1) BLUD dapat ‘ memungut b1aya kepada
R rnasyarakct sebagai imbalan atas barang @
'~ danjatau jasa layanan yang diberikan dalam
.~ bentuk tarif yang disusun atas dasar, =
~ perhitungan biaya satuan per unit layanan atau . ’

- hasil per investasi dana; - -

L .:,2)",tanf layanan BLUD tersébut termasuk 1mba1a.n o

~ atas hasil yang wajar dari investasi dana dan =~ . .- o
. untuk menutup seluruh atau Sebagxan d an TR

o biaya per unit layanan,

- 3) “tarif Iayanan 'BLUD chusulkan oleh pemxmpm PR

- BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; .

S 4) tarif layanan BLUD dltetapkan dengan peraturan] PP
Bupau ‘dan dlsampalkan kepada plmoman’ R

5) PCnet,apan_f : ta,nff o layanan»l | dlrnaksudf»'?
L mempemmbangkan S kontmultas dan

~ serta kompetisi yang sehat;

o ' 6) Peraturan Bupati mengenai tanf layanan BLUD o

~ dapat dilakukan perubahan secara keseluruhan o
_ maupun per unit layanan kebutuhan dan T

perkembangan keadaan. .

s vPengaturan tentang Flekmbxhtas Pcngeluaran

- 1) pengeluaran biaya BLUD dlberlka.n ﬂeks1b1htas.,’ﬂ_ S
- dengan nxemper’ambangkan volumc keglatan oo

pelayanan
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2) fleksibilitas  pengeluaran - biaya =~ BLUD
sebagaimiana dimaksud pada huruf s,

merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan
dan signifikan dzngan perubahan pendapatan
dalam arabang batas RBA yang telah dltetapkan .

secara definitif;
3) fleksibilitas pengeluaran bxaya - BLUD

sebagaimana huruf a, hanya berlaku untuk

- biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain
~ dari APBN/APBD dan hibah terikat;

~ 4) dalam = hal terjadi kekurangan anggaran,
© Pemimpin BLUD mengajukan usulan tambahen
anggaran dari APBD kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah ‘sesuai dengan mekamsme
APBD;

5) pemimpin BLUD melaporkan pengeluaran blayav

BLUD yang melebihi plafon anggaran dalam RBA
kepada Bupati;

Pengaturan tentang rekemng Bank

BLUD dapat membuka rekening pada Bank Umum

untuk menyimpan dan menampung s‘*luruh"

- penerimaan pendapatan dan pengeluaran BLUD
. Pergeseran RBA-BLUD

1) pemimpin BLUD dapat melakukan pergeseran‘ |
- anggaran antar rincian biaya operasional, jika

diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas

dan mutu layanan dengan melaporkan bal

tersebut kepada Sekretaris Daerah; ,
2) pergeseran anggaran tersebut- terbatas pada

pengeluaran biaya yang bersumber dari Jasa"

layanan BLUD;

3) pergeseran hanya dlperkenankan dalam satu' o

~ jenis belanja.
. Pengaturan tentang. Bendahara BLUD |

BLUD dapat menunjuk dan rnenetapkan bendahara -
pengeluaran untuk masing-masing sumber biaya -
yang berasal dari APBD dan yang berasal dari

. r=ndapatan pelayanan BLUD.
. Pengaturan tentang Reraunerasi BLUD

BLUD dapat mengajukan usulan remunerasi bagi -

 pejabat pengelola BLUD, Badan Pengawas dan
Pegawai BLUD kepada Bupau dengan berpedoman
pada peraturan perundangan yang berlaku

Pengaturan Lebih LanJut

Ketentuan lehih lanjut secara rinci mengenai
penatausahaan pengelolaan keuangan . dimasing-

masing BLUD d1tetapkan oleh Pemimpin BLUD..
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5. Penggeseran Angvaran

- .

penggeserarn. anggaran sedapat mungkin dlhmdan,

untuk mewujudkan konsistensi perencanaan .
~anggaran dan pelaksanaannya. '

penggeseran antar rincian obyek belanja dalam
obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas
persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Kuangan dan Aset Daerah. «

'penggcscran antar obyek belan]a daldm jenis

belanja dilakukan atas persetujuan Sekretaris
Daerah ~selaku kocramator pengelola keuangan
daerah. v

geseran aaggaran antar unit organisasi, antar

~ kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan dengan

cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

penggeseran anggaran dimaksud huruf b dan ¢
dilakukan dsngan cara mengubah Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD - sebagai dasar

. pelaksanaan, untuk selanjutnya dienggarkan dalam

rancangan peraturan daerah tentang pelubahan

. APBD.

tata cara penggeseran belanja antar rincian obye.l.;
belanja dalara obyek belanja berkenaan dan
penggeseran antar obyek belanja dalam jenis
belanja berkenaan diatur sebagai berikut:

(1) Kepala SKPD mengajukan permohonan untuk
meloekukan penggeseran . anggaran  disertai
dengan - alasan yang dapat .
dlpertanggun'awabkan - kepada Sekretaris
Daerah; .

(2) penggeseran antar rincian obyek belanja dalam |

- obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas

persetujuan Kepala DPPKAD;

~ (3) penggeseran antar obyek belanja dalam 'Jémé
belanja berkenaan dilakukan atas persetujudn .

Sekretaris Daerah

- (4) penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud

pada angka (2) dan (3) dilakukan dengan cara
mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran
- APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD;

penggcseran anggaran antar unit organisasi, antar |

- kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan

dengan cara inerubah peraturan daerah tentang

- APBD;

penggeseran anggaran tidak dapat dilakukan
setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD




B d1tetapkan

‘i tata cara penggeseran antar unit orgamsasx, anta: R

- kegiatan, dan antar jenis belanja sebagal berikut :

e (1)kepa1a ' ’,S_KPD . mengajukan permohonanuv_' R A
penggeseran anggaran e kepada Bupau“: PRI

- melalulTAPD o - e
ST (2) TAPD mengkajx pcrmohonan penggeseran

' terscbut yong °elanJumya merekomendasxkan R

kepada Bupati;

S (3) berdasarkan rekomendasx darl 'I‘APD Bupatl I
- mengajukan permohonan penggeseran kepada L
-DPRD untuk memperoleh persetujuan pimpinan - - .
" DPRD - tentang penggeseran anggaran

mendahulul Perubahan APBD

: .(4) perdasarkan persetujuan - plmpman DPRD S
dimaksud, Bupati melakukan perubahan atas .
Peraturan Bupati tentang Pcnjabaran APBD
“untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancengan =~

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Iv. TATA CARA PEMBERIANIPENYALURAN DAN PERTANGGUNG- o
~ JAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN BAGI
~HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAI-I
- KELURAHAN/ DESA SERTA BELANJA TAK TERDUGA.

A

Belanja Hibah adalah pembcrlan bantuan dalam bentuk uang,‘ ) : -
. barang dan / atau jasa dari Pzmerintah kepada Pemerintah =~ =

BELANJA HIBAH

PR - daerah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah;

 Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara =

‘spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib

~ dan tidak menglkat serta tidak secara terus menerus yang

= bertujuan  untuk menunjang penyelenggaraan : urusan» .
L pemenntahan daemh - : :

?“Belanja Hibah sebagaimana tcrsebut diatas densﬂn

L '_ketentuan

| 1. Pemerintah Dacrah dapat vncmbcvlkan hlbah sesuai-'f"' .
RRPUER kemampuan keuangan Daerah; =~ S
e Pemberian Hibah dllakukan setelah mempnontaskan‘i TR

o pemcnuhan belanja urusan wajib; -

S ,} 3.‘_Pernberxan Hibah dlmjukan untuk menunjang pencapalan'-fv, |

. sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan ]
- memperhatikan azas keadllan, kepatutan rasxonahtas, dan' ».~j, -
. manfaat untuk masyarakat

a4 Pembenan Hibah hams memenuhl kntena palmg sedlklt

,(a) pemntukannya secara spes1ﬁk telah dltetapkan,
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(b) tldak waﬁb udak rnengxkat ‘dan tldak terus menerus

 setiap tahun anggaran, kecuali dltentukan lain oleh . -

Peraturan Perundang—undangan, LT
(c) t1dak dlpergunakan untuk blava operasxonal dan
(d) memenuh1 persyaram penenma hlbah '

Belanja Hibah mharapkan dapat membenkan mleu manfaat-zj. Ea
bagi daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi -
~ pemerintahan, pcmbangunan dan kemasyarakatan, maka =~
“ dari itu pemberion h1bah dxtetapkan dengan ourat o

Keputusan Bupatl ’

1. Bentuk Pemberian thah

(a) Hibah berupa vang dlanggarkan dalam kelompok LT

- belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek

PPKD.

belan_)a hlbah dan nncxan obyck belanja hxbah pada\:"_ co

e ﬂ (b Hibah berupa harang atau jasa dlanggerkan dalam

~kelompok - helanja langsung yang diformulasikan ke |

| - dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam.
~ jenis belanja - barang dan jasa, obyek belanja hibah -

~ barang dan jasa ~berkenaan kepada = pihak

: vkenga/masyaralxat dan rincian obyek belanja hibah - .

R barang atau Jasa kepada plhak ketlga/ masyarakat pada .
i v(c),f} Rmcuan obyck belanja pada huruf a dan b tersebut'

‘ .-'fdan besaran hlb‘ih

atas DPA-PPKD.

- diatas dicantumikan nama. penenma, alamat penerima

(d) Pelaksanaan anggaxfan hlbah berupa uang berdasarkanﬁ-f’_v{

(e) Pelaksanaan anggaran hlbah berupa barang atau Jasa; |

berdasarkan atas DPA~SKPD o

2 Mekanisme o ”Pembéiiain Penyaluran dan
Pertanggungiawaban Hibah._; TR o L

} ,(a) SKPD yang secara fungsional mempunyax hubungan B
tugas dengan Instansi Vertxkal/ Perusda/organisasi semi -

pemerintah/  Ormas/LSM * memverifikasi/meneliti -
- kelayakan/xepatutan terhadap ‘ajuan/  proposal
. permohonan instansi. vertlka.l/ Perusda/orgamsam semi

= pemenntah/ormas/LSM 1 sebelum diusulkan
genganggarannya kepada Bupatx dan tembusan kepada -
APD .

E}I:gg pembenan hlbah tersebut d1tuangkan dalam -

(c) hxbah dltetapkan dengan Keputusan Bupatx
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(d) pemberian  hibah  dilaksanakan dengan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah yang sekurang-kurangnya
memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian
hibah dan jumnlah uang yang dihibahkan, hak dan
kewajiban, tatacara penyaluran/penycrahan hibah dan

tatacara pelaporan hibah. : .

() hibaii "dalam bentuk uang kepada instansi vertikal
(seperti kegiatan TMMD,. pengamanan daerah, dan
organisasi semi pemerintah) dipertanggungjawabkan
oleh penerima hibah dalam bentuk laporan realisasi
penggunaan dana  hibah, surat = pernyataan
tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang
‘diterima telah digunakan sesuai naskah perjanjian
hibah daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya. : R ‘ - i ‘

. (f) hibah dalain bentuk uarng kepada organisasi non
'~ pemerintah  dan  masyarakat  dapat dilakukan
pemberiannya melalui transfer dana kepada pencrima

hibah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti

tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan

dana tersebut sesuai naskah perjanjiar hibah daerah.

(g) hibah dalam bentuk barang modal, proses pengadaarn
barang dilakuken oleh SKPD, yang kegiatannya
dimasukan pada kelompok Barang dan Jasa,
‘selanjutnya dipertunggung jawabkan dalam bentuk
kwitansi bermetcrai cukup dan bukti tanda terima .
barang, Surat Perjanjian Hibah yang ditandatangani
oleh Bupati dan persyaratan lainnya yang sudah diatur
- dalam Surat Perjanjian Hibah. ’ - o o

(h) penerima hibah dalam bentuk uang mengajukan
permohonan pencairan kepada Bupati melalui SKPD
pengelola kegiatan, dengan tembusan Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

~ yang terlebih dahulu dilakukan penelitian kelerigkapan
~adminstrasi oleh SKPD pengelola kegiatan yang memuat
antara lain : j . '

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

(2) permol.onan pencairan dana; . ’

(3) nomor rekening penerima hibah disertai copy buku
rekening giro/tabungan yang masih aktif; :

(4) kwitansi bermeterai cukup; }

(5) Rencana Kebutuhan Barang (RKB).

() Penerima Hibah diwajibkan untuk : |
(1) bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang
- 'dan atau jasa yang diterimanya; - = o -.

(2) menggunakan dana hibah sesuai peruntukkannyé
yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati
. dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah; =
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- (3) menyaxnpaikan : lapoi'an - pertanggungiaWaban

 penggunaan

dana hibah kepada Bupati melalm Kepala uKPD o

- pengelola dengan tembusan DPPKAD.
(i) Pertanggung;awaban penerxma hibah meliputi :

1. bukti  pengeluaran/pembelanjaan (kwitaﬁsil

bermeterai dan dilampiri nota pembelian);
bukti setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku
foto-foto / dokumentasl kegxatan yang bersangkutan;

" 4. rekapitulasi- penggunaan dana  hibah yang
~ ditandatangani oleh penerima hibah; :

S. 'zpcran  pertanggungjawaban dilaksanakan paling

Ba yind

lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran e

berakhir,

}6- laporan Pel‘tanggunglawaban d1buat x"angkap 3 (tlga,)

yaitu:

a) asli dlsampalkan kepada Bupatl melalm kepala .

_~ SKPD pengelola;
~ b)tembusan dlsampalkan kepada Kepala DPPKAD;
7. penerime - hibah  sebesar atau lebih  dari

Rp.1.000. 000 000,00 (satu milyar ruplah) harus

diaudit oleh auditor mdepcnden,

8. hibah yang diberikan sccara bertahap akan dlproses
setelah penerima .~ menyampaikan  laporan

- pertanggungjawaban penggunaan hlbah tahap
sebelumnya. A

B. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Adalah pembenan bantuan berupa uang/barang dan
Pemcrintah Daerah kepada . 1nd1v1du, keluarga, kelompok

‘dan/atau masyarakat yang 'sifatnya tidak secara terus

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi Jari
‘kemungkman terjadinya resiko sosxal

Bantuan sosial diberikan kepada anggota/ kelompok
masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dilakukan
setelah memiprioritaskan pemenuhan belunja urusan wajib
dengan memperhatikau asa keadilan, kepatutan, rasionalitas

 dan manfaat untuk masyarakat serta d1tetapkan dengan

Keputusan Bupati. , .
Bantuan sosial yang diberikan kepada individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat harus sudah jelas nama, =

alamat dan beraran rupiahnya dalam penyusunan APBD
kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak depat direncanakan sebelumnya, apabila ditunda

penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih

besar bagi 1nd1v1du dan/atau keluarga yang bcrsangkutan
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Bantuan sos1al yang dxanggarkan dalam APBD dllaksanakan
sebagai berikut : , ,

1. Kriteria Bantuan Sosial

a) Selektif : :
Bahwa bantuan sosial hanya dlbenkan kcpada calon.

penerima yang ditujukan untuk mehndung1 dari
kemungkinan resiko sosial , ‘
b) Memenubhi persyaratan penerima bantuar.

Bantuan sosial diberikan kepada penerima bantuan o

yang memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam
wilayah administrasi Pemerintah Daerah berkenaan.
c) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. :
‘Bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus dlberlka.n_.
- setiap tahun anggaran. Adapun dalam keadaan tertentu
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
d) Sesuai tujuan penggunaannya
Bantuan sosial bertujuan meliputi : rehabilitasi sosial,
" perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan
sosxal penanggulangan kemxskman ~ dan"

2. Mekanisme Penganggaran, ' Penyaluran dan
Pertanggungjawaban bantuan - o
2.1 Penganggaran |

-a) Anggota/kelompok masyarakat tnenyampaikan
usulan tertulis kepada Bupati; o

b) Kepala Daerab menunjuk SKPD terkait untuk
: melakukan  evaluasi usulan tertulis dari
- anggota/ketorcpok  masyarakat tersebut dan
selanjutnya mengadakan evaluasi terhadap usulan
~dimaksud yang hasilnya berupa rekomendasi

- kepada Bupati melalui TAPD.

¢) TAPD memberikan pertxmbangan atas rekomenddsx
R dari SKPD terkait sesuai pnorltas dan kemampuan
Keuangan Daerah

d) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan

: TAPD tersebut menjadi dasar pengalokasian
anggaran bantuan sosw.l dalam KUA/PPAS dan
RAPBD - ,

2.2 Pclaksanaan den Pcnatau.,ahaan '

" a) Pelaksznaarn anggaran ‘bantuan sosial berupa uang
berdasarkan atas DPA-PPKD sedangzkan anggaran

bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas
DPA-SKPD

b) Bupati meretapkan daftar penenma dan besaran
bantuan  sosial dengan  Keputusan Bupati
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dy

berdasarkau Peraturan Daerah tentang APBD dan

. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Penyaluran/penyerahar. bantuan - sosial
didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial
yang tercantum dalam Keputusan Bupati
sebagaimana huruf b, kecuali bantuan sosial-
kepada individu dan/atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya. |

SKPD Pengelola Bantuan menyusun jadwal
kegiatan penyaluran dana dan memberitahukan
kepada pcnenma bantuan - untuk mel»ng,kapl ,
persyaratan pencairan dana. :

pencnma bantuan mengajukan permohonan_

pencairan dana kepada Bupati dengan tembusan 3

kepada . Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan

- Keuangan dan Aset Daerah dilengkapi dengan :

| »_h)

(1) surat permohonan pencairan dana dan
pimpinan kelompok/ anggota masyarakat;

(2) nomor rekening penerima bantuan dilampiri .
buku rekemng Bank Daerah Jateng yang ma31h
aktif;

~ (3) berita  Acara dan watans1 bermeteral'

“ Rp 6.000,00;

(4)1 rencana penggunaan dana.
.(5) surat pernyataan kesanggupan menyampmkan

laporan penggunaan dana yang ditandatangani
‘oleh pimpinan kelompok/ anggota masyarakat.

“SKPD pengelola bantuan meneliti kelengkapan

administrasi bantuan - selanjutnya
merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala
Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah untuk pencairan dana bantuan tersebut ;

- Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat

direncanakan ‘sebelumnya didasarkan pada
permintaan tertulis dari individu dan/atau .
keluarga yang bersanglrutan atau surat keterangan -
dari pejatat yang berwenang serta mendapat
persetujuan Bupati sctelah d1vcr1ﬁka31 oleh SKPD
terkait.

Penyaluran Dana Bantuan Sosxal kepada penelima
bantuun sosial dilengkapi dengan kuxtansx buktx ,
penerimaan uang bantuan sosial. =

2.3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

a)

Penerima  bantuan sosial berupa  uang
menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan
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 terkait -

. tembusan kepada SKPD- terkaxt' - sedangkan - - |
. penerima ~ bantuan  sosial ~berupa barang - .

- menyampaikan laporan penggunaan bantuan
-~ sosial kepada Kepala Daerah melalm Kepa.la SKPD, o T

b) vPertanggunglawaban Pemenntah Daerah atas‘f‘ L

o pemberlan bantuan soswll meliputi :

usulan dan calon penenma banruan qoszal» | B
‘kepada Bupatl ‘ L '

_ - Keputtman Bupatx tentang penetepan daftax RPN

. penerima bantuan sosial |

- Pakta Integritas dan penﬂnma bantuan uosml S
- yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang = =~ =
. ‘dltenma akan digunakan sesuai dengan usulan -~

. }"'berupabarang ] -
o c) penerima bantuan sosial bertanggunglawab secara

. bukti transfcr/penyerahan uang atas pemberian
j%.,bantaan sosial bterupa uang atau bukti scrahv- R
- terima barang atas pembenan bantuan sosxal TR

~ formal dan rnatcnal atas penggunaan bantuan e
sosial  yang dxtcnmanya, ) pertanggujawaban TR

o penenrna bantuan sosnal mehputx

- laporan penggunaan bantuan sosml Ih '
: pcnerxma bantuan sosml - L

- - surat pemyataan tanggung Jawab yang SRR
- menyatakan bahwa bantuan sosial yang

, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

. bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau -
- salinan bukti serah terima barang bagl peneruna -
. bantuan sosial berupa barang .

o ,d)-npertarggung]awaban penerxma bantuan sosnal o

- diterima telah dlgunakan sesuaJ dengan usulan T
o v‘_;vbuktpbuku pcngeluaran yang lengkap dan s ah o

' disampaikan kepada Bupati paling lambat tangg al
7iG bulan Januari tahun anggaran ‘berikutnya, -

5 V}perundang-undangan TN S
- e} pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosaal" |

kecuali  ditentukan Iam sesual pcraturan o '} ] - o

- scbagaimana huruf ¢ disimpan dan dipergun L L

 oleh ‘penerima bantuan SO« .1a1 selaku obyck .

pemenksaan S

c. BELANJA BAGI HASIL PENDAPATAN PAJAK DAERAH/ EERE A

v RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

" Belan_]a bagi hasil pendapatan pdjdk daerah/ rctnbusx daerah S

kepada desa merupakan bagxan dan bag1 hasﬂ pendapatan pajak L
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o -Vfivf"daerah/ retrxbusx daerah yang dlkcmbahkan kepada desa sesua;".:;-‘ R

- ‘»dengan ketentuan perundang—undangan

o Mekanisme Pencairan Dana Bagx Hasxl Pajak/ Retnbus1 chadai, o

Pemermtah Desa:

a berdasarkan DPA yang telah dxsahkan Baglan Pemenntahan o

 Desa “dan Kelurshen Sekretariat Daerah Kabupaten

: Karanganyar menyiapken Keputusan Bupau tentang Bagi S
© Hasil Pagak/ Retnbusx dengan tembusan kepada Kepala o

~ DPPKAD;

- Daerah Kabupate’l Karanganyar membuat a;uan untuk-
. pencairan = dana berdasarkan = realisasi = pendapatan
. Pajak/Retribusi ‘yang telah masuk rekening Kas Umum

- ° Daerah ' Kabupaten Karanganyar kepada Bupati dengan

b. Kepala Bag1an Pemermtahan Desa dan Kelurahan Sekrebamatﬂf-“ o

L tembusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan E o

N ‘dan Aset Daerah;

c Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset o )
.. Daerah mengkaji dan meneliti kclcngkapan administrasi '

- sebaga’ persyaratan sahnya permohonan pencairan dana dan -

S yang berlaku;

A ‘selanjutnya dlproscs sesuax ketentuan pcrundang-unda.ngan e : o

LT d. Kepala Dmas Penddpatan Pengelolaan Keuangan dan Aset o

“Daerah ~menyalurkan dana bagi hasil pendapatan

pajak/retribusi daerah melalui Bagian Pemerintahan Desa =~

© " dan Kelurahan Setda Kabupaten Karanganyar “selanjutnya :

el melakukan transfer ke Rekenmg masmg—masmg Desa AR

s ~tersebut. ,
D. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DL Belanja Bant“an Keuangan kepada Deaal Pemerintah

Desa

Bantuan Keuangan merupakan salah satu bentuk-?vfi .; L

N 3 mstrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah =
. daerah dengan pemerintah desa yang didasarkan pada -

o : ’pertlmbangan - untuk  mengatasi  kesenjangan - sosial,

-~ .membantu pelaksanaan urusan pcmermtahan desa yang

ot ‘tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan

S maupun yang berszfat khusus -

- daerah, baik untuk kepentingan yang bcrsxfat umum : R o

Bantuan yang ‘bersifat  umum - dlpemntukkan dan’ R

i 'ilpenggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemenntahv o

SR Daerah/Pcmenntah Desa penerima bantuan.

‘Bantuan yang bersifat khusus - peruntukan dan o -

e "_'penggunaannya diarahkan /ditetapkan oleh Pemerintah

© Daerah pemheri bantuan serta dapat mensyaratkan _:  ,  '
o *:'jpenyedxaan dana pnndampmg dalam APBD atau anggaran o

R o pendapatan dan belanja desa pcncnma bantuan. » o
. Bantuan Keuangan disalurkan Iangsung ke rekenmg Kas

. E‘Daerah/rekenlng Kas Desa dan penggunaannnya e
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dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggung ja“fabkah' |
- sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daeral.

Bantuan keuangan yang diberikan kepada desa merupakan
bantuan dalam rangka pemerataan pembangunan dan/atau
- peningkatan kemampuan' keuangan desa yang meliputi
Dana Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Kesejahteraan
- Kepala Desa dan Perangkal Desa, Tambahan Penghasilan
Tetap serta bantuan keuangan lainnya.

' Mehnisme penyaluran dan pertanggungiawaban

1) semua bantuan keuangan dari Pemerintah Da»rah,
kepada desa disalurkan melalui Kas Umum Daerah dan
harus masuk dalam rekening Pemorm..ah Desa dan :
dituangkan dalam APBDesa ; : '

: 2) persyaratan dan mekanisme pencairan dana :

(a) persyaratan dan mekamsme pencairan dana ADD '
diatur dalam Peraturan Bupati terszndiri;

~ (b) persyaratar dan mekanisme penyerahan bantua.n
kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa,
tambahan penghasilan tetap dan leunnya dlatur ICblh
lanjut dengan Psraturan Bupati;

(©) pef'syaratan dan mekanisme pcncalran bantuan
keuangan lainnya, sebagai berikut :

(1) Surat permohonan pencalran Kepada Bupatl
: dilampiri Nomor Rekemng atas nama Pemenntah.
Desa, : :

(2) Berita Acara dan kw1tan81 bermeterai 'cukup’
rangkap 4 {(empat) lembar;

(3) Rencana Anggaran Blaya, j‘adwalv “dan lokasi
kegiatan; :

- 3) Bupati atau Pejabat yang dltun_luk secara berkala

melakukan monitoring dan - evaluasi dalam rangka -

pengendalian dana bantuan keuangan kepada desa; -

' 4) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penggunaan’
dana bantuan keuangan berdasaxkan ketentuan yang
berlaku ’ o

D.2. Bantuan Keuangan kepada Partal Politik

.~ Mekanisme Penyaluran dan Pertanggtmgjawaban Bantuani E
kepada Partai Politik : : .

a) penyerahan bantuan keuangan kepada partm pohuk ‘
dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten
Karanganyar atas nama Bupati kepada Ketua dan
Bendahara Partai Politik atau sebutan lamnya,
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" b) penyerahan bantuan tersebut 'dengan ' persyaratan
administrasi: : : ,

(1) surat keterangan bank yang menyatakan memlhkl-
Nomor Rekening Bank atas nama Partai Politik atau
sebutan lainnya; -

- {(2) surat tanda terima uang bantuan yang dxbuat dalam a
~ bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh
_Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan
lainnya dengan menggunakan kep  surat dan
cap/stempel Partai Politik; :

(3) berita ‘acara serah terima dibuat dalam rangkap 4

- (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan

- Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Karanganyar
sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara
Partai Politik atau sebutan lamnya sebagal thak’
Kedua.

¢) laporan pcnggunaan bantuan keuanga.n Partax Pohtlk

Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Pohtlk
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
Kesbangpol dan Linmias Kabupaten Karanganyar dengan -
tembusan disampaikan kepada Ketua Kormsl Pemilihan
Umum Kabupaten Karanganyar

'E. BELANJA TAK TERDUGA

‘Bclanja tak terduga merupakan belanja/ kegtatan yang sﬁ'atnya
- tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan
gangguan terhadap stabilitas pcnyelenggaraan Pemerintah
-Daerah demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan

tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam’

dan bencana sosial yang tidaik diperkirakail' sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebjhan penenmaan daerahf
tahun-tahun sebelumnya yang telah tutup. ’

1, 1 Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Belauda Tak
- ‘Terduga. -

1. Belanja Tek Terduga dlgunakan untuk mendanai
tanggap darurat, penanganan bencana alam, bencana
- sosial dan pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup
dan mempertimbangkan prioritas kebutuhan serta
menghmdan tumpang tindih pendanaan.

2. tata cara pemberian dan pertanggung Jawaban belanja.’
- tak terduga diatur sebagai berikut: -

(a) kepala SKPD atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan
menyampaikan laporan kepada Bupati tentang
“adanya bencana alam dan/ atau bencana sosial :
- serta kebutuhan dana untuk penanganannya; o

(b) berdasarkan laporan tersebut Badan
Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD)
Kabupaten Karanganyar, SKPD yang terkait dengan .
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e ~ lama 1 (satu) bulan dlbentahukan kepada DPRD

benca.na sosxal ,
(d) persyaratan untt.k pencauran dana

- bencana; -

S bencana sosml melakukan klanﬁkas1 dan mengkajl- R

~ kebutuhan dana yang diajukan, selanjutnya.
 dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan - .
 persetujuan/ keputusen: dan dalam waktu palmg R

(o) atas ‘dasar . persetu;uanf Keputusan Bupau Dinas SR

. Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Vrnenylapkan kelengkapan ‘administrasi  untuk
mereahsasxkan dana bencana alam dan atau' oL s

(1) Surat P°rmohonan Pencan‘an Dana Badan
' Penanggulangan Bcncana atau SKPD terkaxt e e T

(2) Berita Acara dan sztansxl bermaterm “ukup" S

. . rangkap 4 (empat) lembar;"
~ (3) Surat Pernvataan Bencana Alam dan Bupau

| »(e})' 5pertanggung]awaban pcnggunaan bantuan

‘atas penggunaan = dana tersebut dan = wajib

. menyampaikan laporan realisasi penggunaannya

" kepada Bupati dan atau ke SKPD yang ditunjuk

- selaku l'oordmator penanganan b(mtuan bencana .
~ tersebut; :

) (f)  pengembaliar atas kclebnhan penernnaan daerah |
*tahun sebelumnya yang telah dxtutup, -

. dari Kas Daerah: . -
,- fjv":: L. ‘surat permohonan penankan dana keleblhan setor dan -

' "‘.-v_'-Kepala SKPD dan/atau BPBD bertanggung;awabi_'.m

12 Adapun persyamtan untuk penarikan kelebihan setor IR

Kepala SKPD kepada Bupati, dcngan dxlampm tanda'f_ L -

o '} ~ bukti setoran yarg lengkap dan sah ; , .
2. ' berdasarkan - surat petmohonan tersebut selan_)utnya
. Inspektorat. inelakukan pemenksaan terhadap kebenaran
-+ kelebihan setor terssbut; . .- o
EE < v'surat persetujuan dan Bupatx atas penarlkan keleblhan '
IR setor tersebut yang berupa Surat chutusan Bupati; - .

2 4. atas dasar Surat Keputusan Bupatx tersebut Bcndahara

' Pengeluaran PPKD membayar se;umlah dana penarikan -

~kelebihan setor yang = dilengkapi dengan Lkwitansi
bermaterai cukup dan Benta Acara dengan rangkap 4
a (empat) leinbzar;

. 5. pengembalian dana keleblhan setor dxbcbankar pada' .
Belan_]a tak terduga P .

- Pedomon Pengtausahaon Pelaksanaon APBDTA2013 =~ 66-91 -



6

IV.,PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN APBD T
A. Pe!aksanaan Pengadaan ang/Jasa SKPD. :) _: " .

pelaksanaan pengadaan barang/jasa - berpedoman : pada‘;,,
 Peraturan Presiden Nonior 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan -

L ‘Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa

-kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 -

‘tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

.

:., ‘Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah dan o
”blv_fj‘Peraturan perundangan yang lam .o o -

-»Dalam pengadaan barang “dan Jasa hendaknya selalu-
 memperhatikan ketentuan yang ‘berlaku khususnya dalam =~
‘menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang ‘nilai - -
 manfaatnya - kurang dari 12 (dua belas) bulan ‘dalam

~ melaksanakan' program dan keglatan pemenntahan daerah, -
. termasuk barang yeng -akan dxscrahkan atau ch_]ual kepadd S
»,masyarakat atau fihak ketiga. - R T
. Penganggaran yang masuk kelompol;' barang dan jasa;

- dimaksud pada nomor 2 meliputi bclan_}a barang pakai habis,
_bahan/ matenal jasa . kantor, ‘premi asuransx,perawatan Clh
‘kendaraan bermotor, = cetak/penggandaan, sewa = .
rumah/ gedung/ gudang/ parklr, sewa sarana moblhtas sewa .

alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,

' makanan dan 1ninuman, pakalar dinas dan atributnya,
pakaian ketja pakaian khusus - dan harx-harx tertentu,

- perjalanan dma per]alanan ‘dinas - pmdah tugas dan -
_pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-

lain - pengadaan barangljasa, belanja lainnya yang sejenis = .
serta pengadaan barang yang  dimaksudkan untuk S

diserahkan atau dijual kepada vnasyarakat atau pihak ketiga..

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membuat
paket kegiatan/ pekerjaan dalam rencana umum pcngadaan,

- barang/ jasa kegiatan dan anggaran, o
. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna , Anggaran agar R
“mengumumkan rencana  umum pengadaan barang/jasa = -
~dimasing-masing = SKPD - secara terbuka dalam papan} e
~ pengumuman resmi maupun di website; . S
. setiap SKPD agar menentukan paket-paket pcker_]aan yang
- pelaksanaan pengadaan barang/jasanya - dilakukan oleh =~ - ¢
_kelompok kema ULP sx.caxa electromk (E~Procurement) mclalul‘ e

~“LPSE; S _
. setiap SKPD agar mcnunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat/ ST

- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; - - ’

Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/;asa Wa_ubf. )

s menetapkan kelompok kerja ULP untuk: P
- (1) Pengadaan  Barang/ pekerjaan konstruks1/_]asa lamnya_ﬁ L

- dengan nilai dxata‘ Rp 200 000 OOO 00 (dua ratus Jutaiv B

o ~. rupiah);

" (2) Pengadaan Jasa konsultanm dengan nilai dlatas” :

Rp S0. OOO 000 00 (hma puluh 1uta ruplah)
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8 tugas Pokok dan Kewenangan ULP / Pejabat Pergadaan
meliputi : .

menyusun rencana pemilihan penyedxa barang/ Jasa,

menetapkan dokumen Pengadaan;

menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; :

. mengumumkan pelaksanaan barang/jasa di website

(www.karanganyar.go.id) dan papan pengumuman resmi

untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untu.k

diumumkan dalam portal pengadaan nasional.

e. menilai kuahﬁkasl penyedia barang/jasa melalui -

Prakualifikasi ' ’ = '

asip‘..m

. atau Pascakualifikasi; v
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga
o terhadap penawaran yang masuk; ‘ ' :

- g. Khusus untuk ULP Tugas dan Keweﬁangan juga:
' 1} menjawab sanggahan; .
2) menetapkan penyedia barang / jasa untuk :

(a) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket
pengadaan barang/pekerjaan - kontruksi/jasa .
lwaiinya  yang  bernilei  paling tinggi Rp
100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah); '

(b) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket
pengadaan jasa konsultansi yang bernilai- paling
tinggi scbesar Rp 10.000.000.000,00 (sepulub
milyar rupiab);

(c}) menyerahkan salinan dokumen pemxhhan pcnyedxa

_ barang/jasa kepada PPK; :

(d) menyimpan dokurnen asli pemilihan penyedla
barang/jasa.

h Khusus Pejabat Pengadaan mempunyal tugas :
1) menetapkan penyedia barang/jasa untak :

(a). penunjukan langsung atau pengadaan Iangsung

- untuk  paket pengadaan - barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tmgglj
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

(b) penunjukan langsung atau -pengadaan langsung
untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang
bernilai paling tmggl ]p 50 000. 000 ,00 (lima puluh
juta rupiah). :
(1) Pengadaan langsung dapat dxlakukan terhadap

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya yang bernilai paling tinggi . Rp
- 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan
~ ketentuan sebagai berikut :
- merupakan kebutuhan operasional SKPD;
- menggunakan teknologi sederhana; ’
~ mempunyai resiko kecil dan/atau;
~ dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa
- usaha orang/perorangan dan/atau badan
usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali
untul: paket pekerjaan yang menurut
kompetensi teknis yang tidak - dapat
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koperasi kecil.

- konstruksi/jasa lainnya. -

 dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.

- maksud untuk menghindari pelengan.

o atau kontrak

Permhhan Penyedla Barang/Jasa kepada PPK

;..3) mcnyerahkan . dokumen Cashi pemlhhan périyédla
~ barang/j Jasa kepada Pengguna Anggaran,’Kuasa Pengguna .
Anggaran | S = o e

dlpenuh1 oleh usaha rmkro usaha kec11 dan‘_ ‘ .}

o (2) Penun;ukan Iangsung atau Pengadaan langsun: - S
- dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku =~
‘dipasar kepada ~penyedia barang/ pekegaan“f B

" (3) Penunjuken langsang atau Pengadaan langsung BERRRREN

' (4) PA/KPA -dilarang. menggunakan - mecode N
IR penunjukan langsung atau pengadaan langsung, O
- sebagai alasan - untuk memecah paket
- pengadaan menjadi beberapa paket dengan S

© {5) Untuk ‘pengadaan. barang/pcker_]aan o
. kon'strukm/_]asa lainnya dengan nilai diatas. Rp
~©'50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan =~~~
~ Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan untuk =~
~jasa koneultansi dengan nilai diates Rp =~ -
- .10.000.000,00 (sepuluh juta) sampai denganRp =~ 0
-50.000.000,00 (hma puluh Juta) dengan SPK'V

L  '2) menyampalkan hasﬂ Pemﬂlhan dan sa‘man Dolcurnelfx - .' s

4) membuat lapoxan mengena; proses dan hasﬂ pengadaan‘, 5"- ;  ' o
' barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna EE

~ Anggaran;

- :_i‘.'}"membenkan pcrtanggun ajawaban atas pelaksanaan kegxatan j

pengadaan - barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa . 'v -

" Pengguna Anggaran

9 Surat Pertanggunglawaban (SPJ) dalam rangka pengadaan'v’ B

_‘barang/‘]asa adala oebagal benkut

:“"»’ﬁ’f‘.{:“zva} Untuk pembchan/pengadaa*x barang/Jasa dengan mla1 |

‘nominal sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lxma juta o

T : mpl ah) surat pertan ogung]awabannya berupa

(1) nota pembehan : yang : dltandatangam o]eh o

 PA/KPA/PPK, PPTK, Bendahara, :

SKPD

Pengeluaran/Bendahara , Pengeluaran - Pembantu . ;
o maupun ‘oleh Pengurus barang/ Penylmpan Barang Coa

(2) untuk belanja makan dan mmum, belanja ba.han '
~ bakar mmyak fotocopy, sewa kendaraan, sewa .
gedung/hotc] ‘sewa perlengkapan lainnya,
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pemasangan iklé;h/baliho, spanduk surat
pertanggungjawabannya nota tanpa tanda tangan‘
pengurus barang/penyxmpan barang. -

b) pembehan/ pengadaan  barang, peker_jaan konstruksl dan -

jasa lainnva dengan nilai nominal diatas Rp
-5.000.000,00 (lima = juta rupiah) sampai dengan Rp
15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) surat

pertanggungjawabannya yaitu berupa kwitansi bermaterai

- cukup yang dilampiri nota pembelian/pengadaan
- barang/jasa dan ditandatangani oleh PA/KPA/PPK, PPTK,
- Bendahara Pengcluaran/ Bendahara =  Pengeluaran
Pembantu, pencnma uang (penyedia barang/jasa) maupun
oleh Pengurus barang/Penyimpan Barang SKPD, serta
Berita Acara Penerimaan/pemeriksaan Barang/Jasa oleh
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pengadaan.

c) untuk pembelian/pengadaan barang/jasa dengan nilai
- nominal diatas Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
~ sampai dengan”RpQO0.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dan untuk jasa konsultansi dengan nilai nominal sampai-
dengan Rp 50.000.000,00 ({lima puluh juta) surat
pertanggung jawaban (SPJ) : v '
. 1) surat pemberitahuan dari PPTK kepada Pengguna :
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  tentang
: pengadaan barang/jasa melalui PPK-SKPD; '
2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran selaku
Pejabat Komitmer tentang pengadaan barang/jasa
membuat  surat perintah tentang pengadaanv;
barang/jasa: :
-3) berdasarkan surat perintah tersebut Pejabat Komltmen
memberitahukan kepada Pejabat Pengadaan untuk'-‘ ;
melakukan survey; -

4) berdasarkan hasil survey Pejabat Pengadaan membuat
surat pemberitahuan kepada penyedla barang/j Jasa :
' untuk membuat surat penawaran; ' -
5) pemasukan surat penawaran kurang lebih selama 3
~ (tiga) hari; |

. 6) Pejet2t.Pengadaan mengadakan evaluasi teknis dan.

harga terhadap penawaran yang masuk dan klarifikasi- -

serta negosiasi dengan membuat berita acara dan
penyusunan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
- (BAHPL);
~7) Pejabat Pengadaan mcnetap}.an dan mcngumumkan '

penyedia jasa yang menang dan memenuhi persyaratan '

yang telah ditetapkan; :

8) .Pejabat Pengadaan mengusulkan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPPBJ (Surat -
Penunjukan Penyedia Barang,'Jasa);

9) IS—‘eJabat Pembuat komxtznen mencrbltkan SPK berdasar

PPBJ;

o 10) berita acara penenmaan/ pemenksaan barang/Jasa atau o

jasa konsultanm oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
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11) PPK-SKPD  melaporkan  kepada = Pengguna
;,Anggaran/Kuasa - Pengguna Anggaren bcrdasarkan Lo e i

_'Berita Acara  Hasil = Pemeriksaan/Penerimaan
. ,ba:ang/ Jasa dari Pe_labat Penerima hasil pekerjaan,

o - berita . acara penerimaan  barang/jasa oleh

o Penyxmpan/ pengurus barang milix = daerah untuk

o daerah

© . konstruksi dan jasa lamnya ‘dengan nilai nommal Rp
B ,200 000.000,00 (dua ratus juta rupiah) keatas dan untuk

o selanjutnya dicatat dalam buku 1nventans barang' o SRR

0 kel penguan e, ok

~ jasa konsultansi dengan nilai nominal Rp 50.000.000,00 .
o (lima puluh juta) keatas, surat pertanggun.awaban (SspJ) -
- berupa Surat Perjanjian/ Kontrak dilengkapi kwitansi -~

”,,bermateral cukup serta dltandatangam oleh PA/KPA/PPK,

 PPIK, Bendahara Pengeluaren/Bendahara Pengeluaran»'}'_""f' -

' Pembantu maupun oleh Pengurus barang/Penyimpan

Barang SKPD, serta bukti administrasi lain yang lengkap -  ', . e
-~ dan sah serta Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa oleh -
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaun sesuai dengan ketentuan -

. yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5£ -
Y’I‘ahun 2010 sterta perubahannya ‘ . .

pcngadaan barang/ jasa BLUD berpedoman pada ketentuan

© pengadaan barangfjesa yang dltetapkan olen Permmpln._'; S

' BLUDdan disetujui oleh Bupati;

: '::ketentuan pengadaan barang/ jasa yang dltetapkan pemnmpm-
BLUD  dimaksud harus dapat menjamin ketersediaan =

_barang/j jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses

. ‘pengadaan yang sederhana  dan cepat serta mudah

. menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung.‘;- .
kelancaran pela_{anan BLUD; o R

12. pengadaan barang/ Jasa yang dananya berasal dan hlbah","f

o pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan .

B ,"’5'ﬁpember1 hibah;

- terikat, dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan

* barang/jasa yang berlaku bag1 BLUD Sepanjang dlsetujm R

RO 13.',vpengadaan barang/Jasa BLUD dllakukan oleh Pc_]abatf” S

e : .5;: vpengadaan yang dxbentuk oleh Permmpm BLUD

B BELANJA PERJALANA.N DINAS :

B ‘1.1 Belanja naﬁalanan dmas diberikan berdasarkan ‘Surat

Surat Penntah Pexjalanan Dmas Pej abat yang bersangkutan

Perintah ~ dari Peiabat yang terkait dan dilengkapi dengan. | ‘, '_"f'vf-:,f

2 Bentuk ~ surat pertanggung _]awaban ‘untuk keg'atan o

per_]alanan dmas mehputz surat penntah undangan (]lka
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oam T

ada), SPPD daftar penenmaan uang pe’jalanan dlnas,
- kwitansi/nota ‘hotel (jika menginap dan dibayerkan sesuai

L dengan kwitansi hotel ), tiket bus/ tiket kereta api/ tiket kapal o

S laut/ tiket pesawat udara. Khusus bagi perjulanan dinas luar s

R propinsi/ luar negeri- : boarding pass (untuk moda
" transportasi pesawat udera), nota bensin (uka menggunakan

'i  kendaraan dinas atau kendavaan pribadi), printout bukti
- .pembayaran taksi/tiket kendaraan umum atau nota sewa‘ S

e ' kendaraan untuk transportas1 lokal

C. SISTEM AKUNTANSI PADA PPK~SKPD .
1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

- prosedur akuntansx anenmaan kas pac'a SKPD rnchpuu_. ;
. - serangkaian proses 1nula1 dari pencatatan, penggolongan, =
- peringkasan sampai dcngan pelaporan keuangan yang

" berkaitan - dengan —penerimaan kas dalam ‘rangka - -
SN pertanggungjawaban ~‘pelaksanaan APBD  yang dapat. L
~ dilakukan secara manual atau . menggunakan aplmam S

o komputt‘r progrem SIMDA

S :(1)fungsi yang  terkait dalam prosedur akuntansi o

penerimaan kas pada SKPD adalah s
1) Bendahara Penenmaan T R
(2) Pejabat Penatausahaan Kcuangan SKPD (PPK-SKPD)
(3) Kuasa BUD/Kas Daerah " S P ,
T (4 Bldang Akuntans1 ' g c

L | ,'(2)Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang dlgunakan dalam prosedur akuntansx»

pcnerxmaan kas pada SKPD, terdiri atas :

e __l)f ‘Surat 'I‘anda Setoran (uTS) atau bukn penenmaan_‘ o

. lainnya yang dlpersamakan

. merupakan dokumen vang dzbuat oleh Bendahara R

.- Penerimaan, Bendahara = Pembantu Peneriraaan =
- dan/atau fihak ketiga yang dipergunakan untuk @ =
‘menyetor - penerimaan Pendapatan Asli Daerah,

o ~pada PT. Bank Jateng. -

a | dan nota kredxt bank.

o 'Bayar atas transaksi PAD; |
-3 Rekap1tulas1 Penenmaan Hauan (RPH)

- pengembalian belanja, dan pengembalian sisa dana
uang persediaan ke Rekenmg Kas Umum Daerah R

'} 2)  Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP), buktl transfer_. o

merupakan dokumen yang dlbuat olch Bendahara K o
© 7 krPenerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu -~ -~
 sebagai tanda bukti yang dzbenkan kepada Waj1b e

merupakan dokumen yang dibuat oleh Bendahara", e

Penenmaan atau Bendahara Penerxmaan Pembantuv
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unt.uk memngkds terhadap penenmaan PAD yang""}: o

S bukti penerlma'in*lya berupa kar01s/ strok

4) |

‘Laporan _pertanggungjawaban  SPJ Fungswnalf-j' SRS
- maupun SPJ Administratif Bendahara Penenmaan, L e
~ merupakan. dokumen yang dlbuat oleh Bendahara*_: BRI
.»'Penenmaan R o o R
c. Catatan yang Dig'unakan o

Catatan yang digunakan da}am prosedur akuntan31 . Y

penenmaan kas pada SKPD terdiri atas :

(‘)

 transaksi atau kejadian penerimaan Pendapatan Asli - o
ol Daerah, pengembaiian belanja, dan pengembahan eisa’
dana uang - persediaan. Pencatatan buku Jumal -

Buku Jurnal Penenmaan Kas , v e
dxgunakan untuk mencatat dan menggolongkan semuaf

P berdasar Surat i‘anda Setoran (STS): e

ERR dlgunakan untuk mempostmg semua transaksx dalam S
rekenmg tertcntu yang telah dxcatat dalam Buku A,
- Jurnal; - ) A , o A
'Bul{u Besar Fembmtu

: dlgunakan untuk mencatat rincian obyek yang telah_}:_, ol
“dicatat dalam buku 1urna1 berdasar dokumen A

Buku Besat'

- transakSI atau kejadxan penerlmaan kas

1)

. ~ nomor buktl ST% ke dalam Buku Jurnal Pencnmaan - AR

d. UraianProsedur o LT e I
PPK-SKPD m°ncatat “STS yéing " ditenma dari

Bendahara Penerimaan berdasar urutan tanggal dan

. f»'(a} Kas d1 Bendahara Penexnnaa.n' d1 debet dan

Pendapatan di Kredit (untuk men\,atat penenmaan;'z R N

pendapatan di SKPD);

"-'_(b) RK PPKD di debet dan Kas di Bendalara

Penerimaan di Kredit {untuk mencatat Penyetoran ‘j

- dari Bendahara Penerimaan ke Kas daeral‘)

‘,'b'_Kas diBendahara Penerimaan xxm; e

Pendapatan o »._;"' o “ )o:xx

o _RKPPKD T xxxx o

v";';:vv"Catatan pada saat setoran Pendapatan tersebut
diterima di Rekemng Kas Umum Daerah, Akuntansi: B
PPKD mencatat “ Kas di Kas Daerah di Debet dan PR

Kas di Bendahara Penenmaan o oo

. “RK sxpn sesuai nama SKPD di Kredit “

Apab:la terjadi  pengembalian  atas kelebihan

1 penyetora'1 pendapatan yang texjadl pada pcnodc :
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9.

3)

4)

tahun berjalan maka PPK--SKPD mencatat transaksi
pengembalian tersebut dengan menjumal “ Akun
Pendapatan ....... “di Debet dan ¢ RK PPKD di Kredlt :

Pendapatan ssvusen . . XX)Q( . v

Catatar. : pada saat pengembalian kelebihan

pendapatan tersebut dilakukan melalui Rekening
kas umum daerah, Akuntansi PPKD akan mencatut -
transaksi tersebut ”"RK SKPD” di Debet dan “Kas
Daerak” di Kredit.

 Jika pengembahan kelebihan pendapatan tcrsebutv

bersifat tidak berulang dan terkait dengan pendapeatan
periode tahun sebelumnya, SKPD tidak melakukan
pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Akuntansi -
PPKD dengan menjurnal “ SILPA” di Debet dan “Kas
di Kas Daerah” di Kredit. :

Buku Jurnal selanjutaya dlpostmg (dlpmddh dan o

dicatat) ke dalam ‘buku bcsar sesuai dengan kode--

‘rekening berkenaan,

Buku Besar ditutup setiap akhir bulan, Jumlah debet
dan kredit dipindahkan pada bulan berikutnya;

saldo (schsih debet dan kredit) akhir tahun buku besar

masing-masing kode rekening obyek dlpmdahkan | v

. men)adl saldo awal tahun berxkutnya,

5)

6)
7)

8)

9)

 Buku Besar dipergunakan sebaga1 dasar
- penyusunan Laporan Keuangan SKPD;

PFK-SKPD juga mencatat rincian obyek yang telah |

- dicatat dalam buku jurnal ke dalam buku besar

pembantu berdasar bukti STS;

Buku Besar pembantu ditutup seﬁap akhir bulan, -
jumlah debet dan _kredit dlpmdahkan pada bulan
bemkutnya

saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun buku besar ,
pembzntu masing-masing kode rekening rincian obyek
dipindahkan menjadi saldo awal tahun berikutnya.

Selanjutnya total setiap periode dipergunakan sebagm | i

up sﬁang terhadap total Buku Besar;

SKPD setiap akhir periode membuat dan meng'nmka.n

laporan penerimaan kas dari Bendahara Penerimaan
SKPD kepada PPKD c/q Bidang Akuntansi selarrbat—
lambatnya tanggal 10 bulan benkutnya .

2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

- Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD mehpun
serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongaa,
permgkasan sampai dengan pelaporan keuangan yang
berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka
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pertanggungjawaban pelaksanaan' APBD dapat dilakukan o

secara manual atav menggunakan aplikasi program
komputer SIMDA. -

(1)Fungsi - yang  terkait dalam proscdur akuntansi
- pengeluaran kas pada SKPD ade!lah : ' -

Q) Bendahara Pengcluaran,
(2) PPK- SKPD; |
3) Bldang Pcrbendaharaan dan Kas
(@) Bidang Akuntansi.
(2) Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam prosedur aliuntansi =
pengeluaran pada SKPD, terdiri atas : -

1) SP2D, Uang Fersediaan (UP), Ganti Uang (GU},
- Tambahan Uang (TU) dan Langsung (LS)
- merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bldang
Perbendaharaan dan Kas Daerahuntuk pencairan
- uang pada  FT. Bank Jateng Cabang Karanganyar
~ yang merupakan bukti pengeluaran kas. |
2) Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj) .
merupakan dokumen beserta lampiran dan bukti-

bukti yang sah yang dibuat oleh Bendahara - :

Pengeluaran dan dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD
untuk dizjukan penandatanganan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa = Pengguna . Anggaran sebagai
pengesahan surat pertanggung jawaban belanja dari
Bendahara Peng\,luaran

(3) Catatan yang Dlgunakan o v .

 Catatan yang dxgunakan dalam prosedur akuntanSI
pengeluaran kas pada SKPD terdiri atas :
‘1) Buku Jurnal Pengeluaran Kas

digunakan untuk mencatat dan mcnggolongkan
semua trensaksi atau kejadian penerimaan dan
pengeluaran kas belanja UP/GU/TU dan LS yang
dikelola Bendahaxa Pengeluaran

2) Buku Bcsar

' dxgunakan untuk mempostmg semua transakm dalam
rekening tertentu yang telah dicatat dalam Buku
Jurnal , .

3) Buku Besar Pembantu

digunakan untuk mencatat rincian obyek yang telah
dicatat dalam -buku jurnal berdasar dokumen
transaksi atau kejadian pengeluaran kas,

(4) UraJan Prosedur

1). FPK-SKPD menerima SP2D-UP/GU/TU dan SP2D-LS
dan Pengesahan SPJ berdasar urutan tanggal dan
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- Jurnal Pengeluaran Kas.

~ transaksi tersebut dengan menjurnal  “Kas di -
~ Bendabara Pengeluaran dx Debet dan “RK PPKD” d1 g
Kredit. Yook :

" nomor buktl STS/SPQD mencatat kedalam Buku’_

~ Berdasarkan SP2D- UP/GU/TU PPK-SKPD mencatw'{ S

. Kas di Bendahara Penqeluaran - g xxxx .

"RKPPKD ~ m

~ dengan jurnai ¢ “Belanja ...” di Debet dan “Kas dx s
f'Bendahara Pengeluman d1 Kredxt ) ,

. Belanja.. ook

'»'Kemudxan secara berkala PPK-SKPD menenma SPJ :
. dari Bendahara Pengcluaran, berdasarkan SPJ dan
. bukti transaksi tersebut PPK-SKPD mencatat =

AR Kas di Bendahara Pengeluaran : xxxx
’ .:’Berdasarkan SP2D LS PPK-SKPD mercatat dengan B

vLaJumaI

>(1) » Kas di Bendahara Pengeluaran di Debet dan
- RKPPKD” di Kredlt o

(2 ”Belanja ......... " di Debet dan ”de di Bend'lhara'
- Pengeluaran” di Kredit N
T Kas di Beudanara Pengeluaran ;’ S xxxx U

- RKPPKD T e

Ka’diB""d“h“"“Pengeluaran B

. _»lKredlt

- " Catatan : pada saat terjadi pembayaran belanja SP2D- S
LS, PPK-SKPD di Debet dan Kas dl Kas Daerah” dz L

" Untuk SP2D-L‘5 Ga_u dan Tunjangan, esklpur.. dcmalll'f .

| ~ yang diterima oleh Pegawai adalah jumlah netto
~ (setelah dikurangi potongan), namun PPK-SKPD tetap

bidang akuntan51 PPKD. . ‘
. Catatan : Pada saat transfer gajz dan tunjangan dan o

. mencatat belaria gaji dan tunjangan dalam jumlah R
~ bruto. 'PPK-SKPD tidak perlu” mencatat potongan =~ - -
 tersebut karena pencatatannya sudah d11akukan seksn I

o rekening Kas Daerah, PPK-SKPD akan mencatat L

" Pada saat potongar tersebut ditransfer ke rekening

potongan terhadap - gaji dan tunjangan dengan -
' 'menjurnal * Kas di Kas daerah” di Debet dan *
. hutang Perhiﬂmgan Fihak Ketiga (PFK)” di Kredit.

 yang terkait, maka transaksi terseput akan dijurnal - ’};

- "Hutang PFK” di Debet don "Kas di Kas Daerah”di
- Kredit,

.  ‘Untuk SP2D- LS Barang dan Jasa, sermgkah terdapat

" potongan pajak sehmgga dana yang dlterlma oIeh |
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.} plhak ketlga adalah Jumlah netto (setelah dlkuranpl}' RO
. potongan pajak} namun PPK-SKPD tetap mencatat = =
belanja tersebut dalam Jumlah ‘brutto. PPK-SKPD =~ =

B kemudian - mencatat potongan terscbut sebagau o
. Hutang dan di Jumal wnum. SR o

| Kas di Bendahara Pengeluaran - >ocx.x
- Huta:nquiak. ..‘..'.."..* T - - S

" Ketika bukti setor (SSP) -telah dlterlma dtlakukan' S
L }penghapusan hutang pa_]ak dengan jurnal o

| 'Hutang Pqiak...'..',;,: R xxxx

' aset tetap, PPK-SKPD juga mengakm penambahan

- - dan ”Dunvestasnkan dalam Aset Tetap dx Kredlt o
_jBelarUa Modal AT s xxxx o

| ‘:‘Av‘set..' ........ sessisronsersarene e e xxyx S
| Diinvestasikan dalam Aset tetap XXXX

" Khusus untuk transaksi belanja yang mcnghasrlkan e

 aset dengan men_}umal "Aset . weesnseeness” di Debet : :";f -

Kas di Bendahara Pengeluaran ':?_O'G;Dﬁ ( E

o Untuk penambahan nilai aset, berdasarkan ‘bukti e

' memorial, PPK-SKPD mengalkui penambahan aset

"' :"."dengan menjurnal pada jurnal umum ” Aset ............ T
o u»bet dan ”D11nvesta31kan dalam Aset Tetap chv e

~Kredit. e
‘Aset T xxxx

Dalam hal pungurangan aset berdasarkan bukt1
_memorial, PPK-SKPD mengakui pengurangan aset

o B d1 Debet dan "Aset ...... " di Kredlt I
Aset tetap et e DR SR

) Buktl . mcmonal sekurang»kurangnya 'mem wat
: mformasx . ‘ ‘ e

I - Jemo. / nama aset t°tap

‘Kode "ekcnmg terkait
KIasxﬁkasu dset tetap o
Nllau asct tctap dan A

Tanggal transakSI '

Ditnves‘asikan dalam aset teta,p oo "

| ~dengan menjurnal "Diinvestasikan dalam aset. tg,tap

B 2).”Buku Jurnal selanjumva dxpostmg ke dalam buku

- bcsar sesuai dengan kode rekening berkcnaan

o - 3); Buku besar dltutup setiap akhir bulan, Jumlah debet
R dan kredlt dlplndahkan pada bulan ber*kutnya
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: ;:'4);‘ Saldo (selﬁsxh debet dan kred1t) akhzr tahun buku o
~besar  masing-masing * kode  rekening - " obyek

. _dxpmdahkan menjadi saldo awal tahun benkutnya '

- Laporan Keuangan SKPD.
S t6).f PPK-SKPD juga mencatat rincian obyek yang telah |

S 5). 'Buku Besar dmergunakan oebagal dasar penyusunan 5 .

- dicatat dalam buku jurnal ke dalam buku besar -
. pembantu berdasar bukti SP2D dan pengesahan SPJ.

o - 7). Buku besar p°mbantu dltutup setiap akhir bulan,' . B
~ jumlab debet dan kredlt dxpmdahkan pada bulan f

' vbenkutnya

L . 8). Saldo (schszh debet dan kredlt) akhxr tahun buku
' besar pembantu masing- masing kode rekening rincian:

~obyek dxpxndahkan menjadi . saldo  awal tahun o
o berikutnya. Sclanjutnya total setiap periode .
. dlpergunag:an sebagal u31 sﬂang terhadap total Buku Lot

9). Saldo akhu- buku’ besar pembantu dlpmdahkan

. sebagal saldo awal periode berikutnya. Selan‘]utnya',;" RS
_total setiap periode dipergunakan sebagau UJI sﬂang,:

o : terhadap total Buku Besar B - |
o 10) SKPD  setiap akhir perlode j membuat dan' o

mengirimkan = laporan pengeluaran - j kas dan
pertanggung)awaban Belanja . dari Bendahara
- Pengeluaran SKPD kepada Seksi Bxdang AkuntanSI

SER selambat-lambatnya tanggal 10 bulan benkutnya
3 Prosedur Akuntansi Aset Tetap/ ang Milik Daerah

© Prosedur akuntansi aset tetap pada ‘SKPD mellputl"_

: :i - scrangkaxan proses mulai dari pencatatan, penggolongan,

peringkasan - sampai “dengan - pelaporan  akuntansi = atas R
~perolehan, pemehharaan, rehabilitasi, perubahan Klasifikasi o
~ aset tetap yang dikuesai/digunakan SKPD. Selanjutnya

B ',,_untuk penambahan aset ‘antara lain = dari- pembehan, L

_kontrak maupun swakelola, hibah,dan dari satuan mlmmum‘_’
- kapitalisasi asset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi

"‘f'akuntanm o
a Fungs1 yang Terkalt

. dan renovasi yang besarannya dltetapkan dalarn kebuakan R

. Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntans1 aset tetap LT
. - pada SKPD adalah fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan e T

'Bidang Akuntansi dan Aset Dac. rah pada DPPKAD
: _Dokumen yang Dlgunakan AR e

 Dokumen yang digunakan dalam Prosedur akuntansi aset: e

~ tetap pada SKPD, adalah Bukti memorial, yang RS
- merupakan dokumen untuk mencatat transaksr oo

o dan / atau kejadlan yang berhubungan dengan aset fetap
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b Catatan yang Dlgunakan _ .
Catatan yang digunakan dalam prosedu" akuntans. aset
tetap pada SKPD terdiri atas : . ‘ .
1) Buku Jurnal Umum

. ‘digunakan untuk mencatat dan menggolongkan sxf*muaj |
 transaksi atau kejudian yang tidak dicatat dalam jurnal
~ penerimaan ka's maupun Jurnal pengeluaran kas

2) Buku Besar R | |

 digunakan untuk mempo»tmg .,eixlua tranéaksx dalam

 rekening berkenaan yang tclah dxcatat dalam Buku
~Jurnal Umum. ' ,

3). Buku Besar Pembantu

dlgunakan untuk mencatat rmcxan obyek yang telah
dicatat dalam buku Jumal N : o

e Ura1an Prosedur .

"1). PP -SKPD membuat buktl mcmonal atas transaksr
atau kefadian yang berhubungan dengan asct tetap

~ antara Jain beruipa berita acara penerimaan barang,
 berita acara serah terima barang, berita - acara
’ penyelesalan pekex;.aan : ‘ . :

-2). Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat -
. informasi mengenai jenis/nama asset tetap, kode
- rekening, klasifikasi asset tetap, ‘nilai asset tetap,
- tanggal transaksi dan/atau ke_ladlan

- 3). PPK-SKPD mencatat bukti memorial dalam buku
“jurnal umum. Untuk penambahan nilai asset, dibuat
~ jurnal umum Aset didebet dan Diinvestasikan dalam
~ asset tetap d1 kredxt _ .

: CAset dieeeninne. S ooocx B
N Dinvestasikan dalam Aset tetap .... zoxxx
B Dalam hal pengurangan aset dibuat jurnal-~
‘Diinve'stasikan dalam Asset tetap | 'm |
| Aset tetap RN AR  XRXXK

4) Buku Jurnal Umum selan_]utnya dxpostmg ke dalam-
buku besar sesuai dengan kode rekening berkenaan.

5). Buku besar ditutup setiap akhir bulan, jumlah debet |
dan kredit dipindahkan pada bulan berikutnya.

6). Saldo (sehslh debet dan kredit) akhir tahun buku
-besar  masing-masing  kode = rekening  obyek
dipindahkan men_]adx saldo awal tahun benkutnya '

7). Buku Besar dlpergunakan sebagm dasar penyusunén"' '
'Laporan Keuangan SKPD.

8). PPK-SKPD juga mencatat rincian’ obyzk yang telah
dicatat dalam buku jurnal ke dalam buku besar
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pembantu herda"sér?{bukti memorial.
9). Buku besar pembantu ditutup setiap akhir tulan,

jumlah debet dan kredlt dlpmdahkan pada bulan
 berikutnya. '

- 10).Saldo (selisih debet dan kredlt) akhu‘ tahun buku-‘

~ besar pembantu masing-masing kode rekening rincian
obyek dipindahkan menjadi saldo awal tahun
berikutnya. SPlanJutuya . total setiap pericde
dipergunakan sebagau uji sﬂang terhadap total Buku -
Besar. : . :

" 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain ls.as - pada SKPD mehputl o

- scrangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, v
. peringkasan sampai dengan pelaporan keuangan yang
- berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas
- yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan :
- aplikasi computer SIMDA. o .

h (1) Fungsi yang Terkait v
; ~Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansx selain kasf :
- pada SKPD adalah fungsi akuntansi pada Pejabat
B Penatausahzan Keuangan SKPD (PPK-SKPD),
"~ (2) Dokumen yang Digunakan o
’ ‘Dokumen yang - digunakan dalam prosedur akuntansi
selain kas pada SXPD, adalahh Bukti memorial, yang
merupakan dokumen  untuk mencatat  transeksi
- dan/atau kejadian = selain kas. -
- (3) Catatan yang Digunakan - :
Catatan yany digunakan dalam prosedur akunta.n31 selain
- kas pada SKPD terdiri atas ‘ -
(1) Buku Jurnal Umum ‘ .
digunakan untuk mcncatat dan menggolongkan semua
transaksi atau kejadian yang tidak dicatat dalam
jurnal pencnmaan kas maupun Jumal pengeluaran
- kas. : g
(2) Buku Besar . : : ‘
~ digunakan untuk memposting semua transaksi dalam
rekening tertentu yang talah dlcatat dalam Buku ,
Jurnal Umum. :
(3) Buku Besar Pembantu ‘ .
-~ digunakan untuk mencatat rincian obyek yang tclah‘
dicatat dalain buku jurnal. . :

@ Uraian Prosedur

(1) PPK-SKPD membuqt buk'a memonal ates tranc aksi ‘
atau kejadian selain kas antara lain : :

(a) Koreksi kesalahan pencatatan,
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- (b) Penerlmaan donasi selain kas,

(c) Pelepasan hak atas aktiva tetap tanpa konsekuen31 '
kas;

(d) Penenmaan a.ktwa tanpa konsekuens: kas

(2) PPK-SKPD -mencatat bukti memorial dalam buku -
jurnal umum.

(3) Buku Jurnal Umum selanjutnya dlpostmg ke dalam,;
buku besar sesvai dengan kode rekening berkenaan. -

(4) Buku besar dltutup setiap akhir bulan, Jumlah debet
dan kredit dipindahkan pada bulan berikutnya.

o (5) Saldo (sehslh debet dan kredit) akhir tahun buku.
- besar masing-masing  kode rekemng obyek'
dipindahkan menjadi saldo awal -

(6) Buku Besar dxpcrgunakan sebagax dasar penyusunan .
Laporan Keuangan SKPD., , :

(7) PPK-SKPD juga mencatat rincian ol-yek yang .elah
o dicatat dalam buku jurmal ke dalam buku besar»
I pembantu berdasar bukti memorial,

(8) Buku besar pembantu ditutup setiap akhir bulan,

- jumnlah debet. dan kredit dxpmdahkan pada bulan
benkutnya ’

(9) Saldo (selxslh debet dan kredlt) akhn' tahun buku
besar pembantu masing-masing kode rekening rincian
obyek dipindahkan menjadi saldo awal tahun '
berikutnya. Selanjutnya ~ total setiap periode
dipergunakan sebagai uji sﬂang terhadap total Bul'uv
Besar. : :

2 D. S.@ieni Akuntansi pada Dinas Pendapatan * Pengelolaan -
Keuangan dan Aset Dacrah selaku Satuan Kerja Pengelolaan '
Keuangan Daerah (SKPKD).

1. Proscdur Akuntansx Penenmaan Kas.

' Prosedul akuntansi penerimaan kas pada SKPKD mehputl:’
serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan,
peringkasan sampai dengan' pelaporan keuangan yang
berkaitan dengun - penerimaan kas dalam rangka
pertanggung]awaban pelaksanaan APBD yang - dapat
dilakukan = secare manual atau menggunakan aphkam
komputer program SIMDA.

2. Fungsi yang Terkait dalam ProsedurAkuntansx Penenma.an vl C

Kas pada Bidang Akuntansi adalah

(1) l§1dang Perbendaharaan dan Kas Daerah (selaku lcuasa
UD), .

(2) Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan;
(3) Bldang Penabxhan, Keberaten dan Pemenksaan Pajak
(4) Bidang Akuntansx
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VR

(1)

Dokumen yang Dlgunakan

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansx :
penerimaan kas pada DPPKAD selaku SKPKD adalah :

(1) Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penorimaan :
Lainnya yang Dipersamakan ~

merupakan dokumen yang dibuat oleh Bendahara
'Penerimaan, Rendahara Penerimaan Pembantu
dan/atau Fihak Ketiga yang dipergunakan untuk
menyetor penerimaan Pendapatan Asli Daerah ke
Rekening Kas Umum Daerah pada P’I‘ Bank Jateng>
Cabang Karanganyar. »

(2) Bukti Transfer dan atau Bukti Penerimaan Lainnya ‘

merupakan dokumen atau bukti atas penerimaan
Dana Periinbangan dan Lain-lain Pendapaten yang -
sah yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. . :

B 3) Laporan Posisi Kas Harian.

@

Catatan yang digunakan

Catatan yang digunakan dalam prosedur akuntansx
penerimaan kas pada fung31 Akuntansx DPPKAD terdiri

. atas:

~ (1) Buku Jurnal Penerimaan Kas

dlgunakan- urtuk mencatat dan menggolongkan
semua transaksi ‘atau kejadian  penerimaan
Pendapatan Daerah yang telah diterimna rekening kas -
umum daerah berdasar bukti STS dan bukti transfer
yang diterima cari Bidang Perbendaharaan dan Kas.

(2) Buku Besar

digunakan untuk memposting semua transaksi délam
rekening berkonaan ‘yang telah dlcatat dalam Buku
Jurnal.

(3) Buku Be#ar Pembantu

3)

dlgunakan untuk mencatat rincian obyek yang telah
dicatat dalam buku Jurnal berdasar dokumc.n,
transaksi atau kejadian penerimaan kas. :

Urman Prosedur

(1) Bidang Akuntansi menerima Lapcran Posisi Kas
Harian dari Bidang Perbendaharaan dan Kas
Daerahuntuk Laporan = Pendapatan - Dana
Perimbangan, Lain-lain Penerimaan yang Sah dan
Pembiayaan Penerimaan. ‘

- (2) Fungsi Akuntansi BUD menerima dan mencatat

bukti STS dan bukti transfer berdasar urutan tanggal
dan nomor kedalam Buku Jurnal Penerimaan Kas, '

(3) Bidang Akuntansi membuat Buku Jumal pada setlap
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dengan kode rekenmg bcrkenaan

dan kredit dlplndahkan pada bulan benkutnya

dlpxndahkan m°n3ad1 saldo ewal tahun benkumya. N |

Lapora.n Keuangan Pemerxntah Daerah

- jurnal ke dalam buku besar pembantu berdasar buktl' B
- STS dan bukti transfer e

(8) ‘Buku besar pcmbantu dxtutup setlap akhxr bulan,

berlkutnya

akhlr bulan dlpostlng ke dalam buku besar sesuaJ P U
(4) Buku besar ditutup setiap akhir bulan Ju'nlah debet"',‘l o

- _5_:‘(5) Saldo (Selis1'1 debct dan kredxt) akhu' tahun’ bukuf AR
. _besar masing masing kode ‘rekening obyek

(6) Buku Besar dipergunakan sebagai dasar penyusunan v L

(7) Bidang Akuntansi DPPKAD | juga: mencatat rincian o e
~ obyek penerimaan yang telah dicatat dalam buku =~

jumlah debet dan kredlt dlpmdahkan Pada bulan o

S (9) Saldo (sehsxh debet dan kredxt) akhir tahun buku"_i} e

‘besar pembantu masing-masing kode rekenmg rincian

}vo‘byek dipindahkan mcnjadl ‘saldo  awal tahun - :
-~ berikutnya. Selan_]utnya “total 'set1ap ‘periode . -
dlpergunal’an sebagal UJI otlang tcrhadap tOtal Bukuv —

Besar

3 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kns |

: af;_}DPPI;AD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan,
- penggolongan, peringkasan sampai ~dengan pelaporan

" Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Bxda.ng Akuntansx,/‘} R

o '-',f;';;keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam
. .- rangka pertanggung;awaban pelaksanaan AFBD yang dapat .~
- dilakukan sccara manual Latau. menggunakan ' aphkas;, EEEE

S j;f‘fkomputer | o
(1} Fungs1 yang Terka1t L

Fung31 yang terkait dalam prosedur akuntan31 -
pengeluaran kas pada SKPKD adalah : -

(1) Bidang Perbendabaraan dan Kas,‘ A
(2) SKPD; e '
SR (3)B1dangAkuntanol i IR
B “ (2) Dokurnen yang digonakan S

Dokurnen yang dlgunakan dalam prosedur akuntans1 .  7

pengc.luaran kas pada SKPKD, adalah

" Surat Perintah Penr'alran Dana (SP2D) o
- merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bldang

- Perbendaharaan dan Kas Daerahmerupakan bukt1
pengeluaran kas, o
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(3) Catatan yang Dlgunakan

Catatan yang digunakan dalam prosedu" akumanm |
pengeluaran kas pada Seksi Akuntans1 DPPKAD terdiri
atas : .

(1) Buku Jurnal Pengeluaran Kas

digunakan untuk mencatat dan menggolongkanv
pengeluaran kas berdasar SP2D .

 (2) Buku Besar

dxgunakan untuk mempostxng semua transa.kS1 dalam
, rekemng tertentu ya.ng telah dxcatat dalam Buku
Jurnal. v R .

(3) Buku Besar Pembantu . o
" digunakan untuk mencatat rincien obyek yang telah

dicatat dalam buku jurnal berdasar dokumen

~ transaksi atau kejadlan pengeluaran kas.

- 4) Uralan Prosedur

(1) Bidang Akuntansi DPPKAD menerima bukn SP2D dari
Bidang  Perbendaharaan dan = Kas. Bidang
- Perbendaharaan DPPKAD menerbitkan bukti SP2D .
dan didistribusikan kepada SKPD, Banl' Jateng dan

Rekanan.

(2) SKPD melakukan import data SP2D dan server untuk
dimasukkan ke aplikasi SIMDA Keuangan di SKPD

(3) Fungsi akuntsnsi BUD memasukkan bukti SP2D
yang sudah cair, berdasarkan Rekening Koran (RC)
- bank jateng ke aphkam SIMDA Keuangan.

4) Fungsi Akuntansi DPPKAD mencatat dalamn buku -
- jurnal pengeluaran kas berdasar bukti SP2D. ‘

(5) Bidang Aluntansi mempostmg Buku Jurnal ke dalam
~ buku besar sesuai dengan kode rekemng berkenaan '
~ Setiap akhir bulan. - :

(6) Buku besar ditutup setiap akhir bulan, Jumlah debet '
dan kredit dipindahkan pada bulan benkutnya

(7) Saldo (sehslh debet dan- kredit) akhir tahun buku
- besar  masing-masing kode rckening obyek
dipindahkan menjadi saldo awal tahun berikutnya.

(8) Buku Besar dipergunakan sebagai dasar penyusuna.n
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(8) Buku besar pembantu dltutup setiap akhir bulan,
jumlah dzsbet dan kredlt dlpmdahkan pada bulan
berikutnya.

(10) Saldo (selisih debet dan kredlt) akhxr ‘tahun buku
besar pembantu masing-masing kod~ rekening rincian
obyek dipindahkan mecnjadi saldo awal tahun
benkutnya Selanjutnya  total setiap . periode -

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD TA 2013 _ - 84-91



R

(%

dxperguna'(an sebagau UJI sﬂang ternadap total Buku
Besar. ' c '

4. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Prosedur akuntansi aset tetap pada Bldang Akuntansf

- DPPKAD meliputi serangkalan proses pencatatan dan
pelaporan akuntansi atas perolehan, - pemeliharaan,

rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan
klasifikasi terhadap aset tetap yang digunakan dalam rangka

- penyusunan Neraca Daerah yang dapat dilakukan secara

manual atau menggunakan apl.kas1 prograrn SIMDA.-
(1) F‘ungsx yang Terkait -~ - ' ST B .
' Fungsi yang terkait dalam prosedux akuntansi aset tetap
adalah Bidang Akuntansx dan Aset Daerah DPPKAD dan
"SKPD. - o . o
(2) Dokumen yang Dlgunakan

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansx aset
tetap pada Bidang Akuntansi dan Aset Daerah DPPKAD,

-~ adalah Bukti Memarial yang merupakan dokumen untuk

" mencatat trans aksx dan/atau kejadxan yang berhubungan
: dengan aset tetap '

(3) Catatan yang Dlgunakan , , S .
Catatan yang digunakan dalam prosedur aklmtanSI aset

’ tetap pada Bidang Aset Daerah terdlrx atas : -
(1) Buku Jumal Umum ’ '

digunakan untuk mencatat dan menggolongkan_
‘semmia transaksi atau kejadian yang:berhubungan °
‘dengan as~st tetap berdasarkan buk*a memonal

- (2) Buku Besar -

-digunakan untuk memposting semua transaksx dalam
rekening tertentu yang telah dlcatat dalam Buku
- Jurnal Umum.

(3) Buku Besar Pembantu |

' dlgunakan untuk mencatat rincian obyek yang telah
- dicatat dalam buku Jumal berdasar bukti men‘onal

(4) Ura1an Prosedur

1). Bidang aset daerah DPPKAD membuat buktl memonal
‘atas transaksi atau kejadian yang berhubungan
dengan aset tetap. '

~ 2). Bidang asset ‘daerah DPPKAD mencatat bu'm
. memorial dalam buku jurnal umum, ' ‘

3). Buku Jurnal Umum sclanjutnya dxpostmg ke dalam
buku besar sesuai dengan kode rekening berkenaan,

4). Buku besar dltutup setiap akhir bulan, jumlah debet .
dan kredit dipindahkan pada bulan berikutnya.

~ 5). Saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun buku
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" _'8). Buku besar p"mbantu dltutup setlap akhlr bulan o i
© jumlah debet dan kredlf dlpmdahkan pada bulan: SEEEE

5 , . S
‘ : Prosedur akuntansi * selain | kas pada Bzdang Akuntan°1 o
°  DPPKAD meliputi serangkaxan proses mulai dari pencatatan,
Ry 'penggolonpan, peringkasan - sampai dengan - pelaporan = =
~ - .keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau
- kejadian selain kas yang dapat dnakukan secara manual atau L
SRR menggunakan aphkas1 computcr SIMDA B

'ﬁ'-‘i‘;v;(l) Fungsu yangTerkmt HE S CC T A
' Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntanm selam kas: o

besai' masmg-masmg N "k‘odé “ rekemng obyek e
L ;»:dlpmdahkan menjadi saldo awal tahun berxkutnya e
. 6). Buku Besar d:pcrgunakan sebaga.1 dasar penyusunan N

~  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

o 7) '.Bldang Alzuntansi dan asset DPPKAD Juga mencatat F
-~ rincian obyek penerimaan yang telah dicatat dalam L
_ buku jurnal ke dalam buku besar pernbantu berdasar: B

.~ bukti STS dan buktx transf°r o

o berikutnya. -

. 9). Saldo (sehs1h “debet dan kredlt) akhlr tahun buku]jv e T
. besar p»mbantu masing-masing kode rekening rincian =~
- obyek dipindahkan ,mcnjadx saldo_ awal  tahun : .
" berikutnya. S“lanjutnya - total  setiap periode

o dlpergunakan sebaga.l u31 sﬂang terhadap total Buku
~ Besar. : o |

Prosedur Akuntnnsi Selain Kas S

~ adalah Bidang Akuntansi DPPKAD

v :,:“»‘-5‘::'{2v);Dokumen yang Dlgunakan e : e -
"~ Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntans1 S

- selain kas pada Bidang Akuntansi, adalah Bukti.

Memorial, yang merupaken dokumen )’an'lr mencatatff S
~ transaksi dan/ atau kq]adlan selaun kas R ,

3) Catatan yang Dlgunakan | , S . , |
© . Catatan yang digiuinakan dalam prosudur akuntanSI selamv '

kas parin Bidang Akuntansi terdm dan

(1) Buku Jurnal Umum

jdlgunakan ‘untuk rriericatat dan mcnggolongkan’

L ~pengeluaran kas perdasar buktx memorlal

' (2) BukuBesar . AT
. digunakan untuk mempostmg semua transakm dalam R

3 v‘ - rekening tertentu yang tclah dlcatat da!am Buku -'
- Jurnal Umum. ' - . ”

~(3) Buku Besar Pembantu

- digunakan untuk mencatat rinman obyek yang telah}‘f .

L :‘ dxcatat dal'im buku Jumal berdasar bukt1 memonal
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(4) Uraxan Prosedur

(1) Bxdang Akuntansi DPPKAD membuat bukti memorial
atas transaksi atau kejadian selain kas. .

(2) Bxdang Akuntansi DPPKAD mencatat transaksx etau
~ kejadian kedalam jurral umum berdasar bukti
memorial. . _ o _

(3) Buku Jurnai Umum selanjutnya dzpostmg ke dalam
- buku besar sesuai dengan kode rekening berkenaan.

(4) Saldo akhir buku besar masing-masing kode rekening -
dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya |

(5) Buku Besar dipergunakan sebaga1 dasar penyusunan
Laporan Keuangan Pemeuntah Daerah. : .

(6) Bidang Akuntansi DPPKAD juga mencatat rincian
obyek yang telah dicatat dalam buku jurnal ke dalam

| buku besar pembantu berdasar bukt1 memorial, ,

(7) Saldo akhir . buku besar pernbantu dxpmdahkan.
~sebagai szldo awal periode berikutnya. Sclanjutnya

total setiap periode dipergunakan sebagai UJl silang
terhadap total Buku Besar. .

. - Koreksi Kesalahan

1. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadl pada.
- periode berjalan, ‘baik yang mempengaruhi posisi kas

maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada

akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
' 2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada

‘periode-periode sebelumnya .dan mempengaruhi posist kas, . @

- apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan,
- dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau
akun belanja dari periode yang bersangkutan. .

3. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehmgga "
~mengakibatkan penerimaan kembali belanje) yang tidak -
- berulang yang tPIjadl pada periode-periode sebelumnya dan
. mempengaruhl posisi kas, serta mempengaruhi secara
material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan
periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan -
pembetulan pada akun pendapatan lam-lam, akun aset serta
~ akun ekuitas dana yang terkait.

" 4, Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
- mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang : tidak
berulang yang terJadl pada periode-periode sebelumnya dan |
rncmpengaruhx posisi kas dan tidak mempengaruhi secara

- material posisi aset selain kas, apablla lzporan kevangan
- periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan nada akun pendapatan lam-lam - '

-

S. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak:
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetalan
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pada akun ekuitas dana lancar.

Koreksi kesalahan yang ‘tidak berulang yang teljad1 pada i
periode-periode sebelu:nnya dan tidak rnempengamh1 poslsl
kas. -
K»salahan penode sebeiumnya harus dumgkapkan sexta o
dijelaskan alasannya deﬂam penyauan pelaporan keuangan,

Koreksi atas kesalahan jang t°xjadx dalam penode akuntasi

sebelumnya tidak memerlukan penyajian kembali pelaporan
keuangan penodc akuntansi yang bersangkutan.

V PERTANGGUNNAWABAN FELAKSANAAN APBD

A. Laporan Realisasi anulanan

1. PPK—SKPD menyampalkan La'aoran Realisasi 'I‘uwulanan

Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD kepada Pengguna

~ Anggaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pengguna Anggaran/ Fengguna  Barang menyampaxkan‘
laporan realisasi -triwvulanan kepada Kepala Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

| - PPKD sebagax bahan = penyusunan laporan realisasi

semesteran  paling lama 10 {sepuluh) hari Ferja sctclah

N triwulanan tahun anggaran berkenaan berakhir.

. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kcuangan dan Asctf

Daerah selaku PPKD menyusun laporan realisasi triwulanan

dengan cara menggabungkan seluruh laporan triwulanan

‘:- anggaran Pendapatan dan Belunja SKPD palmg lambat

~ minggu kedua bulan terakhir penyampaian laporan

triwulanan berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris

" Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan realisasi triwulanan disampaikan kepada Bupati

~ paling lambat minggu ketiga bulan terakhir penyampaian -
laporan triwulanan berkenaan sesuai dengan Format c-22

atau dengan laporan format program SIMDA.

B. Laporan Reahsasi Semeuter Pertama .

1.
 anggaran pendapatan dan bclanja SKPD disertai dengan
- Prognosis untuk 6 {enam) bulan berikutnya paling lumbat 7
- {tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran

berkenaan - berakhir  disampaikan  kepada Pengguna.

PPK-SKPD menylapkan Laporan Rea11saS1 Semester pert:mxa

Anggaran/Pengguna Barang untuk ditetapkan ‘sebagai
laporan realisasi semester pertarna anggaran pcndapatan c'an ’
belanja SKPD. '

. Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyampalkan L

laporan realisasi semester pertama kepada Kepala Dinas

- Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai
 dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester
pertama tahun anggaran berkenaan berakhir, tembusan

~ laporan realisasi semester pertama dikirimkan kepada .

Inspektorat Kabupaten Karanganyar
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Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah menyusua laporan realisasi semester pertama APBD

‘dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi
. semester pertama. anggaran pendapatan dan belanja SKPD
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
‘berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah
“selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosxs
untuk 6 {enam) bulan berikutnya disampaikan kepada Bupati

" paling lambat' minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran

berkenaan untuk ditetapkan sebagau lanoran realisasi

~semester pertama APBD dan prognos1s untuk 6 (enam) bulan

berikutnya.

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognoms
untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD
paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan-
sesuai dengan Format = C-16. atau dengan laporan format

' program keuangan SIMDA.

Laporan Tahunan

PPK-SKPD menyiapkan Laporan Keuangan SKPD tahun
anggaran berkenaan dan disampaikan kepeda Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang untuk ditetapkan sebagai
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyampaikan
Laporan Keuangan SXPD kepada Bupati melalui DPPKAD
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir
dilampiri dengan surat pernyataan Pengguna
Anggaran/Penggana Barang bahwa pengelolaan APBD yang
menjadi:  tanggungjawabnya  telah - diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan -
standar akuntansi pemenntahan (Format PPK—ZO)

Laporan Keuangan SKPD terdir: dan
a. laporan realisasi anggaran (Format PPK-l?), atau dengan -
" laporan format program SIMDA

b. neraca (Format PPK~J 8); atau dengan Iaporan format
SIMDA . »

c. catatan atas laporan keuangan (Format PPK-19)

.. Bidang Akuntansi DPPKAD menyusun Iaporan keuanga.n |

pemerintah daerah dergan cara menggabungkan laporan-

 laporan keuangan SKPD dan SXPKD paling lambat 3 (tiga)
- bulan setelah bcral.hlrnya tahun anggaran berkenaan. - o

. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan ke pada} ’
- Bupati melalui = Sekretaris Daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi

' pertanggungpawaban pelaksanaan APBD.
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6. Laporan kcuangan Pememntah Daerah terdxn dari:
~ a.Laporan Realisasi Arggaran (Format c-17),
~ b.Neraca (Format C-18);
c. Laporan arus kas (Format C-19);
d. Catatan atas Idporan keuangan (Format C-20),

- 7. Laporan kPuangan Pemerintah Daerah dlsusun dan disajikan
. sesuai dengan peraturan pemenntah yang mengatur tentang
standar akuntansi pemerintahan serta dilampiri dengan
ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Radan Usaha

Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

| 8. Laporan ikhtisar realisasi kineria dlsusun dan nngkasar
. " laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan
kinerja mtcnm di Imgkungan pemenntah daerah. e

. 9. Penyusunan laporan kinerja interim berpedoman pada ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur m°ngena1 :
laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah, '

10. Laporan Keuangan 'pemerintah daerah dilampiri denga.n’ :
surat pernyataan PBupati yang menyatakan pengelolaan
APBD  yang menjadi tanggungjawabnya teiah
diselenggarakan  berdasarkan peraturan .  perundang-
undangan setelah di-review oleh Inspektorat Kabupaten
Karanganyar; : »

11. Laporan Keuangan dxsampaxkan oleh Bupat: kepada Badan
' Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan
paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- 12. Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK diselesaikan
~ selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan -
keuangan dari Pemerintah Daerah.

13. Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
. terhadap laporan keuangan pcmenntah deerah berdasarkan'
hasil pemenksaan EPK.

- d }Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.,

. - 1.. Bupati rrenyampmkan Rancangan Peraturan Daerah tentang :

Pertanggungjawaban Pelaksanazn APRBD pada DPRD paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,

-~ 2. Rancangan Peraturanr Daerah tentang Pertanggungjawaban
- Pelaksanaan APBD memuat Laporan Keuangun yang
- meliputi Laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus
S Kas, Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan
- Laporan Kinerja yang telah diperiksa BFK dan Ikhtisar
- Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan
Daerah. '

3 Apabua sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah -
- penyampaian laporan keuangan BPK belum menyampaikan
hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggung]awaban Pclaksanaan :
APBD kepada DPRD. '
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4. Rancangan »‘Pe.raturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
S - Pelaksanaan APBD dirinci dalam Rancangan Peraturan’
R - Bupati . tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
: .. . Pelaksanaan APBD. v . : '
’ . 5. Rancangan Peraturan Bupatl dllengkapl dengan Iampu-an
“«

a. ngkasan Laporan Realisasi Anggaran.
b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran

L  6~.' Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
- Pertanggung]awaban Pelaksanaan APBD ditentukan oleh
DPRD ‘

N
SN AN
,BUP J’I;,,_KAI%ANGANYAR
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